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RINGKASAN

[

Ervin_Munandar; 'Hukum Pidana, Magister' limu'Hukum, Program Pasca Sarjana
Fakultas ' Hukum = Universitas - Brawijaya; - Malang, 1 2019; ' PROBLEMATIKA
KEWENANGAN - PEJABAT - PELAKSANA. i TUGAS-  BUPATI.. (Kewenangan
Pelaksana . Tugas. Bupati Kabupaten, Buton . Tengah. Dalam. Memberhentikan
Sementara Kepala ~Desa - Tolandona Matanaeo , Yang Diduga. Melakukan
Penyalahgunaan “ Anggaran - Dana Desa),Dr. Abdul” Madjid, S.H.,” M.Hum.Dr.
TunggulAnshariSetia-Negara, S.H., M:Hum.
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Terjadi-persoalan-saat- Pejabat Pelaksana, Tugas Bupati kabupaten Buton
Tengah.memberhentikan sementara kepala desa Tolandona Matanaeo: berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 307 Tertanggal 16 Mei 2017. Persoalan tersebut antara
kewajiban yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
kepada seorang kepala ‘daerah’ tingkat kabupaten untuk ‘memberikan’ sanksi- atas
penyimpangan yang dilakukan kepala desa dan pembatasan kewenangan Pejabat
Pelaksana’ Tugas: yang:telah; ditentukan  dalam: peraturan - perundang-undangan
yang: menyebutkan bahwa‘seorang Pejabat Pelaksana: Tugas -tidak -berwenang
mengambil_tindakan yang bersifat strategis”. Sehingga menjadikan,persoalan ini
menarik untuk. dikaji. atau -dianalisis, mulai. dari mengetahui kewenangan dan
batasan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati kabupaten” Buton Tengah
sampai pada’ tindakan hukumnya. Permasalah yang ‘menjadi-bahasan'dalam tesis
ini adalah /1) ‘Apakah’ Pejabat Pelaksana Tugas Bupati' kabupaten Buton' Tengah
memiliki kewenangan juntuk- memberhentikan' sementara kepala: desa Tolandona
Matanaeo yang terindikasi melakukan: penyalahgunaan. Anggaran. Dana Desa dan
Dana Desa tahun 2016 ?;2) Apakah tindakan hukum Pejabat Pelaksana Tugas
Bupati yang telah memberhentikan sementara kepala desa dapat dibenarkan?;3)
Apakah ''tindakan “hukum' Pejabat Pelaksana “Tugas Bupati “kabupaten ' '‘Buton
Tengah dalam memberhentikan sementara Kepala desa Tolandona Matanaeo “telah
sesuai dengan pengaturannya dalam undang-undang tentang desa 2.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun secara kewenangan tidak
dimiliki oleh Pejabat Pelaksa Tugas Bupati-Kabupaten Buton Tengah untuk ‘dapat
memberhentikan-sementara kepala desa Tolandona Matanaeo' yang- berdasarkan
Pasal 14 ayat-(7):Undang-Undang Nemor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.. Namun pemberhentian sementara kepala desa Tolandona Matanaeo
yang. telah dituangkan. dalam Surat Keputusan Nomor 307 Tertanggal 16 Mei
2017dapat dibenarkan, sebab -tindakan hukum tersebut didasarkan. pada ‘fungsi
pemerintahan untuk mengatur sesuai Pasal 1 angka 2 Jo'Pasal 4 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang-‘Nomor30 Tahun 2014‘ Tentang -Administrasi Pemerintahan
dengan pemaknaan‘...bahwa kita tidak-boleh dipasung oleh keadilan prosedural
dan mengabaikan -keadilan : substantif,...”yang berdasarkan -putusan -Mahkamah
Konstitusi. .Nomor. 27/PUU-V11/2009:Hal . tersebut; relevan . .dengan. ketentuan,
bahwa. pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas karena memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan. Selain itu sanksi yang diberikan
kepada kepala desa Tolandona Matanaeo tidak ‘cacat procedural yang-diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang'Desa.
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SUMMARY.

[

Ervin Munandar, Criminal Law, Master of Law, Postgraduate Program at the Faculty of
Law, “University of-Brawijaya, Malang," 2019, PROBLEMATICS ‘AUTHORITY ' OF
ACTING ' OFFICIAL 'REGENT (The Authority ‘of Acting ‘Regent-of Buton' Tengah
Regency who has temporarily dismissed Tolandona Matanaeo village head 'suspected:of
abuse village budget-Funds), Dr. Abdul Madjid, S.H.; M.Hum: Dr. Tunggul Anshari
Setia Negara; S.H.;:M: Hum:
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There was a problem when the, Acting. Official Regent. of Buton Tengah
Regency - suspended -the Tolandona Matanaeo village head based on Decree
Number 307 dated May 16, 2017. The problem is between the obligations given
by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, to,a district head at the district
level to impose sanctions for irregularities committed by the village. head and to
limit the authority of the Acting Task Officer specified in the statutory regulation
stated that "An_Acting Officer is not authorized to take strategic actions". So, it
makes this issue interesting to study or analyze, starting from understanding-the
authority and limitations of the authority of the Acting Regent of Buton Tengah
Regency to the legal actions. The problems will be discussed in this thesis are as
follows (1) Does the Acting Regent of Buton Tengah Regency has the authority to
dismiss ‘Tolandona Matanaeo- village head suspected of abuse village budget
Funds? (2) Does the legal action of the-Acting official 'who" has temporarily
dismissed' thevillage head 'is ‘correct? (3) Does ‘the legal action of the Acting
official’ of Buton Tengah'Regency who has' temporarily dismissed Tolandona
Matanaeo village head hasbeen in accordance with the regulations-about village?

A
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The results-of the-study. showed that-although the Acting Regent of Buton
Tengah-Regency-did not-have the authority-to dismiss the village head temporarily
based jon. Article 14-paragraph-.(7) regulation. number. 30 .in 2014  concerning
Government -Administration. However,. the temporary dismissal. of .the village
head Tolandona Matanaeo, as .outlined .in. Decree. Number. 307 dated.-May 16 .in
2017. can be. justified, because. the legal action. is;.based.on. the. function. of
government. to regulate according to-Article 1 number 2 Jo, Article,4 paragraph
(1) and (2) regulation-Number 30 in 2014 concerning Government Administration
with the interpretation, “....that we must not be confined to procedural justice and
ignore, substantive justice, ..." based on the decision . of the Constitutional Court
Number 27 / PUU-VII [/ 2009. This was relevant to the provision that the
appointment of an Acting Officer has the ability and experience of serving in the
field  of .government., In addition, the sanctions imposed were not defective
because of procedures based on the law act number 6 in 2014 about village.
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1:1. Latar Belakang:Masalah

Pembangunan nasional -adalah-, rangkaian = upaya pembangunan secara
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berkesinambungan-yang meliputi berbagai-aspek’' kehidupan masyarakat.* Dengan
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lahirnya: Undang-Undang No:' 6: Tahun: 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa
sumber. keuangan_desa yang diantaranya berasal dari alokasi APBN, alokasi
ABPD, hibah dan sumbangan-dari pihak ketiga, serta pendapatan asli desa yang

sah'lainnya? adalah merupakan bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-
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undang-kepada desa.

Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengelola
keuangannya.- Pada “prinsipnya’ Dana' Desa ‘" dialokasikan- untuk: ' membiayai
kewenangan yang ‘menjadi tanggungjawab Desa. Dalam optimalisasi: penggunaan

Dana Desa terdapat beberapa prioritas dalam penggunaannya yang. diantaranya
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adalah untuk' membiayai pembangunan dan-pemberdayaan ‘masyarakat.?

o
i

Untuk -mewujutkan; penggunaan- keuangan rdesa yang -optimal,; diperlukan

integritas. sebagai hal pertama_yang. harus -dimiliki_oleh kepala desa beserta

| REPOSITORY.UB,ACID |

perangkat' desa. “Transparansi .dan sederhana ‘merupakan hal terpenting " lainnya

yang harus-ada untuk-mencapai’ sistem pengelolaan keuangan:di tingkat desayang

akuntabel.

Y Rudi, Hukum' Pemerintahan Dagerah, (BandarLampung: PKPPUU:-FH -UNILA;2003); him.
82.

2 Adanya bantuan keuangan -alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa sebagai bentuk
komitmen ‘pemerintah-membangun’Desa termuat’ dalam ‘penjelasan’ Pasal '72-Ayat (1) Undang-
Undang Nomeor.6-Tahun 2014 Tentang-Desa.

3 Tentang kewenangan desa disebutkan dalam Pasal 18 Jo Pasal 78 Undang-Umdang Nomor 6
Tahun-2016-Tentang Desa:
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Dari  hasil -analisis-regulasi, dan-temuan di- lapangan. yang -dilakukan-.oleh

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya ada 4 (empat) temuan atas hasil
implementasi -UU ‘No. 6 ‘Tahun-2014 Tentang Desa, yaitu diantaranya  masalah
dalam kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga masalah-tentang sumber

daya manusia,* sehinggah sisi kelemahan inilah yang dapat menimbulkan berbagai
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hal terkait meningkatnya perilaku penyalagunaan’'kewenangan.
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Agar dapat mencegah perilaku tersebut; terdapat kewajiban-pembinaan dan
pengawasan, yang. tersruktur terhadap-desa-desa yang di lakukan oleh. Pemerintah,
Pemerintah "Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 112 -dalam

undang-undang tentang desa, yaitu:

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Pertama,.adanyan. kewajiban untuk-melakukan pembinaan. dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa “obyek pembinaan dan pengawasannya
adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan ‘Badan Permusyawaratan Desa”; 'kedua,
adanya kewajiban dalam hal memberdayakan masyarakat desa.”

Tetapi tidak selamanya sistem pembinaan dan, pengawasan yang dilakukan
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dari tingkat-Pemerintah-Pusat sampai pada Pemerintah ' Kabupaten/Kota' berjalan

o
i

sesuai ‘amanat-undang-undang atau dengan kata lain berbagai: hal -bisa saja terjadi

sebagai _bagian dari implikasi negatif perilaku-seseorang; Hal ini banyak terjadi di

| REPOSITORY.UB,ACID |

berbagai wilayah diIndonesia, sebagaicontoh kejadian yang terjadi di “Jawa

Timur 1 terkait ' ~pola 1 -jaringan: antara cpemerintah’ desa ' ‘dan - pemerintah

Kabupaten/Kota -yang .menyebabkan penyelewengan  karena adanya. kekuasaan

* Deputi Bidang.Pencegahan:— KPK, Buku. Laporan. Kajian, Sistem_Pengelolaan Keuangan
Desa, (Jakarta: 2015), him. 26.

® Timl 'Penytsun: ‘Muhammad-—Yasin, Ahmad_Rofi’K, Fachurrahman, ‘Bejo Untung,~Maya
Rostanty, Setyo.-Dwiherwanto, ; Iskandar, Saharudin; ; Fitria Muslih,- Anotasi.- Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tenang Desa, (Jakarta: Pusat Telaah‘dan Informasi Regional (PATTIRO)),
him! 499.
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yang dominan.® ‘Ada: pula kelalaian; dalam.pelaporan, dan- pertanggungjawaban

[

aparat desa.’
Untuk ‘itu-sebagai 'bagian dari pengawasan-yang- terstruktur melalui- undang-
undang-tentang ‘desa;juga diatur pengawasan yang' dilakukan:olen-BPDesa dan

masyarakat. Melalui. Pasal 55 dan, Pasal .82, telah diakuinya. hak “untuk
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mendapatkan “informasi- secara“terbuka -atas - penggunaan ' keuangan “desa-oleh

J
f‘é'.v

pemerintahan desa-adalah bentuk:pengawasan nyata yang dapat dilakukan:.
Selain masalah yang penulis sebutkan diatas, terdapat satu-masalah yang akan
menjadi fokus bahasan penulis. Yaitu ‘terkait kasus yang terjadi di Provinsi

Sulawesi ' Tenggara, -Kabupaten Buton: Tengah, Kecamatan 'Sangia ‘Wambulu,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Desa Tolandona Matanaeo. . Dimana kasus ini berawal, dari _kecurigaan. masyarakat
mengenai penggunaan keuangan desa yang dianggap bermasalah, dalam hal ini
ada kecurigaan penyalagunaan kewenang yang dilakukan oleh Kepala Désa.

Dari; hasil. proses: yang dilakukan: oleh, pemerintah ;daerah, - terdapat . indikasi

penyalagunaan anggaran tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh kepala desa
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Tolandona ~'Matanaeo, - 'sehinggah ' “diterbitkannya ' 'Surat- 'Keputusan' “(SK)

4
iy

pemberhentian sementara: Nomor 307 -tertanggal 16 Mei- 2017, -yang-di tanda-
tangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kabupaten. Buton. Tengah.
Disatu - sisi - kepala “‘'desa “merasa - dirugikan,- karena ' untuk’'' melakukan

pemberhentian 'sementara.  tersebut -bukanlah kewenangan: Pejabat - Pelaksana

| REPOSITORY.UB,ACID |

Tugas. Sebab_berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang. Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

6 Fathur Rahman, Pola Jaringan‘Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi
DD dan ADD-Tahun 2014-2015 di-Jawa Timur), Jurnal: Integritas, velume'4, homor-1,2018.

7. Astri: Juainita- Makalalag,; Grace -B Nangoi,-Herman,-Karamoy; -Akuntabilitas- Pengelolaan
Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamabagu, Jurnal: Riset. Akuntansi‘Dan
Auditing "GOODWILL";-Volume 8, Nomor 1, 2017-
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“Badan - dan/atau -Pejabat, Pemerintahan. - yang. memperoleh -Wewenang
melalui. Mandat tidak berwenang: mengambil Keputusan. dan/atau. Tindakan
yang bersifat strategis yang.berdampak pada perubahan status-hukum. pada

)

[ RePOSITORY.UB.ACID |

aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.’

Disisi lain ' masyarakat menganggap pemberhentian kepala“desa telah benar,

karena r masyakat: “-merasa. dirugikan-oleh -perbuatan kepala' ‘desa: Apa -yang
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dianggap benar. oleh masyarakat telah-melewati waktu yang panjang, dimana hal-

hal' yang dicurigai sebagai perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan
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oleh kepala-desa telah diminta pertanggungjawaban-nya dan'kepala desa pun-tidak
dapat mempertanggungjawab-kan sepenuhnya.
Hal tersebut telah dimulai-dari adanya hearing yang dilakukan di kantor desa

antara pemerintah desa, BPDesa dan ‘masyarakat pada 21 agustus 2016, sampai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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|

teguran- BPDesa kepada kepala desa’ terkait penghentian. pembangunan rumah
ibadah, pelaporan kepada pihak berwajib dan.hearing bersama DPRD kabupaten
Buton- Tengah, serta-demonstrasi yang dilakukan masyarakat-pada pemerintah

daerah - kabupaten: dengan -tuntutan- qpemberhentian | kepala'-desa  Tolandona
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Matanaeo yang.dilakukan pada 10 april 2017.
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Sebagai ' bentuk- keseriusan pemerintah -daerah  kabupaten, - berdasarkan
undang-undang tentang-desa dengan dasar Pasal 115, pemerintah daerah tingkat

kabupaten . diberi. kewenangan untuk -melakukan. pengawasan;penggunaan dana

| REPOSITORY.UB,ACID |

desa (huruf g), dan ketika seorang kepala desa melakukan penyimpangan maka

pemerintah: daerah-dapat memberikan: sanksi 'kepada kepala ‘desa tersebut (huruf
n).. Kemudian. berdasarkan Pasal 40 bahwa. kepala desa diberhentikan. (ayat 1)
karena melanggar larangan -sebagai, kepala desa (ayat (2) huruf d), dan

pemberhentian tersebut akan ditetapkan-oleh Bupati (ayat 3).
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Oleh karena pemberhentian sementara kepala desa Tolandona Matanaeo telah

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dilakukan oleh. pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah melalui penerbitan
Surat-Keputusan-Nomor 307 tertanggal 16 Mei-2017. Untuk-itu-penulis mencoba
melihatdan r‘membahas- persoalan tersebut -dari konteks -kewenangan; tindakan

hukum kepala daerah PLT dan‘juga prosedural pemberhentian sementaranya yang
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akan “diuraikan ‘dalam’' rumusan- masalah.-Hal-in penulis-'lakukan-untuk: ‘dapat
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menjawah kebenara dari penerbitan SKtersebut, dengan tidak:berpihak:pada salah
satu pihak atau memberatkan salah satu_pihak. Baik; pihak kepala desa ataupun
pihak masyarakat dan pemerintah daerah.

1:2. Rumusan: Masalah

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Berdasarkan..uraian. latar, belakang. yang:sudah jpenulis. rangkai, -sehinggah
perumusan masaalah pokok dapat penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:
1. Apakah 'Pejabat Pelaksana Tugas“(PLT) Bupati Kabupaten- Buton' Tengah
memiliki-. kewenangan -untuk ‘memberhentikan. sementara ‘kepala: -.desa

Tolandona Matanaeo yang terindikasi melakukan penyalagunaan Anggaran
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Dana'Desa dan Dana'Desa tahun '2016?

o
i

2. Apakah - tindakan - -hukum -Pejabat - Pelaksanal 'Tugas--Bupati- yang. -telah
memberhentikan sementara kepala desa dapat dibenarkan ?

3. 7 Apakah tindakan hukum Pejabat ‘Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Buton

| REPOSITORY.UB,ACID |

Tengah: dalam-memberhentikan sementarakepala desa: Tolandona IMatanaeo

telah sesuai.dengan pengaturannya dalam undang-undang tentang desa ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas; adapun tujuan dari

penulisan, Tesis ini.yaitu.:
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1., Untuk -mengkaji-dan. menganalisi-.batasan. kewenangan  Pejabat -Pelaksana

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Tugas Bupati kabupaten ‘Buton Tengah dalam. memberhentian sementara
kepala desa Tolandona Matanaeo.
2. Untuk -mengkaji-dan menganalisis-tindakan-hukum yang 'dilakukan Pejabat

Pelaksana Tugas kabupaten Bupati Buton Tengah, yang telah memberhentikan
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sementara kepala desa Tolandona Matanaeo.
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3. Untuk -dapat-memberikan: kepastian ‘hukum: terhadap dugaan- penyalagunaan
kewenang yang dilakukan oleh kepala desa Tolandona Matanaeo:.
1.4.° Manfaat Penelitian

Hasil ' penelitian dan penulisan ‘ini [diharapkan_dapat ‘berguna“ baik ' secara

| REPOSITORY.UB.AC.D |

teoritis maupun secara praktis.:
1.4.1. Manfaat Teoritis
1. Diharapkan hasil-penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
bidang-ilmu- hukum, . khususnya bidang hukum jadministrasi negara terkait

dengan kewenanga Pejabat Pelaksana Tugas untuk memberhentikan kepala
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desa.” Dengan- demikian' \para pembaca ' tidak 'semata-mata ‘hanya' untuk
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mengetahui batasan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas, namun juga dapat
memberikan _pemahaman mengenai -tolak . ukur _atau pertimbangan

pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas.

| REPOSITORY.UB,ACID |

2. Sekiranya:dapat 'dijadikan: salah satu pedoman atau referensi-bagi para pihak

yang. ingin. melakukan Kajian lebih mendalam mengenai sanksi hukum,
terkhusus sanksi-administratif atau menghususkan penelitian terkait berbagai
pertanyaan ‘tentang pelemahan sikap-tindak dari radministrasi ‘pemerintahan

yang.akan timbul-semasa kepala daerah dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas.
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1.4.2; Manfaat Praktis

[ RePOSITORY.UB.ACID |

1. © Kiranya sebuah  kemajuan bagi. penulis dalam pengembangan keilmuan
penulis:
2., Pelitian -ini-; sekiranya ~dapat memberikan.  sumbangsi : pemikiran  untuk

mendorong. pemerintah: dan DPR RI untuk mempertimbangkan pembuatan
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aturan terbaru atau ‘melengkapi “aturan' 'yang suda’ ada terkait' pengaturan
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kewenangan dan- batasan:kewenangan Pejabat  Pelaksana' Tugas; yanglebih
rinci dan tegas. agar stagnasi kinerja administrasi pemerintahan tidak terjadi.
3. Diharapka hasil penelitian” ini’ dapat ‘memberikan “sumbangsi “pemikiran

kepada:pemerintah-daerah’ kabupaten Buton Tengah untuk-lebih 'mendorong

| REPOSITORY.UB.AC.D |

transparansi.publik. . Agar. terciptanya.keadilan untuk menjaga: harmonisasi
hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.

4. Hasil'penelitian-ini' diharapkan ‘pula ‘bisa“memberikan “pemahaman’ kepada
masyarakat: -tentang., pentingnya:peran --masyarakat, .dalam-, hal: pencegahan

penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum dari pemerintahan.
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15. Orisinalitas Penelitian

o
i

Untuk :-menjamin- orisinalitas penelitian;; maka dengan ini: berdasarkan hasil

kajian . dari_persoalan. yang -menjadi -.objek penulisan tesisi ini_dan.penelusuran

| REPOSITORY.UB,ACID |

penelitan-penelitian terdahulu ‘mengenai persoalan kewenangan seorang'Pejabat

Pelaksana Tugas::Sehinggah dibawah-ini-penulis'mencoba menjabarkan beberapa

penelitian terdahulu sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut:

P No | 'Nama Judul Permasalahan Keterangan

b Penelitian

< 1 Putri Analisis Analisis kewenangan'| Analisis yang
g: Febria Y Uridis kebijakan Pelaksana | dilakukan hanya
ag Ramadha, | Kewenangan | Tugas (PIt) Kepala:{ menyangkut
S< ni Pelaksana Daerah, dan anlisis.| permasalahan . dalam
=
S0
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Tugas Kepala
Daerah.

pertanggungjawaban
-nya. Dasar analisis
adalah
PERMENDAGRI
No. 74 Tahun 2016
tentang cuti di luar

ruang lingkup
pemerintah daerah
saja, dan tidak
mengalisis  lebih- jauh
mengenai —persetujuan
tertulis = dari:\'mentri
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tanggungan negara | dalam-negeri. . Dengan
bagi gubernur dan | kesimpulan bahwa
wakil gubernur, | kebijakan yang dibuat
bupati dan wakil | oleh Pelaksana Tugas
bupati, serta'| tidak dapat
walikota dan wakil'| dipertanggung
walikota. jawabkan.
Nandang: | Problematika | Analisis kewenangan { Analisis yang
Alamsah. | Pelaksana plt yang terbatas:| dilakukan lebih
Deliarno. | Tugas (PIt) | dalam menjalankan | menekankan perlu
or Dalam Masa | roda pemerintahan | adanya kepastian
Transisi dan perlindungan'| hukum mengenai plt,
Pemerintahan-| hukumnya.  Dasar'| agar roda
(Pra Dan| analisis adalah UU | pemerintahan  tidak
Pasca Pilkada.| Nomor 1 tahun 2015 terhambat. Dalam hal
Serentak) tentang  penetapan| ini  penilitian yang
peraturan pemerintah | dilakukan  inginkan
pengganti  undang- | adanya perluasan dari
undang nomor 1'|'kewenangan PLT.
tahun 2014 tentang
pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota
menjadi undang-
undang.
Masna Tinjauan Analisis batasan | Analisis yang
Hayati Hukumpelaks-| kewenangan PLT'} dilakukan tidak ' lebih
anaan sebagai penjabat | spesifik terhadap
Kewenangan | pengganti kepala | tindakan yang
Pelaksana daerah definitif.| dianggap ~melampaui
Tugas . (PIt) | dengan jabatan.| wewenang. tersebut.
Bupati Dalam | sementara. Selain " 1tu~ dalam™ hal
Pelayanan Kemudian analisis'| pemaknaan
Publik Di | tentang  mengenai'| kewenangan - penjabat
Kabupaten akibat hukum dari { kepala: -daerah,. masih
Rembang pelampauan memposisikan
wewenang yang.| penjabat hanya
dilakukan penjabat | sebatas pelengkap
kepala daerah. struktural yang
kosong.
Ervin Problematika | Analisisi batasan |/ Analisis yang
Munanda -| Kewenangan | kewenangan - PLT { dilakukan tidak
r Pejabat dalam pelayanan:| terbatas . pada . batasan
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Pelaksana publik;, dengan. studi | kewenangan yang
Tugas Bupati | kasus . pada. . suatu:| telah,. . diatur, . tetapi
(Kewenangan | daerah dan analisis | bagamana-, kemudian
= Pelaksana tentang tindakan | penulis juga lebih jauh
2 Tugas ‘Bupati-| hukum yang telah'| mengkaji -~ persoalan
7 - Kabupaten dituangkan  dalam| terhadap tindakan
= - Buton SK No 307 {/hukumnya- - dengan
g; Tengah tertanggal 16 mei:| landasan . Asas-asas
L;< Dalam 2017, tentang.| Umum _ Pemerintahan
= oc Memberhenti | pemberhentian yang Baik dan fungsi
S kan “ Kepala'| kepala desa | dari pemerintahan itu
N Desa Tolandona sendiri.~Sebagai' tolak
- Tolandona Matanaeo. ukur ‘untuk menetukan
Matanaeo apakah kemudian
Yang. Diduga kualifikasi dari
=] Melakukan tindakan hukum yang
F Penyalagunaa dilakukan PLT dapat
i§ n ~ Anggaran dibenarkan, - ‘dengan
E§» Dana Desa) menempatkan ' bahwa
'§ pemerintahan: ./ yang
=] kaku akan
memunculkan  lebih
banyak persoalan

yang akan dihadapi.

1.6. Kerangka Teori

Krisis kepercayaan pada hukum ditujukan pada tidak memadainya hukum
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sebagai ''sarana ‘perubahan’' ‘dan’ sebagai'“sarana’’ untuk ‘“mewujudkan' Keadilan
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subtantif.. Tanda-bahaya yang bersifat-konservatif tentang -terkikisnya .otoritas,
penyalahgunaan aktivisme hukum, dan macetnya “hukum dan ketertiban” (law

and order) diteriakan ' dalam’ gerakan ‘pembaruan kembali 'yang- berfokus-pada

| REPOSITORY.UB,ACID |

kurangnya perhatian terhadap tertib hukumitu sendiri 2

Permasalahan dalam menjalankan kKepemerintahan. bukanlah hal yang baru
dari sistem kenegaraan, ‘mengenai sistem “Ketatanegaraan di “Indonesia secara

yuridis rdesentralisali-kewenangan hinggah ketingkat desa:telah: di -akui. Hal ini

8 Raisul Muttagien, Hukum' Responsif, . terjemahan dari. buku Philippe Nonet dan Philip
Selzniek, Cetakan Ke IX, (Bandung: Nusa Media, 2015), him. 5.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
i




10

menjadikan- desa, -sebagai  pijakan dalam, pembagian . struktur - ketatanegaraan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Indonesia mulai dari. pusat hinggah ke daerah yang kemudian bermuara pada
regulasi‘otonomi ‘desa “yang- tetap berpedoman jpadakeaslian “‘desa’ ‘sebagai
kesatuan masyarakat hukum.®

Ada beberapa teori yang digunakan untuk dapat menganalisis batasan
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kewenangan dan tindakan hukum PLT Bupati kabupaten Buton Tengah yang telah
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memberentikan sementara kepala desa Tolandona Matanaeo; yaitu diantaranya:
1.6.1. Teori Good Governance
Sadjijono®® mengatakan ‘good governance mengandung arti “Kegiatan ‘suatu

lembaga pemerintah 'yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang: berlaku untuk -mewujudkan cita-cita negara”. Pendapat -tersebut,. relevan
dengan pandangan bahwa tren dari perkembangan zaman mulai dari pendidikan
masyarakat, kebangkitan ‘politik, dan-sosial, menyebabkan' peningkatan harapan
masyarakat- kepada jpemerintah-. terkait -penyelesaian. berbagai. persoalan: -yang

muncul di lingkungan sosial antara pemerintah dan masyarakat.*
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Selain “itu ~‘Sadjijono*? \ “juga "~ ‘menyebutkan- ' terkait' - penyelenggaraan
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kepemerintahan: bahwa -akan-ada pelibatan beberapa’ unsur-sebagai-stakeholder,
hal ini.tidak hanya terbatas pada pemerintah (government) ataupun negara (State)

saja, namun perlu adanya unsur-non-pemerintah’ (privaat sector) dan'masyarakat

| REPOSITORY.UB,ACID |

(society). Hal-ini:untuk-menciptakan-kepemerintahan:(governance) dengan:baik

Ketika . unsur-unsur ~dimaksud . sebagai _kekuatan, ;yang _sinergi-, dan - saling

9 Ateng'Syafrudin-dan’ Suprin“Na’a, Republik Desa, Pergulatan' Hukum Tradisional ‘dan
Hukum Modern-daleam Desain' Otonomi Desa, (Bandung: Alumni} 2010); him:11.

10 Sadjijon, Fungsi. Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance; (Surabaya; Laksbang
Mediatama, 2007), him. 203.

1 Amy!Y S/ Sri Rahayu, Vishnu'Juwono, Birokrasi'dan Good Governance:-Teori, Konsep,
dan Aplokasinya (Depok:-Raja Grafindo Persada,-2019); him. 105.

12 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance  (Surabaya: Laksbang
Mediatama, 2008), him. 233!
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mendukung- serta,-memiliki suara dalam. mempengaruhi pembuatan-keputusan.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Secara filosofis. good. governance, dimaknai sebagai, tindakan atau tingkah laku
yang didasarkan-pada ‘nilai-nilat’ dan bersifat mengarahkan, mengendalikan-atau
mempengaruhi  /masyarakat/publik untuk, mewujudkan nilai-nilai /itu-.di: dalam

tindakan dan kehidupan keseharian.!3
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Untuk ‘itu"bahwa salah satu‘tugas pokok dari pemerintah-adalah-memberikan

3
ﬁ"!

pelayanan publik kepada masyarakat.-Pelayanan publik ini-merupakan ;pemberian
Jjasa oleh pemerintah;, pihak swasta atas nama. pemerintah, ataupun:pihak Swasta
kepada masyarakat, dengan ‘atau tanpa pembayaran guna memenuhi ‘kebutuhan

atau kepentingan masyarakat:

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Dari . pelayanan rtersebut. terdapat -berbagai . faktor: yang:dapat: menjadikan
pelayanan itu buruk atau baik.” Nilai itu akan di berikan oleh” merekan yang
menerima’ ‘pelayanan- tersebut, “dengan -demikian ‘adanya’ ‘tuntutan ' bagaimana
pemberi, layanan-membuat, berbagai evolusi-dari-output. yang: kemudian .menjadi

input kembali kepada pemberi layanan merupakan tuntutan yang secara nyata

<
=
=
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wajib-untuk-dilakukan.

o
i

Mengenai: hubungan, antara ‘pemerintah; daerah . kabupaten/kota - dan
pemerintah desa, Yyaitu desa diposisikan - sebagai bagian. dari. pemerintah

kabupaten/kota, dalam' hal' ini ‘desa menjalankan tugas' pembantuan-sebagaimana

| REPOSITORY.UB,ACID |

yang diratur-dalam-Undang-Undang Nomor 32/ Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.* Selanjudnya di dalam Undang-Undang Nomor, 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, “Desa berkedudukan ‘di ‘wilayah ‘Kabupaten/Kota™, dalam melaksanakan

tugas, kewenangan, hak: dan kewajiban sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 26

13 Sadjijono, -Ibid, him; 236
14 | ihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka
(9) dan-Pasal 200:
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undang-undang -tentang. . desa,, kepala--desa. -wajib*® ~memberikan . laporan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten/kota (Bupati/\Walikota).
Menurut Masyur-Maschab, bahwa desa  sebagai- suatu ' organisasi ‘kekuasaan
atau pemerintahan: yang: secara; politis. /mempunyai ' wewenang, -tertentu karena

merupakan _bagian . dari-pemerintahan . Negara.'® Dalam menjalankan

BRAWIJAYA
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kepemerintahan' desa, pemerintah desa-dalam“hal ini kepala“desa sebagai. organ

3
ﬁ"!

utama dari pemerintahan: desa:memiliki-aturan pertama tugas; hak; dan wewenang
kepala, desa, kedua akuntabilitas kepala desa, ketiga, larangan. bagi-kepala desa,
keempat pemilihan kepala desa, kelima larangan kepala desa sebagaimana yang di

atur dalam 22 pasal di‘dalam undang-undang desa.’

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Kepala desa yang melanggar kewajiban. dan larangan.akan.diberikan: sanksi
adminstratif yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari
pembinaan-dan ‘pengawasan-'yang termuat-dalam ‘Pasal 115 ‘huruf n''undang-
undang.-tentang desa yang menyebutkan “memberikan -sanksi-atas. penyimpangan

yang, di lakuken oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan . perundang-
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undangan’’; hal ‘senada-diatur /‘pada Pasal 101 Peraturan‘Pemerintah ‘Nomor 72

o
¢

Tahun 2005 - Tentang - Desa. -Kemudian,-penerapan, : sanksi -, yang - diberikan
diantaranya _berupa - teguran -~ lisan —dan tertulis,, dan di . lanjutkan dengan

pemberhentian sementara atau tetap sesuai ketentuan-dalam Pasal 28'dan 30.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Penggunaan teori: “Goog Governance’di tujukan untuk memahami-hubungan

struktur. dan_ tatacara, kerja. sistem pemerintahan, di Indonesia. Hal ini untuk

memungkinkan ‘menganalisis awal persoalan ‘kepala desa Tolandona™ Matanaeo

15 Lihat'Undang-UndangNomor!6'tahun 2014, tentang Desa Pasal 5 dan Pasal 27.

16 Duto Sosialismanto,:Hegemoni Negara;, (Jakarta: Lapera|Pustaka. Utama,.2009),-him. 43.

17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa, mengatur tentang peranan kepala desa
dalam sistem pemeintahan’desa yang diatur Pasal 26-sampai dan-Pasal ‘47.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
i




13

serta dapat-memberikan. hubungan yang relevan-terhadap-penggunaan. teori lain

[ RePOSITORY.UB.ACID |

untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Selain itu
penggunaan-teori “Goog Governance ™ ini untuk menjadi-landasan-atau tolak ukur
dalam menjawab-rumusan masalah kedua dan ketiga.

1.6.2, Teori Kewenangan
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Philipus’ M. Hadjon'® dalam hukum “tata-negara ‘'wewenang (bevoegdheid)

3
ﬁ"!

dideskripsikan: sebagai kekuasaan hukum:(rechtsmacht). Sehinggah dalam konsep
hukum publik, ada keterkaitan antara wewenang dengan kekuasaan. Lembaga-
lembaga pemerintah adalah komponen' dari sistem’penyelenggaraan pemerintahan

negara. ' Pengertian “pemerintah: dalam >arti ' luas,  meliputi ' pembuat aturan,

| REPOSITORY.UB.AC.D |

pemerintah/pelaksana; . peradilan. dan: polisi, : menurut ;. A.M. ; Donner,  meliputi
badan-badan pemerintah pusat yang menentukan haluan negara dan instansi-
instansi yang melaksanakan Keputusan badan-badan tersebut diatas:®

Oleh karena itu terdapat-penempatan suatu-badan-badan-atau-lembaga secara

proposinal akan menyesuaikan kewenangan lembaga dalam menjalankan fungsi
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pemerintahan 2% Kewenangan 'kelembagaan ' berkaitan erat ‘dengan-perilaku’ indivu

o
i

yang | menjalankan-fungsi. dari kelembagaan. tersebut. Ketika merujuk- padaapa
yang, dikatakan . oleh-Philipus M. Hadjon, bahwa kedudukan. Lembaga Negara

adalah posisi suatu’ lembaga negara didasarkan kepada fungsi utamanya,®* ‘maka

| REPOSITORY.UB,ACID |

siapa-pun. -orang - yang.. memimpin - penyelenggaraan - ;pemerntahan;  maka

tindakannya akan didasarkan atas kewenangan yang telah diatur.

18 Philipus. M. Hadjon;, “Tentang Wewenang”, YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XlI, September —
Desember, 1997, him. 1.

19 Van 'Vollenhoven (1934),/AM. Donner. (1963)-dalam,Sadjijono, Hukum Kepaolisian,: Polri
dan Good Governance, Op.cit., him., 25.

20 Sadjijono, Ibid, him. 27.

2 Philipus-M. Hadjon-dalam’Sadjijono, Ibid.
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POSITORY.UB.ACID |

Sehinggah  penggunaan kewenangan- itu. akan merujuk -pada. pembagiannya

[

dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi :2?

1) Atribusi, yaitu - pemberian kewenangan oleh'pembuat‘undang-undang ‘sendiri
kepada suatu organ pemerintahan, baik yang suda ada maupun yang baru
sama. sekali. Legislator yang kompeten.untuk- memberikan: atribusi wewenang

itu; dibedakan:antara
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a) Yang berkedudukan sebagai organ legislator di tingkat pusat-adalah‘MPR

J
f‘é'.v

sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama Pemerintah
sebagai yang-melahirkan suatu. undang-undang, dan;:di. tingkat daerah
adalah-DPRD dan Pemerintah daerah-yang melahirkan peraturan daerah.

b) Yang “bertindak  sebagai delegated legislator, " seperti Presiden “yang
berdasar pada undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana

diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan:atau Jabatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Tata'Usaha Negara tertentu.
2) Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintaha
kepada  organ._yang. lain. Kewenangan.yang  telah diberikan oleh pemberi
delegasi selanjutnya-menjadi: tanggungjawab penerima wewenang:

3) Mandat, -yaitu tidak " terjadi suatu-pemberian’ wewenang- baru “maupun

pelimpahan wewenang dan Badan atau, Pejabat Tata Usaha Negara yang satu
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kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masi tetap

4
iy

pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.
Pemerintah' daerah-memperoleh -pelimpahan wewenang dari pemerintahan
pusat, 'yang. meliputi-wewenang. mengambil :setiap; tindakan untuk- kepentingan

rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang-berlaku.” Urusan pemerintahan

| REPOSITORY.UB,ACID |

pusat.yang-dimaksud: sebagian ‘berangsur<angsur ' diserahkan: kepada'pemerintah
daerah sebagai:urusan- rumah. tangga: daerahnya, sebagaimana-yang. dinyatakan

dalam UU No. 23tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 angka 2 yaitu:

22 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), him.
104
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“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusaen pemerintahan-oleh
pemerintahan -daerah. dan, DPRD menurut, asas) — asas. otonomi -dan: tugas
pembantuan.dengan prinsip.otonomi. yang-seluas-luasnya: dalam. sistem. .dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud: dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Kecuali 'yang ‘bersifat' nasional untuk menyangkut Kepentingan-umum- yang

lebih luas. Menurut M lvor Jenings yang mengatakan; terdapat:isi utama tentang
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wewenang dan cara kerjanya lembaga-lembaga negara (sistem pemerintah negara)

3
ﬁ"!

dan tentang perlindungan’ terhadap HAM.? ‘PLT Bupati adalah pejabat “yang
menjalankan'sistem pemerintahan bersifat sementara. Namun 'demikian terdapat
hak. dan:. kewajibanyang: didukung .oleh. jabatannya, . tetapi, . ada. perbedaan

Kewenangan antara Kepala daerah definitif dan PLT yang termuat dalam UU No.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

30 tahun'2014 danPP°No.'49 tahun 2008.
Oleh karena-wewenang -sebagai konsep. hukum publik-setidaknya. memiliki
tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan' komformitas hukum.?*
a. Komponen ~pengaruh ' “adalah ‘“bahwa ' ‘penggunaan’ -~wewenang ' adalah

dimaksudkan; untuk-mengendalikan-perilaku; subjek hukum:
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b. Komponen dasar-hukum adalah bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukan

o
i

dasar hukumnya.

c¢.. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar; wewenang: yaitu

| REPOSITORY.UB,ACID |

standar. umum (semua. jenis wewenang). dan, standar_khusus. (utuk _jenis

wewenang tertentu).

Dengan 'demikian’ bahwa' ‘penggunaan “teori' kewenangan -ini ‘dimaksudkan

untuk ' .menganalisis;: rumusan, - masalah. -pertama, 1hal .ini;; dilakukan.: untuk

2 M. Ivor-Jenings ‘dalam -Moh."Mahfud MD; Dasar 'dan\Struktur Ketatanegaraan Indonesia,
(Yogyakarta: UlH-Press, 1993), him.-81.

24 Nurbasuki Winarno, Penyalagunaan \WWewenang dan Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta:
Laksbang ‘Mediatama, 2008);-hIm. 65:
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mengetahui- kewenangan. .dan. batasan.kewenangan jyang-. dimiliki-PLT Bupati

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Buton. Tengan dalam -mengambil = Kkebijakan = atau keputusan -dalam
memberhentikan-sementara kepala desa Tolandona Matanaeo.
1:6.3! Teori Keadilan

John Stuart Mill. (1986) ‘mengatakan bahwa keadilan berarti Kkesesuaian
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UNIVERSITAS

dengan ''kecenderungan' ‘tindakan Yyang - memaksimalkan - kemanfaatan - bagi

3
ﬁ"!

semuanya.?> Mill?®.juga-mengatakan kalau “Keadilan bukan hanya berisi.apayang
benar ; untuk _ dilakukan  atau tidak. dilakukan, namun juga. sesuatu. yang
memperbolehkan orang lain mengklaim dari kita sesuatu sebagai hak moralnya.”

Hal' tersebut relevan dengan pendapat bahwa keadilan:-akan menjadi ‘dasar

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tindakan ;saat undang=undang. , tidak memberikan.preskripsi- bagi tindakan; secara
jelas.?” Dengan demikian akan ada akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen) dari
setiap. tindakan diantaranya:2®

1. Jika menimbulkan perubahan pada hak; kewajiban.dan kewenangan yang ada.

2. Jika menimbulkan perubahan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
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3. Apabilah-terdapat' hak-hak, kewajiban, kewenangan ‘ataupun status ‘tertentu

o
i

yang ditetapkan.
Karena suatu peristiwa hukum akan menggerakkan. peraturan hukum secaras

efektif untuk mengatur®® apabila syarat dari yang tertulis terdapat dalam peristiwa

| REPOSITORY.UB,ACID |

hukum  tersebut.: Satjipto Rahardjo, -mengatakan rbahwa :setiap: ‘persoalan -yang

25 John Stuart. Mill .dalam Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, di terjemahkan dari Six
Theoris of Justice (1986), Cetakan-Ke'5, (Bandung:‘Nusa'media, 2015), him.236.

%6 Johni Stuart:Mill:dalam-Yudi Santoso, Ibid; him;-21:

27 \Krishna Djaya Darumurti, DISKRESI (Kajian: Teori: Hukum,. Dengan-Postscript, dan
Apendiks), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), him. 19.

2 H.D!'\Wan-Wijk/Willem\'Konijnenbelt dalam’Ridwan' HR, 'Hukum' 4dministrasi' Negara,
Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo. Persada;2011), him.-111.

29 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum Cetakan Ketujuh (Bandung: CitraAditya Bakti, 2012), him.
35.
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menjadi, pertanyaan ‘hukum tidak sebatas-membutuhkan ketertiban: saja. namun

[ RePOSITORY.UB.ACID |

membutuhkan keadilan untuk menjawab peristiwa tersebut.®® Ada beberapa
rumusan keadilan'yang dikemukakan oleh’Satjipto/Rahardjo yaitu diantaranya:*!
a., “keadilan- adalah: kemauan-, yang -bersifat , tetap - dan. - terus-menerus;  untuk

memberikan kepada Setiap orang.apa yang semestinya untuknya;
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b. keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi ‘dasar

3
ﬁ"!

dari peraturan negara dan:merupakan ukuran tentang apa yang:hak;
c. keadilan. adalah- kebijakan yang, memberikan, hasil, bahwa  setiap. orang
mendapat apa yang merupakan bagiannya;

d. norma<keadilan ‘menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan -individual

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

"
{
[
|
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{
|
|
|
|

dalam. .mengejar-kemakmuran individual; dalam batas-batas. sesuai .dengan

Kesejahteraan umat manusia.”

Filosofi utama- dari-hakekat-hukum-adalah‘keadilan, tanpa' keadilan 'mungkin
hukum dikatakan, tidak layak, disebut-hukum.:Realitas hukum :dalam masyarakat

terkadang berbeda dengan yang dicita-citakan sehinggah menyebabkan semakin

BRAWIJAYA
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menjauhkan hukum dari hakekatnya. Terdapat pandangan-yang ‘mengatakan jika

o
i

dari tiga cita-hukum-hanya satu, yang dipilih imaka akan menyebabkan dua cita

hukum lainnya akan terabaikan.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Dalam - konteks “demikian “‘penulis- ‘berpendapat, bahwa  ‘adil ~untuk  orang

pertama; belumlah tentu-adil .untuk orang kedua. Hal'ini karena takaran keadilan

untuk setiap orang berbeda, dengan demikian untuk memberikan keadilan yang
sedikit lebih jelas maka nuansa keadilan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dengan

kepastian hukum-untuk dapat mengimbangi keadilan tersebut.

%0 Satjipto Rahardjo, Ibid, him. 170.
%1 Satjipto Rahardjo, Ibid; him, 173-174.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
i




18

Dengan kata lain-melakukan tindakan. yang dapat dikategorikan adil harus ada

[ RePOSITORY.UB.ACID |

ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Untuk itu dalam hubungan
antar-manusia ada beberapa-aspek untuk'menilai tindakan-tersebut' yaitu, niat,
tindakan, alat; dan hasil akhirnya.®? Ketika (1) kecideraan-berlawanan dengan

harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (misadventure), (2) ketika hal
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itu-tidak ‘bertentangan dengan harapan rasional; tetapi tidak menyebabkan' tindak

3
ﬁ"!

kejahatan, itu-adalah sebuahkesalahan: (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan
tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidak adilan, dan.(4) seseorang yang
bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yangtidak adil.

Dalam:kaitannya: dengan 'kebijakan 'sebagai bagian dari penegakan'hukum,

| REPOSITORY.UB.AC.D |

maka | kebijakan . hukum . pemerintah - atau. politik; -hukum; pemerintah; -akan
mempengaruhi  proses  yang ~ berpengaruh = dalam = masyarakat.  Bromley
memberiakan ‘tiga level-hirarki ' terkait. kebijakan'yakni' policy'level, organization
level | and  operational - level . “‘Pada ‘masing-masing | level. .ini: kebijakan, publik

diwujudkan dalam_ bentuk- peraturan perundang-undangan _(institutional
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arrangements) yang sesuai'dengan tingkat hierarkinya. Institutional arrangements

o
i

ini. secara sendiri-maupun: bersama mempengaruhi pola-pola-interaksi- (pattern -of
interactions) didalam masyarakat yang menjadi ,sasaran kebijakan tersebut.

Pattern of interactions ‘ini’ selanjudny mempengaruhi outcome,-yakni ‘hasil-yang

| REPOSITORY.UB,ACID |

diinginkan oleh kebijakan tersebut.”3

Oleh karena. itu,, penggunaan teori keadilan ini, untuk _menjawab_ rumusan

masalah kedua yang tidak terlepas dari kepastian’hukum. Dengan demikian dari

82 'Umar Chapra, Masa Depan -1lmu Ekonomi;” Sebuah Tinjauan  Islam, (Jakarta: Gema
Insani;.2001); him. 57.

33 \W., Bromley -dalam .Marwan  Effendy, Teori-Hukum; dari Perespektif rKebijaksanaan,
Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014),
him. 239-240.
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usaha penulis-menjawab.rumusan maslah kedua tersebut, tidak:terlepas atau-tidak

[ RePOSITORY.UB.ACID |

terpisahkan dengan _jawaban ‘rumusan ‘masalah- ketiga. Untuk itu ditemukan
jawaban 'yang ‘lebih “spesifik- mengenar dasar -kewenangan -bertindak -dari-PLT
kabupaten Bupati. Buton, Tengah, serta-ditemukan jawaban yang-relevan dengan

rumusan masalah pertama. Sehinggah keadilan _dalam. persoalan yang menjadi
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bahasan, akan terukur-berdasarkan syarat sesuai jawaban rumusan masalah ketiga.

3
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1:7. Metode Penelitian
1.7.1. Jenis Penelitian
Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos” yang memiliki-arti

Cara atau menuju suatu jalan: Sunaryati Hartono.mengatakan ' metode penelitian

| REPOSITORY.UB.AC.D |

merupakan.. proses rpemeriksaan atau. . penyelidikan, . cara :atau;- jalan.yang
menggunakan penalaran ataupun cara ‘berfikir -logis-analitis “logika” dengan
didasarkan ‘pada rumusan-rumusan, dalil-dalil' maupun ‘teori-teori' suatu ilmu-“atau
beberapa .cabang. ilmu”, tertentu ‘untuk, . menguji - kebenaran. ‘“mengadakan

verifikasi” terhadap suatu hipotesis _maupun teori tentang “gejala-gejala’ atau
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peristiwa alamiah, sosial ataupun’peristiwa-peristiwa hukum'tertentu.®*

o
¢

Lebih, lanjudSoerjono Soekanto-menyebutkan, bahwa penelitian-merupakan
suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*® Hal

ini’karena pada penilitian memiliki tujuan-untuk mengungkap kebenaran, secara

| REPOSITORY.UB,ACID |

sistematis, ~metodologis; ' dan -konsisten; -dengan' 'mengadakan -analisis-'dan

konstruksi, Dalam_penelitian. hukum,- kerangka Konsepsional dan landasan atau

kerangka teoretis ‘adalah’ sebagai syarat yang penting. Hal ini didasrkan dari

3 Sunaryati Hartono, Peneliti Hukum di Indoesia Padadkhir! Aba ke-20, (Bandung: Alumni,
1990), him:, 105.

% Soerjono Soekanto Dan Sri- Mamudji, Penelitien 'Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Depok:-Raja Grafindo'Persada, 2018);-him:.-20.
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pengertian -bahwa- konsepsi -atau pengertian : merupakan -dasar, -dari- penelitian,

sedangkan landasan/kerangka teoretis. sebagai uraiyan dari segala Sesuatu yang

terdapat 'pada teori sebagai-sistem aneka theore ‘maatau ajaran-(leerstelling).®
Pada penelitian;-ini., menggunakan: jenis:, penelitian. -normatif ; (normative

lawresearch) atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pokok kajiannya adalah
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hukum yang dikonsepkan ‘'sebagai norma atau Kaidah yang berlaku’dan sebagai

3
ﬁ"!

acuan perilaku setiap- orang.- Dimana-hahan-hukum penelitian ini berpusat pada
bahan hukum pustaka atau data sekunder, Data Sekunder dalam penelitian ini_ di
kumpulkan-dari sumber hukum' primer ‘dan sumber'hukum sekunder.

1.7:2. Pendekatan-Penelitian

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Dari: penelitian normatif.yang digunakan, maka pendekatan.yang di.lakukan
diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan
kasus.' Pendekatan- perundang-undangan dengan tujuan ' pokoknya ‘adalah untuk
mengidentifikasi-pengertian-pengertian.-pokok/dasar; dalam. hukum, dalam hal ini

dilakukan untuk meneliti pengaturan mengenai kewenangan penerbitan SK oleh
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kepala daerah; kewenangan PLT Bupati dalam memberhentikan-sementara kepala

o
i

desa, fungsi-dari pemerintahan dan penggunaan kebijakan diskresi:

Pendekatan konsep atau pendekatan kepustakaan digunakan untuk memahami

| REPOSITORY.UB,ACID |

berbagai' konsep-'mengenai  permaslahanyang- penulis' rangkai dalam' ‘rumusan

masalah, penulis: diatas, dengan: analisis yang: tersistematik- agar penulis dapat

memberikan _rincian-secara _jelas mengenai kewenangan PLT sebagai kepala
daerah ‘dalam~memberhentikansementara kepala desa.” Selain itu, pendekatan

konsep!1ini- bertujuan’ -untuk ' 'memberikan- dukungan yang ' singkron ' dengan

3 Soerjono ‘Soekanto 'Dan'Sri' Mamudiji, Ibid; him. 7.
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peraturan. perundang-undangan, yang:-akan-digunakan dalam-penelitian . ini-demi

memberikan kepastian terhadap perilaku hukum yang seharusnya dilakukan.
Pendekatan ‘kasus di’ tujukan untuk - mencari-relevansi ‘dasar ' yang ~akan

digunakan dan; kebenaran yang semestinya dari-penerbitan-SK No. 307 tertanggal

16 mei 2017 oleh PLT bupati Buton Tengah, untuk memberhentikan sementara
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kepala 'desa’ Tolandona' Matanaeo sebagai- terduga yang melakukan tindakan
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penyalagunaan wewenang:
Dari- 3. (tiga) pendekatan yang -dilakukan dalam tulisan. ini :adalah untuk
memberikan kebenaran ‘secara-terang dan sistematis terkait perbuatan PLT bupati

Buton Tengah dalam melakukan tindakan hukum untuk memberhentian sementara

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kepala; -desa. yang rdi. . aplikasikan :.dengan;: menerbitkan. .SK .. pemberhentian
sementara kepala desa Tolandona Matanaeo.
1.7.3. Bahan Penelitian ' Hukum
Dalam.-penelitian: pada umumnya; - terdapat. dua data yang-digunakan: yaitu,

Pertama, data primer (data dasar) yaitu data yang diperoleh dari tempat kejadian;
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Kedue, data ‘'sekunde atau'data’ yang diperoleh‘dari bahan-bahan ‘pustaka.*"-Pada

o
i

penelitian hukum-yang bersifat normatif.selalu:menitik beratkan pada sumber data

sekunder. Data.- sekunder pada penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan

| REPOSITORY.UB,ACID |

hukum 'primer, bahan’ hukum'sekunder dan bahan hukum'tertier.%® ‘Dari cakupan

bahan hukum yang bersumber dari data:sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1....Bahan hukum primer. yakni bahan-hukum yang mengikat° diantaranya;

a. Peraturan Dasar yaitu:

37 Soerjono Soekanto Dan'Sri' Mamudji, Ibid; him:-12!

38 Ronny, Hanitijo, Soemitro,; Metodoelogi Penelitian; Hukum, (Jakarta; Ghalia Indonesia; 1990),
hlm. 12.

39 Soerjono ‘Soekanto 'Dan'Sri' Mamudji, Op.cit.,-him. 12.
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1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
a) Ketetapan MPR RI'No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999
b., Peraturan-perundang-undangan yang:digunakan diantaranya:

1) Undang-Undang:
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a) Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

3
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yang: bersih, “bebas dari; Korupsi;» Kaolusi, dan Nepotisme : (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor .75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 3851).

b) Undang-Undang ‘Nomorl2 tahun’ 2011 tentang Pembentukan Peraturan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Perundang-Undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun.2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
¢) Undang-Undang-Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang.- Nomor-5 Tahun 1986  Tentang Peradilan: Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
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Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5079).

o
i

d) Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia’Nomor 5495).

| REPOSITORY.UB,ACID |

e) WUndang-Undang -Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten

Buton  Tengah_ Di . Sulawesi- Tenggara  (Lembaran . .Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor:5562),
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f) Undang-Undang-...Noemor 30.. Tahun - 2014 . . tentang Administrasi

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor-5601).
9)! Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
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Pemerintahan-Daerah“(Lembaran ‘Negara 'Republik-Indonesia Tahun-2015

3
ﬁ"!

Nomor: 58;; Tambahan Lembaran Negara 'Republik 'Indonesia’'Nomor
5679).
2) ‘Peratruran pemerintah:

a) Peraturan-Pemerintah-Nomor 49 tahun 2008, tentang perubahan ke tiga

| REPOSITORY.UB.AC.D |

atas . Peraturan . Pemerintah Nomor, .6: tahun; 2005, . tentang . Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan-Wakil
Kepala -Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2008 Nomor
92, Tambahan-L.embaran-Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
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Perubahan -Atas-Peraturan Pemerintah -Nomor'43- Tahun 2014 Tentang

o
i

Peraturan-Pelaksanaan. Undang-Undang, Nomor  6- Tahun. 2014, Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717).

| REPOSITORY.UB,ACID |

3)! Instruksi; Presiden dan Peraturan-Menteri;

a), Instruksi. Presiden Nomor 7 ‘Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (AKIP).
b) Peraturan- Menteri. Dalam Negeri:=“Nomor 113 Tahun: 2014 ' tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.
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¢)| Peraturan- Menteri. Dalam Negeri. /Nomor 74 Tahun. 2016 tentang - Cuti

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan-Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 'Wakil Walikota
d)! Peraturan- -Menteri,; Dalam Negeri- Nomor |20, Tahun- 2018 . tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.
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4)-Surat:
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a) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 'Nomor:: K.26-20/V;24-25/99,
Tanggal .. 10-Desember 2001 tentang. Tata Cara Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.

b) Surat’ Kepala Badan ‘Kepegawaian Negara Nomor: = K.:26-30/V.20-3/99,

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Tanggal ::.5 Februari. 2016, tentang .Kewenangan Pelaksana: Harian,Dan
Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian,

C.’ bahan thukum: warisan/bahan hukum  dari ' jaman' penjajahanyang' masih

digunakan*® yaitu diantaranya Kitab. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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2./ Bahan “hukum- sekunder-'yaitu bahan“hukum’ yang memberikan ‘penjelasan

o
i

tentang-bahan-hukum primer,** diantaranya diperoleh-dari buku: teks; jurnal,
pendapat para sarjana, bahan seminar/simposium_yang dilakukan oleh para

pakar terkait-dan-lain sebagainya.

| REPOSITORY.UB,ACID |

3./ Bahan hukum:tertier atau bahan -hukum:penunjang yaitu: bahan-hukum:-yang

memberikan_ petunjuk - atau. penjelasan. bermakna. terhadap. bahan hukum
primer dan sekunder, yang digunakan ‘sebagai bahan ‘acuan bidang hukum

atau bahan rujukan bidang hukum, maupun: penunjang (tertier) diluar bidang

40 Soerjono Soekanto Dan Sri.Mamudji, 1bid, him. 13.
#1 Soerjono 'Soekanto'Dan'Sri'Mamudji, Loc.cit.,-him.-13;
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hukum.*2 Diantranya kamus; ensiklopedia:hukum; indeks majalah-hukum dan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

lain-lain (bahan_rujukan bidang hukum), bidang sosiologi, ekonomi, ilmu
politik, filsafat (bahan rujukan diluar bidang hukum) dan-lain-lain.
1.7:4: Pengolahan-Dan:Analisis Bahan'Hukum

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini
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memusatkan perhatian pada data sekunder, sehinggaah pengolahan data ditempuh
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dengan: s menggunakan -penelitian kepustakaanserta studi. ‘dokumen  dengan
kerangka acuan. dari-pengertian dasar. dalam. .sistem hukum. -Untuk. itu terdapat
beberapa ‘tahapan - diantaranya:  setelah ' dilakukan ~Kajian' ‘mengenai* peraturan

perundang-undangan, - penggalian terhadap “asas-asas maupun -berbagai' konsep

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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hukum .yang dianggap -relevan.dengan .permasalahan yang. akan rditeliti, -serta

proposisi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
Sehinggah 'penulis ‘dapat’ menguraikan ‘dan 'menghubungkannya 'sedemikian

rupa, yang kemudian-akan. disajikan lebih sistimatis guna menjawab permasalahan

yang . telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara
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deduktif yakni menarik ‘kesimpulan dari suatu permasalahan-yang bersifat umum

o
i

terhadap permasalahan yang: konkret -yang- dihadapi,, terutama -yang- berkaitan
dengan pemberhentian sementara kepala desa Tolandona Matanaeo.

1:8. Sistematika-Penulisan

| REPOSITORY.UB,ACID |

Tesis ini<disusun /dengan- sistematika: yang terbagi' dalam:4- (empat) BAB.

Masing-masing bab terdiri atas sub-bab_guna lebih memperjelas ruang. lingkup
dan cakupan permasalahan yang diteliti.” Adapun urutan dan tata letak masing-

masing bab serta pokok pembahasannya yaitu sebagai berikut:

42 Soerjono 'Soekanto 'Dan'Sri'Mamudji, 1bid, him:34.
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Pada bagian-pertama BAB 1 “Pendahuluan’ berisi uraian: singkat mengenai

[ RePOSITORY.UB.ACID |

latar belakang diberikannya dan tujuan dari anggaran Dana Desa, pengawasan dan
pembinaan-desa; Serta “Uralyan-permasalahan.-Selanjutnya -ditetapkan ‘rumusan
masalah, yang: menentukan, arah; penelitian -danruang, lingkup- pembahasannya.

Serta yang terhakhir adalah’ penjelasan mengenai metode penelitian® yang
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digunakan oleh penulis.
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Oleh  karena :pendekatan: masalah «dilakukan secara yuridis ‘normatif; maka
dalam BAB 1l diuraikan perlunya memahami lingkup. birokrasi pemerintahan,
kewenangan pemerintah ‘daerah” dalam ‘otonomi- dareah, “hubungan pemerintah

daerah 'dan-pemerintah - desa; 'serta sistem’pemerintah 'desa:dan-anggaran:-dana

| REPOSITORY.UB.AC.D |

desa.; Disini. penulis mencoba, menguraikan.secara umum tentang.hubungan. antar
pemerintan  dan masyarakat’ serta fenomena - yang terjadi dalam sistem
pemerintahan ~daerah, 'dengan,’ pemahaman: bahwa' berbagai ' interaksi' terdapat
kontrol yang bertujuan. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam BAB 11, dibahas tentang sistem kepemerintahan yang baik dengana
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memahami-kewenangan dan-'penyelagunaan 'kewenangan. 'Kemudian -dijelaskan

o
i

pulah bagaimana; -sikap- tegas dari Seorang. kepala 'daerah- untuk-menegakkan
hukum dalam ruang.lingkup kewenangannya, namun demikian bahwa seorang

Pelaksana’ Tugas memiliki keterbatasan atau ‘pembatasan kewenang. “Untuk: itu

| REPOSITORY.UB,ACID |

perlunya kajian lebih: mendalam terkait kewenangan rPelaksana -Tugas. Uraiyan

sub-judul dalam BAB, 111 ini, penulis-akan membahas secara rinci dan hubungan
antara bahasan satu dan lainnya’ untuk mencapai’ jawaban terbaik dari rumusan

masala yang menjadi bahasan:
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Selanjudnya-yang - terakhir, dalam-BAB V- dikemukakan rangkuman - hasil

penelitian dan . analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik, kesimpulan
mengenai-bagaimana-seharusnya untuk- mencapai pelayanan terbaik pemerintah
daerah kabupaten Buton Tengah. Terlebih lagi,dalam tulisan ini; lebih berfokus

pada kewenangan Pelaksana Tugas Bupati, artinya bahwa penulis.berpendapat
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Jika Hukum Pidana dianggap sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), maka
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tidak ada -alasan - bagipemerintah ~danterkhusus ' ipemerintah: daerah untuk

memberikan ._pelayanan yang maksimal _dengan,  lebih memahami . kondisi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masyarakat.” Terlebih Tagi- ‘jikaada persoalan' yang dianggap belum" diatur,

sedangkan ‘masyarakat tidakmengetahui soalCitu. ‘Untuk:/itu’ bahwa “pemrintah

harus lebih fleksibel dalam menghadapi setiap persoalan.
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BAB ||
KAJIAN PUSTAKA
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2.1. Lingkungan Birokrasi Pemerintahan

2.1:1. Pengertian Lingkup Organisasi
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Organisasi:.sebagai . instrumen yang. dapat.menghasilkan . produk  ataupun
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layanan pada lingkungan sekitarnya, sehinggah terdapat bahan baku sebagai input
yang - disediakan- lingkungan: sebagai- ‘output, - kemudian “output tersebut ‘dapat
menjadi. input kembali. yang .menghasilkan. output . dan seterusnya begitu. sebagai

bagian dari organisasi memberikan pengaruh pada lingkungannya. Terkait dengan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

lingkungan, terdapatlingkungan eksternal ~dan’ internal “yang-menurut- Griffin
lingkungan.eksternal terdiri dari-dua bagian, yaitu:*

1. © Lingkungan umum (general environment), seperangkat dimensi.dan kekuatan
yang. berada . di rsekitar: organisasi- dan-dapat. menciptakan, konteks. dimana
organisasi: ' tersebut - beroperasi adalah “merupakan ‘lingkungan: umum- dari

sebuah organisasi, adanya dimensi-dimensi lingkungan eksternal diantaranya;
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a. Dimensi ekonomi, merupakan keseluruhan kesehatan dan vitalitas dari. sistem

o
i

ekonomi ~oraganisasi ‘' yang beroperasi, dimana ‘sektor ‘ekonomi  tersebut

mempengaruhi sektor lingkungan-lainnya;

| REPOSITORY.UB,ACID |

b.. Dimensi.teknologi, merupakan dimensi.yang mengacu.pada metode-metode

yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk ataupunjasa.

Dimana I lingkungan “ini-:memiliki-dan- akan’ memberikan output 'yang ‘di

inginkan serta pengetahuan ke berbagai, organisasi;**

43 Griffin,~2013 -dalam .,Amy Y-S, .Sri Rahayu, \ishnu-Juwono, BiroKrasi-dan Governance:
Teori, Konsep, dan Aplikasinya (Depok: RajaGrafindo. Persada, 2019), him. 90-92.
# cunliffe, 2013 dalam ' Amy Y-S, Sri Rahayu;, Vishnu-Juwono, Loc:cit:, him: 90-92.
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c¢., Dimensi-sosial budaya, -yaitu mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

karateristik demografi mayarakat, adanya dimensi ini untuk dapat mengetahui
preferensi-perubahan 'masyarakat setiap waktu;
d., Dimensi-politik hukum, merupakan-dimensi,yang mengacu kepada konstitusi,

undang-undang, dan legal practices yang.berlaku serta dapat mempengaruhi
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aktifitas hubungan umum-‘dan pemerintah di tempat organisasi-beraktifitas.
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2. Lingkungan :tugas: (task-environment), -adalah lingkungan -yangterdiri: dari
organisasi atau kelompok eksternal tertentu yang mempengaruhi.organisasi.
Ada’ ‘lingkungan  organisasi swasta “yang ‘mempengaruhi - sektor bisnis,

lingkungan organisasi kementrian-dalam-pemerintahan-yang memiliki sasaran

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kebijakan . atau target. .group sebagai - lingkup rtugas . tersendiri, lingkungan

orgsnisasi masyarakat sebagai sasaran tugas bagi kepala pemerintahan.

Selanjudnya, “elemen-elemen yang berada /di-’ 'dalam batasan ~organisasi
merupakan -lingkungan -internal -birokrasi. -Karyawan; -manajemen, dan, terutama

budaya organisasi merupakan bagiannya,*® dimana budaya organisasi  tidak
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terbatas ''pada perilaku “kariyawan, namun'-juga dilihat’ kemampuan “organisasi

o
i

beradaptasi- dengan lingkungan; eksternalnya., Bateman,. menyebutkan  bahwa
budaya organisasi adalah seperangkat asumsi penting mengenai organisasi beserta

praktik dan tujuan bersama yang dimiliki‘oleh anggota organisasi.*®

| REPOSITORY.UB,ACID |

Meskipun: budaya -organisasi cukup:sulit:didefinisikan, namun:dari-;cara

berperilaku ataupun interaksi antar individu dengan pelanggan dalam_organisasi
swasta ‘dan-masyarakat ‘cukuplah mudah di identifikasi.*” Terlepas dari visi dan

misi dari organisasi, ada yang namanya nilai-inti' (caore values) organisasi sebagai

45 Amy: Y. S. Sri- Rahayu; Vishnu Juwono  1bid;,him; 92.
4 Betaman (2015) dalam Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Loc.cit,, him.92.
47 Amy Y'S. Sri-Rahayu, Vishnu' Juwono, Loc.cit.;-him. 92,
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prinsip -dasar- yang -tidak  bisa dikompromikan  dalam.-menjalankan, . aktivitas

[ RePOSITORY.UB.ACID |

organisasi, dimana nilai tersebut merupakan dasar dari pengambilan keputusan.*®
2.1.2. Kompleksitas Lingkungan-Dan Pengaruhnya Terhadap Birokrasi
Adanya Perubahan: kekuatan pada-ligkungan dapat menyebabkan. ketidak-

pastian dan Kkesulitan terhadap organisasi. Terdapat,dua asumsi mengenai Kaitan
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organisasi’ dengan lingkungan, asumsi- ini sebagai’ dorongan perlunya memahami
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lingkungan:*® -Pertama, bahwa ~organisasi harus 'memahami: ‘lingkungan ' untuk
menerapkan _perubahan. ataupun memperbaiki . kinerja; = Kedua, -untuk. . dapat
memperbaiki ~“kesulitan, "kendali, dan ‘memastikan ' peningkatan kerja ‘maka

organisasi perlu' mengetahui tren lingkungan:
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Karateristik - masalah. . yang. ditimbulkan: lingkungan, .terkadang.. membuat
persoalan sulit untuk diprediksi ataupun sulit-dikelola, sehinggah masalah-
masalah ' tersebut “menuntut”'pemerintah. ‘untuk’ dapat'‘mencari- solusi’'dengan
pendekatan-terpadu, radaptif,, kontinyu. dan-bukan ;sekedar solusi transaksional.

Ada beberapa pendekatan untuk memahami masalah dalam. lingkungan ‘sektor
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publik, diantaranya dengan membedakan masalah subtantif masalah politik.

o
i

Subtantif -berarti-rumitnya tingkat teknis dan. konten, dalam sebuah masalah;
kemudian kompleksitas politik yang melibatkan , berbagal . kepentingan: yang

bersaing, ‘membuat masalah~semakin"'sulit -penyelesaiannya’ dan’ semakin “kecil
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kemungkinan solusi yang efektif dicapai.® Kebijakan dari sistem yang kuat dan

adaptif _merupakan jawaban dari penyelesaian suatu. persoalan -yang Sedang
dihadapi, " nilai “dari" efektivitas Kkeputusan -yang dibuat bergantung “pada

pemahaman: konteks 'dari'masalah tersebut., Maka; organisasi: sektor publik harus

48 Amy: Y.S. Sri- Rahayu, Vishnu Juwono; Loc.cit,-hlm,,92.
9 Davila dan Elvira (2012) dalam Amy Y.S. Sri Rahayu, 1bid, him. 95.
%0 Amy Y'S. Sri-Rahayu, Vishnu' Juwono, Ibid; him. 98.
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dapat menyeimbangkan nilai-nilai campuran rantara karateristik - yang, mewakili
kekuatan dari birokrasi dan praktik organisasi yang inovatif.>
2.1.3. Pengaruh Lingkungan Politik Dan Netralitas Birokrasi
Sektor politik merupakan, aspek yang, seringkali memiliki keterkaitan dengan

sektor-sektor lainnya, terutama dalam lingkungan organisasi pemerintahan.
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Terdapat tiga tujuan ‘spesifik-dalam anjuran-sedikit campur tangan politik dalam
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penyelenggaraan:; administrator - publik: -yaitu: (1) meminimalkan- ridentifikasi
administrator.terhadap. . posisi _atau - jabatan. politik; . (2).. untuk ~menghindari
pelemahan kekuatan politik pejabat terpilih-dengan adanya sedikit persaingan; (3)

untuk menjaga agar ‘lingkungan: politik: yang ‘kasar’ ‘berantakan’ ‘menjauh dan
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dapat tercipta keputusan administratif yang rasional, bukan atas tawar-menawar.>2

Adanya pendapat, bahwa’ motif politik- menjadi dorongan” dari terciptanya
berbagai ' 'kebijakan yang'menguntungkan ‘sebagian’ ‘golongan.’ Hal "ini' sejalan
dengan,yang- dikatakan. . Vigoda-Gadot, - bahwa. . lingkungan. : politik - membatasi

fleksibilitas dan kemampuan ‘profesional organisasi. publik untuk menanggapi
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tuntutan' masyarakat ‘dengan tepat.>® Untuk’ itu bisa saja lingkungan-politik ‘lebih

o
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bertanggungjawab atas berbagai perubahan kebijakan dengan-respon negatif.

Riggs, menggambarkan “bahwa. hubungan  birokrasi dengan kestabilan
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lingkungan politik akan‘memberikan rasa-aman-yang-cukup untuk-memungkinkan

birokrat: untuk ' fokus: :-memusatkan -usaha-usahanya dalam ' mencapai  tujuan

organisasi  yang biasanya mencakup-fungsi politik dan, administrasi.>* Hal ini

dapat - dilihat “dari” kekuatan hukum “danpolitik yang tidak tumpang tindih.

5L Amy YS! Sri Rahayu, Vishnu! Juwono, tbid,’hlm. 101.

52 Demir dan.Nyhan (2008 ) dalam Amy Y:S, Sri,Rahayu, Vishnu Juweno;, lbid;: him.. 102,
%3 Vigoda-Gadot (2016) dalam Amy Y.S. Sri Rahayu, Ibid, him..102-103.

% Riggs'(2009) dalam-Amy Y.S! Sri' Rahayu, Vishnu Juwone, Ibid,-hIm.103:
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Sehinggah .. dalam ~pengelolaan administrasi - - dibutuhkan - profesionalisme,
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transparan, dan akuntabilitas yang . kualitasnya dapat menciptakan budaya
administrasr yang didasarkan-pada seperangkat nilai, norma, dan-peraturan.
Terdapat pendapat bahwa netralitas adalah sebagai sikap-yang: netral terhadap

Isu-isu._kebijakan yang dapat memecah belah masyarakat ataupun netral secara
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politik ‘'untuk tidak® bertindak sendiri sebagai ‘kekuatan' politik.~Selain itu. Stout,

3
ﬁ"!

juga menyebutkan-istilah neutral competence atau kompetensi netral dimana: kata
kompetensi ini mengacu pada kemampuan melakukan tugas dengan baik.>
Tentang kompetensi netral yaitu mengacu pada kemampuan administraif

untuk melakukan-tugas dengan baik, dengan-asumsi bahwa tugas itu sendiri-telah
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dipilih oleh politisi-melalui prosedur konstitusional. Mengenai:kompentensi: netral
tersebut mengacu pada” kompentensi ~‘perilaku -pemerintah dalam melakukan
pekerjaan' sesuai-‘dengan''keahlian, standar-objektif yang- jelas ‘dan bukan atas
keinginan pribadi maupun kelompok (seperti-partai) atau kesetiaan lainnya.®

2.14. Masyarakat Dan Birokrasi
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Dalam-administrasi-publik; ada duatren-yang nyata yang muncul'belakangan

o
i

ini. Pertama; telah: terjadi. pertumbuhan. yang ‘besar| dalam: hal: ukuran-organisasi
administrasi publik serta perluasan terhadap kekuatan yang dimiliki dan aktivitas-

aktifitasnya; Kedua, 'dari’ ‘perkembangan - terhadap ' pendidikan ' masyarakat,
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kebangkitan politik, -dansosial: menyebabkan terjadinya ;peningkatan :harapan

masyarakat terhadap pemerintah.>’
Dengan kondisi ‘birokrasi yang terbelenggu oleh peraturan-dapat membatasi

kemampuan berbuat dengan kepekaan: untuk: melayani, akhirnya, -hal yang cukup

55 Stout.(2013) dalamiAmy. Y S:.Sri-Rahayu,-VishnuJuwono, Ibid; hlm.; 105:
%6 Demir dan Nyhan (2008) dalam Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Ibid, hlm.105.
5" Amy Y'S. Sri-Rahayu, Vishnu' Juwono, Ibid; him. 108.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
i




33

[ RePOSITORY.UB.ACID |

mudah untuk- diselesaikan. menjadi berlarut-larut,dalam, kondisi yang dibuat-buat.
Setiap. masyarakat —memiliki ~hak . dan kewajiban serta, kebebasan dan
tanggungjawab' ‘dalam’ suatu- kondisi dalam ‘lingkungannya, ‘hal ini~kemudian
pengaruh terhadap-kegiatan pemerintahan-atau kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut Chakrabarty dan_ Chand, ada beberapa cara masyarakat untuk
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berinteraksi-dengan pemerintah dalam kehidupan'sehari-hari,*® diantaranya:
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1./ Klien::pada ‘bentukini, terdapat-interaksi-masyarakat 'yang -berusaha untuk
mendapatkan pelayanan atau manfaat pelayanan dari pemerintah;
2. - Regulatee: masyarakat berinteraksi dengan berbagal instansi pemerintahan;

3./ Penggugat: ~settap - interaksi yang© - dianggap ' masalah,- publik' “akan
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membawanya ke pengadilan untuk melawan tindakan lembaga: negara. atau
pemerintah yang dianggap ‘tidak adil” atau dianggap masalah tersebut;

4. Partisipan:' bentuk- partisipan masyarakat ' langsung ' dalam “pengambilan
keputusan. di-lembaga negara dengan tingkat keterlibatan.yang berbeda-beda;

5. 7 Cutting-edge encounters: masyarakat = mendekati lembaga. yang - lebih
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bertanggungjawab untuk-menyediakan layanan dan fasilitas dalam-kebutuhan

o
i

mereka-sehari-hari;

6. ~ Pengunjuk.rasa: interaksi yang dilakukan dengan instansi pemerintah terkait
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kebijakanyang dianggap tidak adil dan-ditentang-dengan-aksi unjuk rasa.

Dari 'setiap :interaksi yang:-ada masyarakat pun membentuk opini.'mereka

tentang.pemerintah. -Thomas, memberikan pendapat bahwa -peran-yang paling
menonjol ‘dari- masyarakat ada tiga, yaitu sebagai warga negara, konsumen -dan

mitra_kerja:>®Dari tiga-peran tersebut :antara 'masyarakat-dan 'pemerintah saling

%8 Chakrabarty dan Chand (2012)‘dalam Amy'Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono,. Ibid, him.111.
9 Thomas (2013) dalam-Amy Y..S:-Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Ibid,-hlm: 112
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melengkapi, karena dalam kondisi tertentu pemerintah-membutuhkan masyarakat
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yang memiliki lebih dari satu peran untuk menjadi-mitra kerja.
2.2. Kepemerinahan Yang Baik (Good Governance)
2.2.11 Asas Dan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Good governance adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai dan
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bersifat ‘'mengatur- publik’ untuk mencapar hal ' yang ‘telah ‘disepakati dalam
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berbangsa dan: bernegara.®®| Administrasi-Pemerintahan, adalah tata laksana dalam
pengambilan__keputusan = dan/atau -tindakan  oleh, badan ., dan/atau . pejabat
pemerintahan.®* Adanya' kewenangan dalam-satu-struktur Kketata-negaraanbukan

tidak mungkin 'suatu batasan: yang telah ditentukan, terkadang masihdilanggar
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karena alasan.tertentu.. Untuk. itu adanya Asas-Asas; Umum.Pemarintahan.yang

Baik (AAUPB) merupakan fungsi kontrol dari setiap kebijakan pemerintah yang

harus.dipatuhi-sebagaimana’halnya suatu norma ataupun'aturan hukum.
Berdasarkan- Pasal 58 UU, No. 9 Tahun:2015: tentang -Pemerintah . Daerah,

penyelenggara pemerintahan daerah berpedoman pada asas yang diantaranya:
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kepastian ‘hukum; tertib-penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan;

o
i

proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.
untuk itu. good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” koordinasi

yang baik dan-integritas, professional, etos kerja 'dan‘moral yang tinggi, sehinggah
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terselenggaranya ,good ‘governance adalah prasyarat jutama:- untuk -mewujudkan

aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan, cita-cita;bangsa dan negara.?

80 Sadjijono,  Seri Hukum' Kepolisian, Polri dan Good Governance (Surabaya: Laksbang
Mediatama, 2008), him. 236.

61 | ihat Pasal-1:Undang-Undang Nemor 30.Tahun.2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

%2 Sudarmayanti dalam Safri- Nugraha, Hukum Administrasi. Negara, (Depok: Universitas
Indonesia, 2007);"him.258.
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Munculnya: konsep-.good .governance-menjadi paradikma yang tidak dapat
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dilepas dari adanya konsep governance yang mengandung arti Kinerja yang efektif
yang -terkait “dengan ' ‘management “publik ‘dan’ korupsi.®' Untuk ~mencapai
kepemerintahan: (governance) dengan’ baik; -maka, pelibatan -unsur-unsur. sebagali

stakeholder tidak terbatas pada pemerintah atau negara saja.®* Beberapa unsur

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

didalam 'maupun diluar struktur pemerintahan yang terlibat- merupakan sinergisitas
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untuk mempengaruhi-pembuatan keputusan sebagai bentuk nyata:transparansi.
Dari- segikepentingan, good governance dapat, dimaknai_sebagai Cita-Cita
(idee) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi.®’ Cita-cita (idee) ini merupakan

suatu_harapan:bahwa: penyelenggaraan-kepemerintahan bersih' dan terbebas: dari
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berbagai penyimpangan yang dapat merugikan:negara: Sedangkan. dikatakan suatu
keadaan atau kondisi, bila -dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan -sesuai
asas dan konsep good governance.®

Pemerintahan - (governance) pada: dasarnya. bisa jbaik-atau -buruk, - dikatakan

baik 'manakala tujuan bersama dijalankan, memperhatikan proses pembuatan
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keputusan, menjalankan fungsi'dan kekuasaan sebagaimana mestinya ‘dan teratur.

o
i

Dikatakan  buruk- apabila hal. yang dijalankan- sebaliknya atau,dapat dikatakan
bahwa kekuasaan di jalankan secara sewenang-wenang.

Dengan ' demikian- terdapat pemahaman, bahwa' -pada“ dasarnya “good

| REPOSITORY.UB,ACID |

governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertip,

tanpa cacat dan. berwibawa, oleh karena itu tindak lanjut untuk mewujutkannya

adalah dengan mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan

8 Sadjijono, Seri: Hukum Kepolisian Polri. Dan Good Gevernance, Opcit!, him 231.
%4 Sadjijono, dbid;, -hIm:233.

8 Sadjijono, Ihid, him 235.

% Sadjijono, Loc.cit., hlm. 235.
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yang baik, yang -di gunakan -sabagai -hukum - tidak tertulis-, dengan . melalui
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pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum.5’
2.2.2. Karakteristik-Dan Ciri‘Dari Good Governance
Mengenai karakteristik dari pemerintahan yang baik (good governance), yang

dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yaitu meliputi:®®
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1. ' Partisipasi (Participation)
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Hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara. dalam mengambil
bagian-dari ‘proses-bernegara, berpemerintahan- serta 'bermasyarakat, “tidak
terbatas pada -tahapan  implementasi; namun: secara menyeluruh- mulai- dari
tahapan penyusunan kebijakan, sampai pada tahapan evaluasiya;

2. ' Penegakan Hukum (Rule Of Law)

Good governance di laksanankan dalam rangka demokratisasi kehidupan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

berbangsa’ dan-bernegara. Penegakan-hukum yang adil merupakan-salah satu
syarat berdemokrasi: Sehingga membangun sistam hukum' yang sehat secara
menyeluruh dan-sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (Human

Ware) merupakan langka awal penciptaan Good Governance;
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Transparansi (Transparancy)

Karakteristik- Good ‘governance ‘adalah keterbukaan yang ‘mencakup semua

aspek  aktifitas ~yang. ' menyangkut ~kepentingan: publik ' terutama ' adanya
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semangat zaman;serba terbuka serta adanya revolusi informasi;

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Responsiveness sebagai Kosenkuensi logis. dari, keterbukaan, -menghendaki
adanya daya‘tanggap terhadap keinginan ' maupun keluhan setiap Stakeholders

sebagai’proses pembangunan Good Governance;

67 Brugginkterjemahan B. Arief Sidharta; Referensi: Tenteng Hukum;. (Bandung; 1996).-dalam
Sadjijono, Ibid, him 241.
88 Sadu Wasistiono-dalam Sadjijono, 1bid, him.'243'-245.
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5., Consensus;:Orientation
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Good' ‘Governance; 'sebagai’ perantara “antar., kepentingan ~untuk - mendapat
pilihan terbaik bagi kepentingan yang. lebih luas dalam semua aspek;

6. Keadilan (Equity)

Memperoleh kesejahteraan. merupakan. hak. dan: kesempatan, yang.sama. bagi
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setiap warga negara;

7./ Effectiveness and efficiency
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Penggunaan sumber yang tersedia sebaik mungkin merupakan proses dari
hasil yang telah digariskan;

8.-. . Akuntabilitas (4ccountability)
Akuntabilitas bergantung pada seluruh elemen bangsa yang bertangungjawab

| REPOSITORY.UB.AC.D |

untuk kepentingan.internal atau eksternal organisasi;.dan

9. - visi Strategis (Strategigic Vision)

Good governance dan pengembangan. manusia yang luas serta jauh kedepan
merupakan perspektif yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan plublik,

hal ini merupakan hal yang diperlukan‘untuk pembangunan semacam‘ini.
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Berkaitan dengan karakteristik dan.indikator pemerintahan yang baik (Good

o
¢

Governance). Secara khusus ada asas larangan bertindak sewenang-wenang yang
juga dimaknai' 'sebagai ‘asas ‘specialitiet beginsel \atal 'asas’ spesialitas,®®’dimana

pada setiap-kewenangan. terdapat tujuan. tertentu yang-dalam-hukum:administrasi
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dikenal dengan.ketajaman arah atau tujuan (zuiverheid van oogmerk).

Ketika wewenang dijalankan tidak- sesuai-atau bertentangan-dengan tujuan,

maka | akan: terjadi ~penyalagunaan - wewenang - (detournement. de::pouvior).
Sehinggah asas specialiteit = beginsel = menjadi landasan  dari - kewenangan

pemerintahdalam bertindak, dalam sudut pandang-hukum -administrasi' disebut

8 Sadjijono, Op.cit:, him:251.
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sebagai- suatu- rangkaian. peraturan yang, berkaitan dengan-kepentingan. umum

tertentu. Terkait ciri-Ciri good governance disebutkan oleh Wibisono yaitu:”

1. / Pengelolaan-berbagai’ sumber daya ‘alam 'oleh’ negara 'akan diperhatikan
kualitasnya' sebagai, faktor-esensial.,-Akan rada perbandingan antara -hasil

sumber daya alam dengan kesejahteraan warga negaranya.
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2. 7 Integritas-politisi, penegak hukum, dan-elite intelektual menjadi-ukuran untuk
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melihat: apakah 'sistem ' pemerintahan good, bad ratau rugly: -Karena profesi
tersebut merupakan tolak banding-(benchkmark) model integritas.
3. 7 Pluralisme pada sistem politik dan adanya pihak oposisi yang efektif memberi

gambaran:bahwa individu tidak terkooktasi dalam: sistem monoloyalitas dan
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untuk memajukan program yang lebih baik bagi pemanfaatan seluruh bangsa.
4. - Media masa yang independen merupakan cerminan dari kemerdekaan dasar.

Independensi — ini” “diartikan  kedalam; ' ‘independensi- ' 'dari "~ kepentingan

pemerintah yang berkuasa, pihak yang beroposisi, dan kepentingan pribadi.

5. * Independensi lembaga peradilan harus dimiliki dengan kewenangan penuh
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agar dapat menjangkau seluruh warga negara tanpa kecuali dan diskriminasi.

o
i

6./ Proses pelayanan publik-yang efisien-dengan standar. profesionalisme yang

tinggi dan menjunjung tinggi integritas akan menjadi tolak ukur pemerintah.
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7.7 Aturan-anti“korupsi ‘'yang jelas dan ‘tegas merupakan -upaya-mengungkap

kekayaan-pejabat pemegang kekuasaan-dan pengambilan:keputusan; aturan

ini diterapkan untuk seluruh badan-badan pelayanan.
Good Governance ‘akan“terwujud dan-efektif bila ada kordinasi yangbaik,

profesional-dan moral yang tinggi, serta fungsi pengawasan yang ketat:

0 Wibisono dalam Sadjijono, Ibid, hlm. 252-- 254.
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2.2.3: Good Governance Di.Indonesia:Dan. Maladministrasi
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Organisasi.. pemerintah sering .disebut  sebagai ‘“‘Pelayanan —Masyarakat”
(Public''Serfant).’ Karena' aktifitas pemerintah ‘untuk ‘menjalankan ‘kekuasaan
pemerintah-dan sebagai lembaga aktif, memiliki- tugas, pokok: terpenting -yaitu

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, sebagal -bagian dari
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pemerintahan -~ yang baik '“(good 'governance). -Adanya“ anggapan ' bahwa
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penyelenggara pemerintahan-yang terbebas-dari:korupsi; kolusi-dan :nepotisme
maka penyelenggara-pemerintahan tersebut telah baik, sebenarnya-tidak; sebap
permasalahan tersebut hanya sebahagian-dari permasalahan yang ada dan ‘harus

dibenahi di‘lndonesia.’?
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Dalam_amanat Ketetapan, MPR RI _No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun
1999 telah dirumuskan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (the general
principle of organization state). Untuk itu melalui'Instruksi Presiden-No. 7' Tahun
1999 tentang- :Akuntabilitas-. Kinerja> Instansi- Pemerintahan : (AKIR), .terdapat

dorongan untuk terciptanya“ akuntabilitas pemerintahan sebagai prasyarat
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terciptanya pemerintahan yang terpercaya, dengan sasaran:
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1. Menjadikan -instansi .pemerintah. yang- akuntable, untuk ' beroperasi ' secara

efektif, efisien, dan responsiv terhadap aspirasi dalam lingkungannya;

| REPOSITORY.UB,ACID |

2. Terwujudnya transparansi instansi-pemerintah;

3. Terwujudnya: partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.”
Dengan demikian dibutuhkan pengawasan(control) yang efektif terhadap

penyelenggara pemerintah. baik ‘secara ‘internal_maupun eksternal, sebagai upaya

"1 Sadu, Wasistione dalam Sadjijono, Loc-cit.,-him. 260,
"2 Sadjijono, 1bid, him 262.
73 Sadjijono, 1bid, him. 268.
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pencegah. tindakan maladministrasi (maladministration) . dari ;administrasi -yang

[ RePOSITORY.UB.ACID |

berakibat menimbulkan kerugian dan ketidak adilan terhadap masyarakat.
Secara teori‘pemerintah atau administrasi negara sebagar subyek hukum dan
sebagai pendukung hak-hak dan-kewajiban-kewajiban (drager van the rechten en

plicten) melakukan berbagai tindakan, baik . tindakan nyata . maupun tindakan
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hukum (rechtshandelingen).” Dalam hukum:administrasi dikenal-istilah tindakan
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hukum radministrasi (administratieve rechtshandeling). H.J: Romeicnh mengatakan
bahwa, tindakan.administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang. muncul dari
organ- administrasi” dalam" keadaan kuhusus, dimaksudkan untuk menimbulkan

akibat hukum:"> Akibat hukum tersebut seperti penciptaan-hubungan hukum:baru,

| REPOSITORY.UB.AC.D |

perubahan atau pengakhiran hubungan-hukum: yang ada,

Jika kewenagan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum administrasi,
tidakdijalankan ‘berdasarkan-kaidah ‘atau norma dan’ hukum-yang berlaku, akan
terjadi penyimpangan; penyalagunaan-wewenang-(Detournement .de puvoir), atau

maladministrasi, yaitu suatu tindakan atau perilaku, administrasi yang dilakukan
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pejabat’ publik 'terkait ‘proses' pemberian- pelayanan-terdapat ‘atau ‘menimbulkan

o
i

kerugian dan ketidak-adilan bagi masyarakat-
Menurut _“klasifikasi .crossman”, tindakan  maladministrasi.diantaranya:

berprasangka, “kelalayan, kurang peduli, “keterlambatan, bukan - wewenangnya,

| REPOSITORY.UB,ACID |

tindakan tidak  'layak; r jahat, kejam, -dan:semena-mena.’®; Komisi- ombudsman

nasional juga._memberikan indikator tentang bentuk-bentuk malad-ministration,

diantaranya: melakukan ‘tindakan yang janggal  (inappropriate), “menyimpang

7 Sadjijono, Ihid; him:271.

5 HiJ, Romeicn dalam:Sadjijone; Ibid, him. 272

6 Cabinet office, “the ombutsman in_your files” (rev 1997) dalam anton sujoto dalam
Sadjijono, bid, him: 275,
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(deviate), , sewenang-wenang, . (arbitrary), -melanggar . ketentuan (irregular . /

[ RePOSITORY.UB.ACID |

illegitimate), penyalagunaan wewenang (abuse of power) atau keterlambatan yang
tidak perlu (Undue delay) danpelanggaran kepatutan (equity).”
Tindakan-  maladministrasi-; sangat - bertentangan . dengan - konsep: -good

governance, untuk itu merujuk pada.Sjachran Basah bahwa “...Tindakan yang
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diambil atas persoalan yang dihadapi harus-dipertanggung-jawabkan-secara moral
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kepada Tuhan-Yang Maha Esa (TAP MPR No. l/'MPR/ 1978) dan kepada hukum
(Pasal | 27 ayat. (1) UUD 1945) sebagai tolak ukur dalam:menentukan. batas
toleransi atas tindakan-tindakan yang diambil administrasi negara...”.”8

Terwujudnya pemerintahan-yang-baik, bergantung pada proses: pencegahan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

yang 1 -dilakukan, karena . . maladministrasi. ., (maladministration)..  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi secara internal maupun eksternal.
2.3. Kewenangan Kepala Daerah Dalam'Otonomi Daerah
2.3.1 Kedudukan Bupati Sebagai Kepala Daerah

Sebagai kepala  eksekutif dalam  struktur kekuasaan, dalam konteks
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kepemereintahan - daerah ‘akan’ dipimpin ‘oleh ‘Gubernur’ ditingkat ‘Provinst dan

o
¢

Bupati/Walikota ~ditingkat, Kabupaten/Kota- dengan 'batasan kewenangan ~yang

ditentukan oleh undang-undang. UU, No. 9. Tahun, 2015 Tentang Pemerintah

| REPOSITORY.UB,ACID |

Daerah, 'merupakan “aturan’ terbaru yang -menyebutkan' bahwa seorang Bupati

adalah rsebutan kepaladaerah -ditingkat ckabupaten ryang: terpilih- berdasarkan

mekanisme pemilihan,umum:
1. 7 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 ‘Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur,: Bupati, dan Walikota:

7 Komisi Ombudsman Nasional dalam Sadjijono, Ibid, him. 277.
78 Sjachran Basah'dalam Sadjijono,-Ibid, him. 280.
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“Pemilihan: -gubernur,; bupati, ~dan - walikota |yang - selanjutnya . disebut
Pemilihan. ;1 adalah-.. pelaksanaan . kedaulatan, | rakyat.. di - provinsi - .dan
kabupaten/kota ~untuk: memilih:.gubernur, - bupati, - dan; walikota. . secara
demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. ”

[

2.~ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:

“Pemilihan: Gubernur .dan, Wakil:Gubernur, Bupati. dan Wakil -Bupati, -serta
Walikota -dan-Wakil, Waliketa yang- selanjutnya -disebut :Pemilihan  adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di:wilayah provinsi. dan kabupaten/kota untuk
memilih .Gubernur -dan . Wakil Gubernur, Bupati, dan- Wakil Bupati, -serta
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. ™
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2.3.2. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan Bupati
Tujuan: 'dari’ “pelaksanaan’-otonomi  ‘daerah, dalam urusan ‘pemerintahan

“konkuren” menghendaki, adanya salah satuprinsip -yaitu-prinsip-kepentingan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

strategis nasional, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-
undang pemerintah-daerah. Dimana dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

“vang dimaksud- dengan . “prinsip- kepentingan | strategis: nasional’’ dalam
ketentuan-ini, adalah, penyelenggara- suatu-Urusan Pemerintahan ditentukan
berdasarkan pertimbangan -dalam. rangka-menjaga keutuhan dan, kesatuan
bangsa, menjaga: kedaulatan Negara,- implementasi. hubungan:luar  negeri,
pencapaian: program strategis nasional.dan. pertimbangan. lain: yang: diatur
dalam ketentuan;peraturan perundang-undangan. ”

Kemudian didalam UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23
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tahun-2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 65 ayat (2) huruf e disebutkan
bahwa salah Satutugas'kepala:daerah “melaksanakan wewenang lain berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan ”,.Secara umum,.Bupati memiliki tugas

untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di . tingkat kabupaten

| REPOSITORY.UB,ACID |

berdasarkan Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan:

a.; memimpin, pelaksanaan Urusan -Pemerintahan yang -menjadi-kewenangan
Daerah i+ berdasarkan-, ketentuan-, peraturan | perundang-undaengan-, dan
kebijakan-yang ditetapkan bersama DPRD;

b.;memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
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C. | menyusun- -dan--mengajukan >rancangan-  Perda. tentang 'RPJPD-. dan
rancangan Perda tentang RPIMD. kepada DPRD, untuk-dibahas, bersama
DPRD, serta menyusun. dan menetapkan RKPD;

d.: menyusun.dan, mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda .. tentang. .. perubahan -APBD,. ;dan | rancangan.. Perda . tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. kepada DPRD. untuk dibahas
bersama;

e. . mewakili Daerahnya di dalam dan. di’ luar  pengadilan;, dan  dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesual - dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan (f) melaksanakan tugas_lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

[
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Dalam menjalankan "tugasnya kepala daerah 'memiliki kewenangan “yang
diatur dalam Pasal 65 ayat'(2); dimana-disebutkan:

“(a): mengajukan . rancangan Perda;. (b). menetapkan. Perda: yang: .telah
mendapat. : persetujuan .bersama, DPRD; . (c): menetapkan. Perkada. . .dan
keputusan. kepala daerah; .(d) mengambil tindakan. tertentu dalam, keadaan
mendesak. yang :sangat dibutuhkan oleh .Daerah.dan/atau. masyarakat; (e)
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan. ”’

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kemudian di Pasal 67 secara garis besar menyebutkan kewajiban ‘bupati

adalah "'segalah ~ urusan W kepemerintahan’ “dijalankan ' berdasarkan “'peraturan
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perundang-undangan:-yang : berlandaskan- Pancasila dan UUD -NRI: 1945, -serta

4
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membangun kKehidupan demokrasi dan menjaga etika serta norma-norma yang ada
selama’ pelaksanaan tugas'kepemerintahan-di ‘daerah.’ Mengenai farangan bupati
yaitu diatur-dalam pasal Pasal 76 yang-menyebutkan:

a.._membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,
keluarga, kroni, golongan tertentu, . atau, kelompok politiknya: yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan. meresahkan
sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau
golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. menjadi pengurus ‘suatu” perusahaan, baik milik swasta” maupun “milik
negaraldaerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;

| REPOSITORY.UB,ACID |
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d.  menyalahgunakan wewenang yang -menguntungkan diri-sendiri dan/atau
merugikan Daerah yang dipimpin;

e.  melakukan karupsi, kolusi, dan nepotisme serta: menerima uang, barang,
danlatau - jasa -dari. pihak lain - yang mempengaruhi . keputusan - atau
tindakan yang akan dilakukan;

f. \menjadi advokat. atau. kuasa hukum dalam suatu, perkara di pengadilan
selain sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;

g.. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

h..merangkap = jabatan _sebagai, pejabat negara lainnya sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. . melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri;-dan

J. - meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-
turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (Satu) bulan tanpa -izin
Menteri._untuk gubernur dan_wakil gubernur, serta tanpa izin gubernur
untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

[
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2.3.3. Pejabat Pelaksana Tugas Bupati

;
|
|
|
|
|
|
i
|
{

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pejabat:pelaksana Tugas (PLT) Bupati; ‘yaitu seorang-yang:ditugaskan untuk
memimpin_jalannya -kepemerintahan-sementara waktu sebelum adanya pejabat
bupati’ definitif. ‘Berdasarkan Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi'Pemerintahan, Pasal 14 ayat (1) -dan/ (2) disebutkan bahwa:

“(1) Badan.dan/atau.Pejabat Pemerintahan memperoleh.Mandat apabila: (a)
ditugaskan: oleh Badan dan/atau-Pejabat. Pemerintahan.di atasnya;. dan (b)
Merupakan. pelaksanaan tugas rutin; (2) .Pejabat yang melaksanakan tugas
rutin sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri atas: (a) pelaksana
harian _yang melaksanakan tugas rutin = dari . pejabat _definitif  yang
berhalangan sementara; dan (b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas
rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. ™
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Adanya 'kewenangan yang -dimiliki PLT “tidak 'sama dengan kewenangan

| REPOSITORY.UB,ACID |

yang: dimiliki- kepala-daerah-definitif; . Batas: kewenangan - tersebut: berdasarkan

Pasal 132A ayat (1), PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan. Ketiga atas PP No.
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan' Pengangkatan; dan-Pemberhentian

Kepala Daerah dan'Wakil Kepala Daerah; yang menyebutkan:
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“(a)Melakukan mutasi pegawai; ~(b), - Membatalkan . perijinan: yang -telah
dikeluarkan -pejabat. . sebelumnya -dan/atau.- mengeluarkan., -perijinan -yang
bertentangan, dengan. yang.- dikeluarkan. pejabat; sebelumnya; i(c). Membuat
kebijakan tentang .pemekaran daerah yang. berten-tangan: dengan- kebijakan
pejabat. sebelumnya; dan. (d) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan
kebijakan . penyelenggaraan pemerintahan. dan. . program.. pembangunan
pejabat sebelumnya. ”

[

Larangan tersebut dikecualikan apa bila mendapatkan persetujuan tertulis dari
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MENDAGRI «(Pasal '132A ayat(2)).-Dalam Pasal 14 ayat (7):Undang-Undang
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Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

“Badan’ danfatau “Pejabat” Pemerintahan yang memperoleh ' Wewenang
melalui Mandat tidaek berwenang' mengambil’ Keputusan dan/atau Tindakan
yang " bersifat - strategis “yang berdampak- pada perubahan status’ hukum
padaaspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi-anggaran.”

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kemudian penjelasannya-Pasal 14 ayat. (7)-disebutkan bahwa yang dimaksud
“Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan/atau
tindakan ' yang ‘memiliki'dampak besar- 'seperti ‘penetapan-perubahan' ‘rencana
strategis dan rencana kerja pemerintah, yang: dimaksud, dengan “perubahan status

hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
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Darynti ' menyebutkan bahwa PLT-tidak memiliki kewenang apabila dalam
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pelaksanaan  ‘tugasnya - tidak ' -mendapatkan ' . persetujuan - dari: MENDAGRI
berdasarkan keputusan  MENDAGRI No, B32.24/127/SJ,”°. selanjudnya . dari
PERMENDAGRI No. 74 tahun 2014 tentang Cuti Diluar Tanggungjawab Negara

Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Dan' Wakil Bupati:Serta Walikota: Dan

| REPOSITORY.UB,ACID |

Wakil  Walikota,  bahwa mengenai pertanggungjawaban, tidak.ada-pemindahan

tanggungjawab atau tanggungjawab tetap pada pejabat yang memberi mandat.®

7 Darynti, Tinjauan Terhadap' Kewenangan Pejabat Kepala' Daerah' Dalam 'Pengankatan
Dan Pemberhentian Pejabat Daerah, (Undergraduated Thesis, Universitas:Bengkulu;, 2014).

8 Ramadhani, Analisis Yuridis'Kewenangan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah: (jurnal
hukum;2017)
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2.4. Penggunaan Kebijakan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas
2.4.1, Tindakan Pemerintah Dan Batasan Penggunaan Diskresi
Menurut -Saut® P.' ‘Panjahitan, diskresi- (pouvoir 'discretionnaire; ' Prancis)
ataupun  freies ' ermessen  (Jerman) -merupakan.  suatu., bentuk - penyimpangan

terhadap asas_legalitas dalam ‘pengertian wetmatigheitvan bestuur, yang disebut
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“kekecualian’dari-asas legalitas.®! Menurut Gayus T. Lumbuun “diskresi adalah
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kebijakan dari pejabat negara baik ‘dari: pusat: sampaidaerahyang melanggar
undang-undang dengan tiga syarat yakni, demi_kepentingan umum, masih dalam
batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AAUPB.”

BerdasarkanPasal -1 angka 9 "UU No. 30 tahun 2014, ‘diskresi  adalah

| REPOSITORY.UB.AC.D |

keputusan  dan/atau tindakan.yang ditetapkan oleh; pejabat pemerintahan ; untuk
mengatasi persoalan Konkret yang dihadapi dalam’penyelenggaraan pemerintahan
saat peraturan: perundang-undangan memberikan ' pilihan, - tidak' mengatur, ‘tidak
lengkap-atau tidak jelas, atau adanya stagnasi-pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, ayat (2), mengatur bahwa dalam
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pengambilan keputusan-dan/atau tindakan sebagai salah satu ‘hak yang dimiliki
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pejabat | pemerintahan, -merupakan ~bentuk. ‘diskresi; selama-sesuai . dengan

tujuannya. Pejabat pemerintahan yang.dimaksud dalam hal ini diatur. dalam Pasal

| REPOSITORY.UB,ACID |

1" ‘angka " 3" “Badan’ ‘danlatau’ Pejabat- Pemerintahan adalah —unsur “yang

melaksanakan: Fungsir -Pemrintahan;: baik- dilingkungan: rpemerintah maupun

penyelenggara negara lainnya”.
Hal-hal” penting ‘menyangkut diskresi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun

2014, diantaranya yaitu: pejabat pemerintahan (yang berwewenang menggunakan

81 Eri yulikhsan, Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi: Dalam
PTUN), (Yogyakarta: Deepublish, 2016), him. 2
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diskresi-(Pasal 22.ayat (1)), tujuan penggunaan diskresi (Pasal 22 ayat (2)), syarat
penggunaan diskresi- (Pasal 24), serta penggunaan diskresi yang berpotensi
mengubah alokasi-anggaran (Pasal 25 ‘ayat (1) 'dan(2)). ‘Kemudian penggunaan
diskresi-harus-memenuhi unsur-unsur - diantaranya:

1. ° Karena adanya tugas-tugas public refice yang diemban administratur negara;
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2. Dalam~menjalankan ' tugas“ tersebut, -para'administrator ‘negara- diberikan
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keleluasaan dalammenentukan kebijakan-kebijakan dan;
3. harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.®
Oleh karena adanya kewajiban bagi negara atau pemerintah’ terkait upayah

keamanan. sosial-dalam-arti seluas-luasnya:-Sehingga pemerintah dituntut untuk

| REPOSITORY.UB.AC.D |

aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial: ekonomi. masyarakat .(Public
refice) yang mengakibatkan -administrasi- negara tidak boleh™ ‘menolak - untuk
mengambil~ keputusan “ataupun’ tindakan “dengan' dalih’’ ketiadaan -'peraturan
perundang-undangan:(rechtsvacuum) 3. Ada 2 (dua) bentuk.diskresi yaitu:

1. - diskresi bebas yaitu, undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan
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administrasi-'negara ‘bebas-mengambil- keputusan ‘apa-saja asalkan “tidak
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melampaui/melanggar batas-batas tersebut;

2.~ diskresi _terikat . yaitu, undang-undang.. menetapkan beberapa alternatif

| REPOSITORY.UB,ACID |

keputusan' dan ‘administrasi negara -bebas ‘memilih 'salah~ satu" alternatif

Keputusan: yang disediakan oleh undang-undang.®

Diskresi terikat dilihat dari sanksi_yang berlaku, seperti- pengaturan sanksi
pemberhentian yang terukur dari pelanggaran-yang dilakukan seseorang“yang

dimaksud oleh undang-undang: Mengenai diskresi bebas disebutkan bahwa:

82 Eri-yulikhsan; Op.cit,-hlm. 7.
8 Eri yulikhsan, Loc.cit., him. 7.
8 Eri yulikhsan, Op.cit., ‘hlm. 8-9.
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“pada hakikatnya diskresi (khususnya diskresi bebas) merupakan kebebasan
bertindak - atau kebebasan mengambil, keputusan-dari-Badan ratau. pejabat

[ RePOSITORY.UB.ACID |

administrasi- pemerintahan, menurut pendapatnya.sendiri sebagai pelengkap
dari . .asas. . legalitas. . manakala - hukum . yang. . : berlaku. .  tidak. . mampu
menyelesaikan. permasalahan tertentu. yang. muncul secara. tiba-tiba, bisa
karena_peraturannya, memang tidak. ada: ataukarena. peraturan. yang. ada
vang mengatur. tentang sesuatu hal tidak jelas.”

Berdasarkan-'asas ' negara -hukum-‘(recht ‘staat),  untuk -itu-semua tindakan
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hukum - (recht ' handelingen) . -atau ‘tindakan - faktual,  (feitelijke “handelingen)

3
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pejabat/badan_administrasi . pemerintahan, yang berkaitan dengan -kewenangan,
substansi maupun prosedur harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan . yang berlaku serta: asas hukum. :Sehingga pejabat/badanadministrasi

pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kewajiban “secara hukum.®® ‘Dari berbagai tindakan pemerintahan *terdapat
instrumen.’ pemerintahan’ yang ‘tergolong dalam berbagai’ sarana yang ‘digunakan
dan tergolong.dalam -public domain atau kepunyaan publik.

Produk hukum yang lahir dari kewenangan-mengatur kepentingaan umum

secara mandiri ‘atas dasar'prinsip freies ermessen®® banyak ditemukan’ dituangkan
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dalam bentuk keputusan presiden, keputusan-mentri atau keputusan kepala daerah.

o
i

Kemudian keputusan-yang lahir atas dasar prinsip freies ermessen tersebut juga

disebut’ keputusan-kebijaksanaan (Beleid ‘Beschikking) atau-keputusan ‘diskresi.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Berdasarkan UU-No: 12 tahun 2011 tentang: Pembentukan: Peraturan \Perundang-

Undangan, sebuah keputusan (Beschikking) -harus ;berbentuk .sebagai peraturan

(Regeling), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 yaitu:

“Semua Keputusan ' Presiden, Keputusan Menteri, -Keputusan: ‘Gubernur,
Keputusan Bupati/Walikota; atau ‘keputusan. pejabat: lainnya ‘sebagaimana

8 Eri yulikhsan, Ibid, him. 12.
8 Jimly ‘Asshiddigie dalam'Eri yulikhsan, 1bid, ‘him. 16.
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dimaksud- dalam-Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudeh ada sebelum
Undang-Undang-ini, berlaku, harus dimaknai sebagai. peraturan, -sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini *.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Terdapat “batasan ‘mengenai  penggunaan Kkeputusan diskresi, hal ini ‘dapat
ditemukan ‘dalam ‘UU " No. 30, tahun+2014 tentang Administrasi. Pemerintahan,

yaitu: pada Pasal 22 ayat. (1), Pasal 26, 27, dan. 28 mengatur tentang prosedur
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penggunaan  diskresi. Pengaturan tersebut dimaksudkan “untuk “menghindari
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adanya' penyalagunaan ‘wewenang (Detournement ‘De ''Pouvoir)-dan-perbuatan
sewenang-wenang-(Willekeur) oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan,
Sebap tujuan utama dari normatifisasi adalah untuk menciptakan kepastian

hukum 'yang memberi ‘jamina dan perlindungan ‘hukum, baik bagi warga negara

| REPOSITORY.UB.AC.D |

maupun,administrasi-negara.®’. Kemudian, suatu-persoalan.akan dikatakan penting

apabila_persoalan tersebut menyangkut kepentingan. umum, .sedangkan Kriteria

kepentingan umum-harus ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan®®
242! Kewenangan-Dan: Peran Freies [Ermessen Dalam ‘Hukum Administrasi

Serta Tolak Ukurnya
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Pada Welfare staat ~peranan hukum administrsi negara menjadi semakin luas

o
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dan’ dominan.®® Administrasi-publik ‘didefinisikan’ sebagai: penggunaan: teori dan
proses: menajerial, politik, dan. hukum: sebagai: landasan; bagi-legislatif, eksekutif,

dan pengadilan untuk profisional sebagai fungsi regulasi dan pelayanan.”%

| REPOSITORY.UB,ACID |

Dengan luasnya ‘aspek kehidupan-sosial-dan’kesejahteraan' masyarakat, maka

tentulah tidak semua permasalahan yang. dihadapi-dan tindakan yang-akan diambil

oleh administrasi negara telah tersedia aturannya. Kemerdekaan bertindak atas

8 Rosli 'K Iskandar dalam Eri yulikhsan, 1bid, hlm! 26-27.

8 Anna Erliayan-dalam Eri yulikhsan, Op-cit.,~hlm. 27.

8 Eri yulikhsan, Op.cit., him.31.

% Dafid'H- Rosenbloom dan‘Robert'S. Kravchuck dalam Eri-yulikhsan; Loc.cit.; him!'31:
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inisiatif dan - kebijaksanaan sendiri dalam. hukum jadministrasi, -disebut dengan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

pouvoir disceretionnaire, freies ermessen, discretion atau disebut diskresi.®
Pada’ penggunaan- freies ermessen- bisa saja terjadi suatu' masalah, sehingga
diperlukan -adanya- tolak  ukur. pembatasan, terhadap pengunaannya-atau adanya

batasan toleransi, hal _ini didasari fungsi hukum, administrasi nnegara yang
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diperlukan untuk -melindungi‘masyarakat dan'melindungi administrast itu sendiri.
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Dalam: prespektif iteori sisa: (residu theorieatau aftrek -theorie), ;pengertian
administrasi,_negara dipertegas sebagai: ‘“‘gabungan jabatan aparat.administrasi
dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian tugas pemerintah ‘yang tidak

dilakukan oleh badan pengadilan:maupun badan legislatif.»%? Pada dasarnya freies

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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ermessen. haruslah dipegang.oleh pemerintah; sebab;dalam penggunaannya jika
merugikan hak warga negara, dapatlah diminta pertanggungjawabannya melalui
pengadilan; Ada beberapa alasan untuk hal tersebut diantaranya:

1. . Pemerintah: (eksekutif) memiliki> aparat;: keahlian; dan. sarana -yang -lebih

lengkap bila dibandingkan badan hukum lainnya (legislatif dan yudikatif);
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2. | Aktifitas -pemerintah' berhubungan-langsung ‘dengan“masyarakat, ‘untuk itu

o
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setiap persoalan yang mendesak cepat diketahui untuk mengambil tindakan;

3. Keanggotaan badan legislatif yang relatif besar akan sulit untuk pengambilan

| REPOSITORY.UB,ACID |

tindakan yang cepat, karena‘kelengkapannya tidak selengkap eksekutif;

4. Jika freies ermessen juga dimiliki badan yudikatif, dan; jika:ada pelanggaran

hak warga .negara, kepada badan_yang manakah gugatan akan. ditujukan?
untuk itu- kebebasan ‘hakim' bukan “kebebasan -dalam  arti- freies“ermessen,

sebab hakikat dari ' freies ermessen adalah mengenai “kebijakan”.

1 Eri.yulikhsan, Op.cit.,-hIm; 32,
%2 Eri yulikhsan, Op.cit., him, 34.
93 Eri yulikhsan,lbid, -hlm.'35-36.
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

Dengan. -adanya ‘freies  ermessen-ini-dimukinkan -administrasi ‘negara dapat
menjalankan fungsinya secara dinamis untuk kepentingan umum tanpa menunggu
instruksi ' lagi -dengan- berpijak pada 'asas ‘kebijaksanaan, ‘dalam -hal ‘ini' sifatnya
spontan. Freies lermessen merupakan-pengecualian terhadap-asas-legalitas dalam

arti yang sempit dengan prinsip witmatigeheid van bestuur-nya.>*
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Dengan cepatnya perkembangan masyarakat pada suatu negara modern, maka
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administrasi: negara dituntut untuk lebih siap; mengantisipasi-perkembangan:yang
terjadi; Untuk itu asas legalitas dalam arti_(wetmatigheid van bestuur) tidak bisa
dipertahankan-'secara kaku.®* 'Dengan ‘alasan bahwa negara harus bersikap lebih

aktif untuk-pelayanan: publik-yang lebih baik. Kemudian sebagai tolak atau:batas

| REPOSITORY.UB.AC.D |

toleransi freies ermessen, yaitu ada unsur.pokok yang melandasinya diantaranya:
1. - Adanya Kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas
inisiatif dendiri.
Dalam.negara-hukum modern semua sikap-tindak, administrasi-negaratidak

terbatas pada sikap .wetmatig, namun juga rechtmatig. Artinya, bahwa semua
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sikap-tindak berada pada batasan-batasan-yang dimungkinkan oleh hukum, bukan

o
i

yang dengan tegas-dilarang oleh hukum.

2.~ Untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang belum diatur.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Pertanyaan pertama yang muncul adalah-apakahKkriteria atau tolak ukur untuk

adanya; ‘“persoalan-persoalan:yang mendesak™ yang dapat 'dilaksanakan - oleh

kepala daerah, terkait,hal tersebut bisa merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (2)
huruf-d Jo Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah-Daerah. 'Lebih lanjud kriteria atau’ tolak rukur' “persoalan:persoalan

% Eri Yulikhsan, Ibid, him. 37.
% Eri yulikhsan, Op.cit., ‘him. 37-38.
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penting- yang- mendesak”  dan -dalam - kaitan -ini menurut- Marcus - L.ukman,%

[ RePOSITORY.UB.ACID |

mengatakan sekurang-kurangnya terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
1./ Persoalan-persoalan 'yang ' muncul - harus' ‘menyangkut ‘kepentingan‘ umum,
yaitu kepentingan. bangsa: dan’-negara, -kepentingan. masyarakat -luas,

kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan;
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2. Munculnya suatu-persoalan tersebut secara tiba-tiba;

3
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3. Terkait: penyelesaian. persoalan- tersebut;  peraturan: r perundang-undangan
belum mengaturnya atau hanya mengatur secara,umum, sehingga administrasi
negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikannya atas inisiatif sendiri;

4. Prosedur tidak dapat diselesaikan menurut administrasi:yang normal, atau jika

| REPOSITORY.UB.AC.D |

diselesaikan . menurut prosedur —administrasi, yang . normal. justru. kurang
berdaya guna dan berhasil guna;

5. Persoalan-tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka ‘akan menimbulkan
kerugian-bagi kepentingan umum.

6. * Harus Dapat Dipertanggugjawabkan.
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Berbagai' -kebijaksanaan- dapat ‘ditentukan'' oleh 'keleluasaan'administrasi

o
i

negara, namun demikian: baik. secara-moral-maupun ' secara -hukum-sikap tindak
tersebut harus-lah dipertanggungjawabkan. Dengan demikian. penerapan freiess

ermessen ‘secara-moral “harus sesuai  dengan nilai-nilai’ dalam'Pancasila, hal' ini

| REPOSITORY.UB,ACID |

dituangkan-dalam:- sumpal/janji -jabatan. Mengenai'_pertanggungjawaban  secara

hukum, dapat diukur dengan ketentuan sebagai. berikut:
a. Tidak boleh‘bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara

vertikal: maupun secara horizontal-(batas-batas);

% Marcus Lukman-dalam-Eri yulikhsan, Op:cit.,-him.-41;
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b., Sejau mungkin mempertimbangkan hak- dan- kepentingan warga negara, atas

[ RePOSITORY.UB.ACID |

pekerjaan dan penghidupan yang layak (batas-bawah);
€./ Harus sesuai-dengan tujuan pemberian‘wewenang.
Penggunaan freies ermessen: bergantung-pada manusianya, yaitu:para pejabat

administrasi _negara - sesuai _penjelasan _umum 1V, UUD .NRI 1945" yang
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menyebutkan *...yang sangat penting dalam’ pemerintahan ‘dan-hidupnya negara
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ialah semangat para penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan”;
2.5. Pemerintahan Desa Dan Anggaran Dana Desa
Kepemerintahan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang diakui

berdasarkan:UU No. 6 Tahun2014 tentang Desa; Pasal 1 angka 1. menyebutkan:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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“Desa-adalah. desa  dan. desa adat atau yang disebut.dengan nama.-lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah keSatuan masyarakat hukum yaeng memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan. mengurus urusan

§ pemerintahan,” kepentingan' masyarakat - setempat’ berdasarkan prakarsa
< masyaraKat, hak 'asal usul, danfatau-'hak' tradisional 'yang- diakui- dan
o . dihormati: ' dalam - sistem:: pemerintahan - Negara: r Kesatuan - Republik
= ; Indonesia
G <L
> o A ) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Peraturan Desa
P
S0

Pemerintahan -dalam arti; sempit-yaitu -segala aktivitas;: tugas, fungsi:serta

o
i

kewajiban dari setiap, lembaga yang-memiliki_kewenangan menjalankan sistem
pemerintahan ~ negara. = Didalam undang-undang - tentang desa, “Pasal ' 23

menyebutkan - bahwa*‘Pemerintahan ~Desa - diselenggarakan ' oleh Pemerintah

| REPOSITORY.UB,ACID |

Desa: 7. Yang. kemudian, dalam. menyelenggarakan ;sistem .pemerintahan: .desa,

seluruh perangkat desa mendapatkan gaji'dan tunjangan tiap bulannya.®”

UU'No. 6' Tahun 2014, sudah 'memberikan definisi tentang pémerintahan

desa.. Pemerintah, -desa- pada, dasarnya. lebih: merujuk . pada ;organ, - sedangkan

%7 Penghasilan Tetap_Setiap Bulan Yang Diterima Oleh Perangkat Desa Disebutkan Dalam
Pasal 66 Undang-Undang-Nomor'6-Tahun 2014 Tentang Desa.
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pemerintahan-desa. lebih. merujuk pada fungsi.?® Pemerintahan desa -mencakup

[ RePOSITORY.UB.ACID |

fungsi regulasi/kebijakan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan,
Kewenangan untuk-membuat peraturan-adalah suatu perwujutan dari adanya
kekuasaan: yang diberikan kepada desa terkait-dengan,urusanirumah; tangganya.

Undang-undang. desa. mengatur _tentang jenis peraturan, persiapan_pembuatan
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serta -‘mekanisme pembahasan peraturan- desa-yang terdapat ‘dalam ‘penjelasan
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Pasal 69 danPasal 70-Undang-Undang Nomer 6 - Tahun 2014.
2.5.2, Jabatan Kepala Desa Dalam Struktur. Pemerintahan Desa
Mengenai pengertian dari wewenang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi- Pemerintahan Pasal 1 angka 5, wewenang imerupakan' suatu “‘hak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang: dimiliki_oleh. Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan .atau. penyelenggara
negara lainnya untuk mengambil ~keputusan dan/atau. tindakan -dalam
penyelenggaraan “pemerintahan”. Sedangkan, ' ‘kata ''“memerintah” ' diartikan
menguasai - atau-, -mengurus-. negara/daerah. . ;sebagai - bagian: -dari: - organisasi,

selanjudnya kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah.%
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Dalam~kepemerintahan desa, bahwa ‘adanya’ pejabat-kepala-desa ‘bertujuan

o
i

untuk terselenggaranya. pemerintahan -desa- sesuai | dengan--ketentuan-; peraturan

perundang-undangan.yang berlaku dan mendapatkan kepastian hukum terhadap

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.'%

| REPOSITORY.UB,ACID |

Kepala desa:sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan: Keuangan:desa

telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 75 ayat (1) UU.No. 6 tahun-2014 tentang

% Bhenyamin Hossein, “Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Penyelenggaraan
Desentralisasi: [dan ‘Otonomi 'Daerah-(Hubungan ) Kewenangan Antara' Pusat dan' Daerah)?”,
dalam; makalah_ pada. Seminar; Arah Pembangunen . Hukum. :Menurut. UUD. 1945 Hasil
Amandemen, (Jakarta: 29-31 Mei-2006), him. 2.

% Bayu ‘surianingrat, Mengenal 1lmu Pemerintahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him:9-10.

190 Arief Sumeru;, Kedudukan; Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan: Pemerintahan
Desa, JKMP Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (ISSN. 2338-445X,. Volume 4, Nomor 1,
Maret 2016).
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

Desa jo-Pasal 3 ayat (1) PERMENDAGRI No.:20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Selanjudnya dalam tugasnya, tugas kepala desa. diatur dalam
Pasal -26' ayat (1) UU tentang desa yaitu: (i)-Menyelenggarakan ‘pemerintahan
desa, (ii) Melaksanakan  pembangunan- desa;, (iii) Melaksanakan rpembinaan

masyarakat desa; dan,.(iv) Memberdayakan masyarakat desa.
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Hal'ini-sejalan dengan 13! (tiga belas) poin tentang ‘asas pengaturan desa,®!
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yang diatur-dalam Pasal -3 UU, Desa yaitu:;Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas,
Keberagaman, - Kegotong-royongan, -Kekeluargaan, ; Musyawarah; . Demokrasi,
Kemandirian, ~ Partisipasi, - ‘Kesetaraan,  Pemberdayaan,  dan ~ Keberlanjutan.

Selanjudnya kewenangan, hak' dan kewajiban kepala desa-di-atur-dalam'Pasal 26

| REPOSITORY.UB.AC.D |

ayat (2), (3), dan ayat(4), dalam_penjelasannya menyebutkan bahwa:

“(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan-pengelolaan Keuangan-dan Aset Desa;

menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan-meningkatkan perekonomian Desa serta-mengintegrasikan-

nyaagar mencapai perekonomian skala' produktif untuk -sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat Desa;

I.. mengembangkan sumber-pendapatan-Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

. mengoordinasikan Pembangunan:Desa secara partisipatif;
mewakili Desa di:dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum-untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-
undangan; dan
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101 'Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar, Dana Desa, (Jakarta, November
2017), him. 8.
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0. melaksanakan-wewenang lain yang sesuai-dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3)-Dalam melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala

Desa berhak:

a.; mengusulkan struktur.organisasi.dan.tata kerja. Pemerintah Desa;

b.: mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

¢.; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d., mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala

Desa berkewajiban:

a.. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Tahun 1945, - serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 1ka;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara ketenteraman dan Ketertiban masyarakat Desa;
menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan-demokrasi dan-berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif'dan-efisien, bersih; serta bebas dari kolusi,
korupsi, dah nepotisme;
menjalin kerja'sama dan-koordinasi-dengan seluruh’pemangku
kepentingan di'Desa;
menyelenggarakan'administrasi-‘Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan’'Aset Desa;
melaksanakan urusan-pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

. membina dan melestarikan nilai-sosial budaya masyarakat-Desa;
memberdayakan-masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.di-Desa;
mengembangkan-potensi- sumber-dayaalam dan-melestarikan lingkungan
hidup;-dan

p.. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

[
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Didalam_PERMENDAGRI No., 20 Tahun . 2018 tentang..Pengelolaan
Keuangan Desa,Pasal 3 ‘ayat (2) menyebutkan bahawa'kepala desa berwenang

menetapkan:kebijakan dan menyetujui-pengelolaan hak dan kewajiban desa.
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2.5.3: Pembangunan Desa

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Adanya perbedaan tentang pembangunan yang menempatkan. desa sebagai
subyek dari-pembangunan serta pembangunan di ‘wilayah'perdesaan yang menjadi
domain-pemerintah, -berdasarkan pengaturan ‘undang-undang itentang. desa.; Hal

tersebut dapat terlihat dari adanya pengaturan yang khusus untuk pembangunan
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desa maupun pembangunan ‘dikawasan- perdesaan. Sehinggah, “didalam" undang-

3
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undang desa -terdapat’ pendekatan diantaranya‘Desa ' Membangun”  dan: juga
“Membangun Desa” yang terintegrasi-dalam perencanaannya.'%
Namun” konsekwensi dari itu semua adalah’ bahwa desa ‘dalam “menyusun

perencanaan pembangunannyatetap mengacu kepada perencanaan pembangunan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kabupaten/kota: sebagaimana.pengaturannya.di 5 (lima). pasal dalam: UU. desa,%®
Masyur Maschab menyatakan bahwa, desa sebagail suatu organisasi kekuasaan
atau ‘pemerintahan- yang 'secara’ politis' meémpunyai- wewenang ‘tertentu’ 'karéna
merupakan. bagian-dari pemerintahan-negara,’®* hal; ini:berkaitan- dengan adanya

“asas subsidiaritas” yang terkait diantara relasi hubungan negar dan desa dimana
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negara ‘tidak lagi ‘melakukan pengontrolan-terhadap desa’ secara ‘penuh, tetapi

o
i

negara harus/meposisikan bahwa desa sanggup: mengatur dirinya sendiri.1%
Dengan _didasari-nya -prinsip keseimbangan .antar lembaga. . (check and

balance), * sistem" -demokrasi perwakilan “dan- ‘adanya permusyawaratan -serta

| REPOSITORY.UB,ACID |

melalui, proses :: pengambilan - keputusan < yang | Secara | -partisipatif . dengan

musyawarah desa sebagai forum tempat pengambilan keputusan tertinggi terhadap

192:penyusun, Muhammad' Yasin, /Ahmad Rofik,-Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostandy,
Setyo  Dwiherwanto;: ‘Iskandar’ Saharudin, Fitria)Muslih, Anotasi Undang-Undang ‘Nomor-:6
Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta: Pusat-Telaah dan_ Informasi: Regional (PATTRIO), 2015),
hlm'289.

103 1 bidl.

19% Duto Sesialismanto; Hegemoni Negara;, Loc.cit.;him, 43.

105 Bito Wikantosa, Narasumber Expret Meeting Anotasi Undang-Undan Desa, (Jakarta: 7
Mei'2015), di-Kantor PATTRIO.
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perencanaan --yang. ‘berlanjud . sampai. pada: pelaksanaan, . pengawasan -serta

[

pertanggungjawaban terhadap pembangunan desa: Kemudian partisipasi berbagai
kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan-adalah untuk
mendapatkan -kesepakatan dari -Rencana Pembangunan Jangka Menengah -Desa

(RPJMDes), Rencana . Tahunan Desa, pengelolaan aset dan juga keputusan lainnya
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yang strategis dalam hal-kemajuan pembangunan desa.

J
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2.54. Lingkup‘Keuangan Desa
Melihat _kembali-undang-undang-sebelumnya mengenai pengaturan tentang
keuangan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang:Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-Negara; Undang-

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Uundang Nomor.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan-Tanggung

Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan-Antara Pemerintah Pusat' Dan' Pemerintahan Daerah.
Tidak -ada satur-bab . pun, yang mengatur, keuangan. .desa -secara . khusus.

Pengaturan tersebut hanya menempatkan desa sebagai bagian dari kabupaten/kota.
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Namun UU-No. 23 Tahun 2014, pada Pasal 294 disebutkan bahwa:

4
iy

“Dana-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf.a angka
4 \dialokasiken oleh Pemerintah’ Pusat untuk mendanai: -penyelenggaraan
pemerintahan; pelaksanaan-pembangunan, dan; pembinaan kemasyarakatan,
serta. . pemberdayaan. imasyarakat. -Desa - berdasarkan. ‘kewenangan-..dan
kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undaeng-undang mengenai Desa. ”

Selanjudnya“di dalam ‘UU-No. 6 tahun 2014 tentang Desa, lingkup keuangan

| REPOSITORY.UB,ACID |

desa diatur pada Pasal 71 'yang menyebutkan-bahwa:

“(1): Keuangan Desa adalah semua. hak dan kewajiban: Desa: yang : dapat
dinilai_dengan uang .serta segala sesuatu. berupa. uang dan tbarang yang
berhubungan. dengan, pelaksanaan. hak dan kewajiban Desa. (2). Hak dan
kewajiban :sebagaimana.dimaksud. padaayat (1) .menimbulkan-pendapatan,
belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan, Desa. ”
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Sumber. pembiayaan untuk kepentingan pembangunan. desa. yaitu bersumber
dari pendapatan asli_desa, alokasi APBN, APBD, hibah/sumbangan yang tidak
mengikat serta pendapatan desa lain yang sah.®

2:5.51 Pembinaan DanPengawasan

Suatu alat. kendali yang cukup efektif “dalam hal .mencapal sistem
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pemerintahan ~yang “baik ' dan ‘bersih ~*good -and -clean ' government” adalah

3
ﬁ"!

pengawasan. Di'dalamundang-undang desa, pembinaan dan pengawandi'lakukan
sebagai bagian tugas dan peran Pemerintah, Pemerintah:Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 112°UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lebih lanjud: peran-pemerintah pusat mengenai_pembinaan-dan:pengawasan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

diatur pada Pasal, 113, untuk. peran pemerintah. propinsi .diatur.dalam. Pasal 114
dan yang terakhir peran dari pemerintah Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 115.
Dalam tahapan tentang siklus'keuangan-desa adanya tahapan-pelaporan’keuangan
desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan secara keseluruhan, tahapan ini-di

lakukan berdasarkan 3 Pasal yang diatur dalam PP, No. 47 Tahun 2015 tentang
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Peraturan Pelaksana UU-No. 6 Tahun 2014.

o
i

Pasal 48 -c, Pasal-103 dan: Pasal 104, secara| umum rmenyebutkan bahwa

kepala. desa wajib melaporkan keterangan penyelenggaraan pemerintahan. secara

| REPOSITORY.UB,ACID |

tertulis' ‘sebulan ~sekali~ kepada BPDesa, - laporan “realisasi APBDesa ' kepada

Bupati/Walikota dua kali setahun melalui camat setahun sekali dizakhir tahun.

Undang-undang . .tentang .. desa . meletakkan, . prinsip.. . dasar - untuk
peneyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi

pengawasan:oleh supra-desa -(downward - accountability),: 'pengawasan - oleh

196 Mengenai semua sumber keuangan desa telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun-2014 Tentang Desa, Pasal 72:
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lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat
beberapa mekanisme. pengawasan dan pemantuan sebagai berikut:%’

a. Pengawasan- -oleh- "supra- desa ' secara'' berjenjang- ‘oleh~ Pemerintah

Kabupaten/Kota dan oleh. Pemerintah Pusat dalam hal ini- Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (Pasal 26 PP No. 60
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tahun' ~2014)." “Dalam “ operasionalnya, - pengawasan- ‘oleh'Pemerintah
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Kabupaten/Kota' - ymenjadi;; tanggungjawab Bupati/Wali- - kota; " Fungsi
pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Camat dan
juga Inspektorat Kabupaten/Kota.

b. Pengawasan-supra -desa-lainnya adalah- pengawasan -dari’ Badan ‘Pemeriksa

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Keuangan. . (BPK) , serta .Badan :Pengawasan, Keuangan. dan. Pembangunan
(BPKP). Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab 'Keuangan-Negara dan /PP No.
60 tahun-2008 tentang Sistem Pengendalian-Intern Pemerintah:.

c. Pengawasan oleh lembaga BPD.desa, antara lain melalui tanggapan atas
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pertanggungjawaban ' kepala desa-'“dan''' pengaduan - masyarakat' “yang

o
i

disampaikan-melalui BPD (pasal 55.dan-82-UU Desa).

d. Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin” haknya untuk memantau dan

| REPOSITORY.UB,ACID |

menanggapi-laporan pertanggungjawaban kepala desa ‘(Pasal’ 82' UU Desa).

Pengawasan: maSyarakat-kepada -perangkat desa 'dalam mengelola keuangan

desa didukung. dengan kewajiban-bagi desa untuk memiliki sistem. informasi
desa ‘sebagai pelaksanaan “ketentuan -hak masyarakat ‘untuk ‘mendapatkan

informasi-(pasal 26, 55, 82 UU Desa).

107 Deputi Bidang Pencegahan —KPK, Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa:
Alokasi' Dana-Desa dan Dana Desa, (Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta:-2015);-him. 24;
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HASIL.DAN PEMBAHASAN
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<L
o
<
o
5 ; 3:1. Penegakan-Hukum Terhadap Penyalagunaan Kewenangan
o
Lﬁ § 3.1.1. Hakikat Kewenangan Dan Penyalagunaan-Kewenangan
P
S

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum yang terjadi antara

3
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penguasa sebagai subyek 'yang memerintah dan masyarakat sebagai subyek yang
diperintah. Tujuan:dari-hukum administrasi adalah untuk menjaga-agar -kekuasaan
pemerintahan berada dalam. batas-batas hukum yang. melandasinya, sehingga

dapat melindungi masyarakat- dari perbuatan penyalagunaan ‘atau pelampauan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

wewenang dari pemerintah.}% Didalam UUD: NRI'tahun 1945, perihal penyerahan
wewenang, terdapat pemberian .legitimasi terhadap badan -publik /dan. lembaga
negara untuk menjalankan -fungsinya. Wewenang dalam hal ini -adalah
kemampuan' 'bertindak ‘yang- diberikan- oleh ‘undang-undang 'untuk "melakukan

hubungan dan-perbuatan-hukum.%
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Dalam konsep -hukum publik, wewenang - berkaitan dengan kekuasaan.

o
i

Selanjutnya- ' dijelaskan: ' “wewenang - sekurang-kurangnya- ' terdiri’' “atas tiga

komponen;-yaituh -pengaruh,-dasar hukum; dan, konformitas: hukum. -Komponen

| REPOSITORY.UB,ACID |

pengaruh iyalah  bahwa _penggunaan _wewenang dimaksudkan untuk

mengendalikan' “‘perilaku " “subjek hukum: ~Komponen * dasar* hukum, " bahwa

wewenang itu: selalu- harus :dapat ditunjukan cdasar hukumnya -dan  komponen

konformitas hukum, mengandung makna bahwa adanya: standar wewenang, yaitu

198 Tedi, Sudrajat,, Hukum. Birokrasi Pemerintah:-Kewenangan; Dan-Jdabatan;-(Jakarta Timur:
Sinar Grafik, 2017), him. 52-53.
109.5 F.' Marbun'dalam-Tedi Sudrajat, Ibid,"him.53:
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standar - umum : (semua- jenis . wewenang) - dan- standar. . khusus (untuk: -jenis

[ RePOSITORY.UB.ACID |

wewenang tertentu).:
Dari tiga komponen wewenang sebagaimana yang 'dimaksud-oleh Pilipus M.
Hadjon bermuara pada asas legalitas, bahwa -penyelenggaraan pemerintahan harus

didasarkan pada hukum (Wetmatigheid de la_1’egalite de’l administrasion).
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Adanya 'kesulitan -untuk ‘membedakan- antara -wewenang- dengan -kewenangan.
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Ateng ':Syafrudin: s-menguraikan ; perbedaan- diantara “wewenang. (Competence,
bevoegheid) dengan kewengan (authority, gezag), yaitu:

“Kewenangan adalah apa “yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal . dari . kekuasaan - yang diberikan -.oleh . undang-undang; sedangkan

wewenang - hanya -mengenai - suatu ~onderdeel (bagian)- tertentu--saja . dari

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kewenangan. ' -Di ~'dalam’ ' “kewenangan ' ‘terdapat" - wewenang-wewenang
(rechtbevoegdheden). Lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi
wewenang, membuat keputusan. pemerintah. (bestuur), tetapi. meliputi wewenang
dalamrangka ' pelaksanaan-tugas dan: memberikan wewenang:serta- distribusi
9111

wewenang utamanya ditetapkan dalam-peraturan perundang-undangarn.
Selain itu disebutkan pada Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2014 tentang
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Administrasi' Pemerintahan, bahwa kewenangan adalah kekuasaan-Badan dan/atau

o
i

pejabat, pemerintaha “atau penyelenggara-negara; lainnya, untuk:bertindak dalam
rana hukum publik. Sedangkan menurut Pasal 1 angka.5, wewenang adalah hak

yang -dimiliki-oleh Badan dan/atau pejabat ‘pemerintahan —atau” penyelenggara

| REPOSITORY.UB,ACID |

negara 1 lainya ' - untuk- mengambil- ~keputusan | dan/atau. ' tindakan:  dalam

penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk itu dapat dikatakan bahwa kewenangan merupakan ‘kekuasaan dalam

suatu.organisasi' pemerintahan secara umum, sedangkan wewenang lebih merujuk

110 Philipus M.. Hadjon dalam Tedi Sudrajat, Loc.cit., him. 53.
1L Ateng Syafrudin dalam Tedi-Sudrajat, Ibid;-hlm: 54.
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pada satu aitem Khusus dalam. struktur. organisasi pemerintahan. Individu-yang
menduduki suatu jabatan merupakan pemangku- jabatan yang disebut sebagali
pejabat negara.' Jabatan yang-dapat menjamin kesinambungan hak dan-kewajiban
yang dilakukan oleh pejabat bersifat tetap dan penjabat selaluberganti-ganti.*?

Oleh Kkarena itu. setiap perbuatan pejabat administrasi - harus, mempunyai
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landasan hukum ‘sehingga ‘dapat dikatakan-bahwa'sumber-wewenang pemerintah
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terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang' berlaku.-Dalam kewenangan
bertindak pemerintah-terdapat kriteria-kriteria berupa,pertama,. tujuan dari: tindak
pemerintah; ' kedua, pertimbangan ~yang “harus ‘diambil ~ dalam  melakukan

pertanggungjawaban; - ‘dan' ketiga, prosedur Cyang harus: dipatuhi sebelum

| REPOSITORY.UB.AC.D |

bertindak.!'® Untuk itu konsep wewenang dapat diketahui-melalui telaah sumber

wewenang dan konsep pembenaran terhadap tindakan kekuasaan pemerintahan.
UU 'No.=30 “Tahun''2014" tentang “Administrasi ' Pemerintahan, 'bersifat

regulative . mengenai larangan, -(pelanggaran) - yang | bersifat;; administratif, dan

mengatur sistem reformasi birokrasi, lebih menitik beratkan pada pembangunan
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administrasi' pemerintahan’' yang baik .dan'‘benar.’ Terdapat-'larang' terhadap

o
¢

peyalagunaan-wewenang yang diatur dalam-Pasal 17 layat(2) yang ‘menyebutkan

bahwa. “larangan penyalahgunaan wewenang meliputi a) larangan melampaui

| REPOSITORY.UB,ACID |

Wewenang;-b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau; ' c) larangan

bertindak sewenang-wenang:” Kemudian (Pasal ;118 'menyebutkan: tindakan-yang

dikategorikan sebagai.penyalahgunaan.wewenang.
Terkait  dampak “dari* penyalagunaan ‘wewenang yang dilakukan, terdapat

penilaian melalui “investigasii\yang dilakukan oleh 'Aparat-Pengawasan' Intern

112 Sjachran Basah dalam Tedi Sudrajat, Loc.cit., him. 56.
13 Tedi Sudrajat, Op.cit,.-hIm. 56-57.
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Pemerintah- (ARPIP) dengan -3 (tiga) hasil, penilaian sesuai-Pasal 20 ayat. (2).

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Tindakan pemerintah yang dikualifikasikn sebagai. penyalagunaan wewenang
(detournamen de pouvoir) ‘sebagai perbuatan melawan hukum-apabila:'**
1.~ Seorang pejabat pemerintahan menggunakan wewenang dengan tujuan bukan

untuk kepentingan umum, melainkan untuk tujuan pribadi atau tujuan politik.
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2. 7 Seorang' pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang ‘dengan ‘Suatu
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tujuan (yang: harus nyata' dari surat-surat yang bersangkutan) bertentangan
dengan ketentuan,dari UU yang memuat dasar hukum dari - wewenang. itu;
3. 7 Seorang pejabat pemerintahan menjalanjan suatu wewenang' dengan ‘tujuan

lain dan tidak sesuai dengan undang-undang dengan wewenang itu.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Berdasarkan putusan, Mahkamah:-Agung-RI, suatu.tindakan dapat. hilang. sifat
melawan hukumnya tidak terbatas pada ketentuan dalam perundang-undangan,
tapi juga'berdasarkan asas keadilan atau asas-asas hukum-yang tidak tertulis dan
bersifat-umum.t* Disisi lain, Mr. Vos.mengemukakan. bahwa detournement. de

pouvior tidak dapat. dibantah dengan alasan bertentangan dengan_kepentingan
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umum, ‘'melainkan- harus 'dibantah dengan- menggunakan' -alasan -bertentangan

o
i

dengan undang-undang:**
3.1.2, Penyalagunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Tolandona Matanaeo

Pada dasarnya pengelolaan/penggunaan dana desa adalah untuk menciptakan
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kemajuan dan kemandirian yang: lebih pada-desa:itu 'sendiri; dimana ending dari

kemajuan tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat, yang, adil,-makmur dan

114 Philipus. M. Hadjon dalam_ Abdul Latif, Hukum Administrasi, Dalam ;Praktik: Tindak
Pidana Korupsi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), him. 308.

115 _Yurisprudensi-MahkaAglng' Republik “Indonesia’ No. 45K ‘tentang Hapushya Melawan
Hukum Karena.- NegaraTidak: Dirugiken; Kepentingan, Umum. Terlayani;. Terdakwa -Tidak
Mendapat Untung, dalam _Abdul Latif, Ibid, him.317.

116.Abdul ‘Latif,' Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,-hlm.'319.
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sejahtera; Bukan sesuatu. yang anch jika,, berbagai hal yang dapat timbul akibat

dari pelaksanaan undang-undang desa yang bisa bernilai positif ataupun negatif.
Hasil penelitian—oleh/'Olana Christin’ ‘Pasodung,'” “terdapat ‘perbandingan

penggunaan: dana; desa dan hasil nyata dari-pelaksanaannya. Jika masih banyak

terdapat masyarakat yang hidupnya jauh dari kata sejahtera.adalah salah satu
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tanda -masih terdapat kesalahan dari penggunaan keuangan-desa“yang tidak sesuai
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perencanaan. ‘Apa-yang dikatakan oleh: Olana; cukuprelevan dengan apa:yang
dikatakan oleh Abdul, Latif bahwa “penyalagunaan wewenang berkaitan dengan
keuangan negara dan dilakukan'secara sadar.

Dalam‘pembahasan ini penulis mencoba menguraikan tentang penyalagunaan
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kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa Tolandona Matanaeo.

Desa Tolandona Matanaeo adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten
Buton- Tengah, Propinsi ‘Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton “Tengah ' 'sendiri
adalah salah--satu.. wilayah : pemekaran. baru :pada tahun. 2014, kepala daerah

pertama di pimpin oleh Abdul Mansur Amila sebagai PLT (Pejabat Pelaksana
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Tugas) ' Bupati' ‘padatanggal' ‘9~ oktober 2014 - tanggal ' 20 ‘september 2016,

o
i

kemudian di pimpin oleh La-Ode Ali-Akbar-sebagai PLT ke-dua pada tanggal 20

september 2016 — tanggal 21 mei 2017 dan setelah dilaksanakan pemelihan umum
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kepala 'daerah, tanggal 22 ‘mei-2017 “Sampai ‘saat ini 'kabupaten' Buton ' Tengah

dipimpin oleh-Samahudin dan: Lantau sebagai bupati dan wakil bupati terpilih;

Di desa Tolandona Matanaeo dipimpin. oleh pak Ardin selaku, kepala desa
terpilih. Pak Ardin diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan SK"yang

ditandatangani oleh 'PLT ke dua Bupati'Buton Tengah, yaitu bapak la 'Ode Ali

117 Olana -Christin.-Pasodung, Jantje J. Tinangon,-Evaluasi Penggunaan, Dana Desa; Tahun
2015 Pada Badan. Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan. Transmigrasi (Bpmkt) Kabupaten
Kepulauan Yapen, Papua: Jurnal Accountability (\Volume 06, Nomor 01,-2017):
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Akbar, Dari pertimbangan yang ada dalam, SK-pemberhentian: sementara Nomor

[ RePOSITORY.UB.ACID |

307 tertanggal 16 Mei 2017, pemberhentian sementara tersebut dilakukan karena
adanya’ pemeriksaan-khusus-yang dilakukan'oleh “Inspektorat kabupaten “yang
berdasarkan. laporan -dari tokoh=tokoh -masyarakat tentang, penyalagunaan dana

desa yang tidak berdasarkan APBDesa dan tidak tepat sasaran.
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Untuk ‘dapat-mengetahu-bentuk dari-“laporan tokoh-tokoh™ desa Tolandona

3
ﬁ"!

Matanaeo, ‘maka dalampenelitian ini-ada pendekatan kasus. Tujuannya untuk
memberi-. gambaran - tentang . kronologis. yang. . terjadi sebelum- pak - Ardin
diberhentikan. Narasumber wawancara adalah BPDesa Tolandona ' Matanaeo, dari

hasil wawancara dibenarkannya tentang penyalagunaan kewenang yang dilakukan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

oleh pak Ardin saat menjabat sebagai kepala desa.

Dimana masyarakat desa telah melaporkan ~ kecurigaan ~penyalagunaan
kewenang' tersebut kepada BPD, kemudian dari' laporan’masyarakat 'pihak-BPD
telah;melakun.teguran secara. tertulis kepada :pak. Ardin, sebanyak tiga- kali. Dari

apa yang menjadi laporan masyarakat Sebagai’ persentase  hasil pengawasan
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masyarakat - terhadap kinerja' dari kepala“desa'® dan''apa “yang menjadi-hasil

o
i

pemeriksaan pihak-BPD!? terdapat kesamaan yang diantara:
1. ° Pengalihan pembangunan fisik yang tidak sesuai perencanaan.

2. ) Tidak “ada “transparansi- penggunaan- anggaran dan- laporanpertanggung

| REPOSITORY.UB,ACID |

jawaban penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan-Dana:Desa (DD):

3... . Pembangunan yang tidak terselesaikan namun anggarannya telah habis.

118 Adanya pengawasan. yang dilakukan olen masyarakat dan.dari hasil pengawasan tersebut
dapat di laporkan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa, merupakan hak dari masyarakat
yang diatur.dalam Pasal 68 Ayat 1 huruf a jo-Pasal-82 Ayat (2) dah' Ayat(3) Undang-Undang
Nomor 6-Tahun-2014, Tentang Desa.

119 ‘Menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
yang diatur dalam Pasal 63 huruf ¢ Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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4., Penggunaan anggaran yang tidak diketahui alokasinya.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

5. © Selama menjabat keuangan desa hanya diketahui oleh kepala desa, dalam hal
ini'bendahara desa hanya sebagai simbol-prasarat-dalam'struktur-desa saja.
6. Adanya -pembangunan  fisik salah satu -bangunan - yang. menggunakan

anggaran dana desa namun tidak jelas kepemilikannya.
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7. Adanya’ Rencana ‘Anggaran Biaya- dan‘Rencana ' Pembangunan ' Jangkah

3
ﬁ"!

Menengah Desa yang tidak diketahui-oleh BPD maupun masyarakat.
8. Pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban ADD dan DD, dengan cara
melakukan copy paste laporan pertanggungjawaban dari desa lain.

Dari urayan penyalagunaan kewenang di atas akar permasalahannya ada pada

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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|

perbuatan dimana. kepala .desa menjadikan, bendahara desa sebatas “‘pelengkap”
administrasi  struktur ' desa, -sehinggah™ 99% kemungkinan 7 (tujuh) poin
penyalagunaan kewenang lainnya tidak ‘dapat dihindarkan. 'Secara singkat dalam
prespekktif-hukum pidana. maka perbuatan. tersebut telah. menjawab japa, niat jahat

dari sikap batin (mens rea) kepala desa dengan kehendak bebasnya. Namun
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bahwa hal ‘tersebut haruslah-dapat dibuktikan ‘dengan ‘ketentuan-undang-undang

o
i

atau disebut dengan dibuktikannya unsur objektif yaitu actus reus (perbuatan yang

melanggar undang-undang pidana).

| REPOSITORY.UB,ACID |

Sebab demikian bahwa sebagai negara hukum, maka asas “Dué Process “of

law” yang-diartikan- sebagai prosedur 'yang' disyaratkan joleh: -hukum: sebagai

standar beracara danasas ‘‘Presumption of innocent,” yang diartikan sebagai asas
praduga tidak bersalah. "Memiliki tujuan sebagai —perlindungan individu  dari
pernyataan:bersalah yang 'sepihak sebelum 'adanya putusan -pengadilan -yang

berkekuatan hukum tetap.
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Dalam_konteks pembuktian secara-.administrasi dapat. dilakukan-dan dinilai

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dari hasil investigasi APIP dalam hal ini adalah ‘Inspektorat kabupaten. Dengan
berdasakan pada‘UU"No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi-Pemerintahan-Pasal
20 ayat(2), maka terdapat 3 (tiga) hasil penilaian dari investigasi Inspektorat yaitu

diantaranya: “tidak -terdapat “kesalahan,terdapat kesalahan .administrasi, dan
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terdapat kesalahan administrasi'yang menimbulkan kerugian-keuangan-negara.”

3
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Mengenai: penyalagunaan ' kewenang kepala:desa  Tolandona:Matanaeo; jika
merujuk pada dalil asas praduga bersalah (presumption of guilt) untuk itu dapat
dikatakanperbuatan kepala ‘desa dikategorikan Abuse of power yaitu tindakan

penyalagunaan wewenang 'yang dilakukan:-seorang. pejabat 'untuk kepentingan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, orang:lain, atau korporasi.

Pada ketentuan Pasal 4 -dalam undang-undang desa, dapat dikatakan bahwa
kepala desa Tolandona-Matanaeo tidak menjalankan’atau 'melalaikanapa“yang
menjadi-tujuan dari pengaturan desa, yaitu: terkait pengembangan paotensi.dan aset

desa , (huruf d), peningkatan pelayanan publik (huruf f), ketahanan -sosial
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masyarakat-desa (huruf-g), ' memajukan-perekonomian’ masyarakat dan-mengatasi

o
i

kesenjangan - pembangunan (huruf h),. memperkuat -masyarakat desa sebagali
subjek. pembangunan, (huruf i), untuk membentuk pemerintahan desa yang

profesional, efisien dan-efektif, “terbuka, serta- bertanggungjawab(huruf '€) -demi

| REPOSITORY.UB,ACID |

kesejahteraan masyarakat desa:

Dalam penjelasan pasal per-pasal dari Pasal 24 dalam undang-undang tentang
desa, terkhusus huruf i.-Bahwa ‘penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kearifan lokal dimana “Yang dimaksud dengan “‘kearifan lokal *:adalah-asasyang

menegaskan . bahwar- di., dalam. penetapan . kebijakan . harus, memperhatikan
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kebutuhan, dan :kepentingan -masyarakat. Desa. . ‘Hal  yang-menjadi- dasar- dari

[ RePOSITORY.UB.ACID |

penyelenggaraan pemerintahan desa ini telah terabaikan.
Urayan- tersebut -bermuara ‘pada “‘pelanggaran ‘jabatan kepala desa” sesuali
ketentuan Pasal -29 rhuruf ¢, bahwa- kepala ‘desa |dilarang- “‘menyalahgunakan

wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, ”. Lebih lanjud penyalagunaan
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kewewenang oleh pak Ardin, tidak lagl sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

3
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“Pembangunan -Desa bertujuan- meningkatkan ' kesejahteraan: masyarakat
Desa dan-kualitas, hidup-manusia: serta-penanggulangan: kemiskinan melalui
pemenuhan: kebutuhan dasar, pembangunan  sarana:-dan -prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokeal; serta-pemanfaatan: sumber-dayaalam
dan lingkungan secara berkelanjutan. ” (Pasal 78 Ayat 1)

3.1.3. Keputusan Kepala Daerah Dan Penegakan Hukum

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Dari' ‘perkembangan ' ‘sosial* yang- dinamis ‘menuntut ~adanya ' kesegeraan
pelayahan pemerintah, ;sehinggah alasan: kewenangan: memutus:atau:menindak
suatu perbuatan_ bagi pemerintah atau administrasi  harus. didasarkan pada
perundang-undangan.” “istilah’ “perundang-undangan (wettelijkeregels) secara

harfiah' dapat diartikan-peraturan yang ‘berkaitan’ dengan: undang-undang, baik
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peraturan. itu.berupa undang-undang sendiri.maupun peraturan:lebih-rendah.yang

o
i

merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang”*?°

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU"No.5-Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

| REPOSITORY.UB,ACID |

WUsaha Negara, disebutkan bahwa peraturan-perundang-undangan yaitu:

“Semua peraturan yang bersifat. mengikat secara. umum.yang. dikeluarkan
oleh Badan ‘Perwakilan“Rakyat bersama Pemerintah baik di ‘tingkat ‘pusat
maupun ‘di tingkat daerah, serta semuah-Keputusan Badan' atau-Pejabat Tata
Usaha-Negara, baik di tingkat pusat‘maupun di'tingkat daerah; yang juga

»

mengikat umum -

120 A. Hamid S. Attamimi, dalam'Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi den Peradilan
Administrasi,(Yogyakarta: FH UlI-Pers, 2009);-him. 65-66.
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Selanjudnya-Pasal-1.angka 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan:

“Peraturan ‘Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum-dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga ‘negara ‘atau pejabat ~yang  berwenang melalui: “prosedur “yang
ditetapkan dalam:Peraturan Perundang-undangan.,”

Secara teoritik’ maupun praktik, ditemukan berbagai keputusan administrasi
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yang ditujukan: untuk® umum-(besluit van algemeen strekking) yang: dikeluarkan

3
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oleh | pemerintah, .. “leder, ..rechtsvoorschrift. .van , de...overheid .met . algemeen
strekking”, dan termaksud sebagai peraturan perundang-undangan.?! ‘Keputusan
merupakan-pernyataan’ kehendak sepihak’ (enjiz dige schriftelijke-wilsverklaring)

organ 'pemerintahan - (bestuursorgaan) - berdasarkan kewenangan- hukum, publik

| REPOSITORY.UB.AC.D |

(publiekbevoegdheid). yang- ditujukan untuk peristiwa konkret dan individual
dengan’ maksud ‘untuk menimbulkan akibat’ hukum.'??'Berdasarkan Pasal'1 angka
3 WU No. 5 Tahun-1986, keputusan didefinisikan:

“Suatu_penetapan_tertulis yang dikeluarkan oleh Badan. atau Pejabat Tata
Usaha Negara -yang berdasarkan peraturan. perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat' konkret, individual, ‘daen final, yang .menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”
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i

Syarat berlakunya' suatu-keputusan-apabila-terpenuhinya- syarat-material dan
syarat formal. Syarat-material keputusan adalah; a) dibuat oleh organ pemerintah

yang, berwenang; b) tidak boleh memuat kekurangan, atau cacat hukum; c) tidak

| REPOSITORY.UB,ACID |

boleh- bertentangan ‘dengan‘ peraturan- dasarnya, sedangkan 'Ssyarat ‘formalnya

adalah; a) dibuat berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam: peraturan:dasarnya;

b).. diberi . _bentuk . yang . suda. ditentuka;  c).  penentuan . waktuberlaku;  d)

121 Ridwan, Ibid, hIm, 66-67.
122 Ridwan; 1bid,"him 71:
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pengumuman - (bekendmaking) -, ataw -.pemberitahuan . kepada, - yang. . terkena

[ RePOSITORY.UB.ACID |

keputusan; €) tanda tangan (ondertekening) pejabat yang berwenang.?
Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi; - maka’ keputusan itu-sah menurut
hukum - (rechtsgeldig) - -dan :memiliki - kekuatan- -hukum material - dan  formal

(material-en formeel. rechtskracht), -yakni tidak dapat dibatalkan. begitu saja
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termaksud organ ‘yang membuat keputusan ‘itu sendiri.*?

3
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Hal, ini-didasarkan pada: prinsip 'yang melandasi' keputusan:itu yaitu prinsip
praduga. rechmatig (het vermoeden van rechtmatigheid atau:premsumtion juste
causa), dimana prinsip ‘ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan™yang

dikeluarkan: oleh: pemerintah tidak untukcdicabut kembali, kecuali 'setelah ada

| REPOSITORY.UB.AC.D |

pembatalan (vernietiging) .dari, pengadilan yang.dimana; prinsip.ini berkaitan erat
dengan prinsip kepastian hukum.!?

Dalam~UU~ No. 30/ 'tahun 2014 ‘tentang 'Administrasi- Pemerintahan,
kedudukan Pasal 70 dan Pasal 71 berada dalam konteks prasyarat pembuatan dan

akibat hukum keputusan/tindakan yang tidak sah dan keputusan/tindakan yang
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(dapat) ' dibatalkan-serta-sesuai’'dengan pemaknaan keputusan'yang cacat yuridis

o
i

dari segi wewenang, prosedur; dan substansi..Dimana rumusan Pasal-70.dan Pasal
71 adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Keputusan-dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a. dibuat-oleh'Badan-dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
b.dibuat - ‘'oleh’ “Badan'" dan/atau ' Pejabat'-Pemerintahan''yang ' melampaui
kewenangannya; danfatau

c. dibuatoleh Badan dan/atau’ Pejabat Pemerintahan'yang bertindak sewenang
wenang.

| REPOSITORY.UB,ACID |

123 Ridwan, 1bid, him:73.
124 B "de Haan, et.al, dalam Ridwan, Loc.cit., him. 73.
125.Ridwan, Ibid,"hIm:73-74.
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(2) 1 Akibat - hukum -Keputusan dan/atau. Tindakan . sebagaimana - dimaksud
padaayat (1) menjadi:

a.tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau: Tindakan tersebut ditetapkan;.dan
b. segalaakibat hukum yang ditimbulken dianggap tidek pernah.ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari-uang negara
dinyatakan tidak-, sah,  Badan —danlatau . Pejabat . Pemerintahan - wajib
mengembalikan uang ke kas negara.

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur; atau

b. terdapat kesalahan substansi.

(2) . Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan. sebagaimana dimaksud
padaayat (1):

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap Sah™ Sampai  adanya
pembatalan; dan

b. berakhir setelah ada pembatalan.

(3) Keputusan pembatalan’ dilakukan olehPejabat Pemerintahan’ dan/atau
Atasan’ Pejabat’ dengan ‘menetapkan- dan/atau melakukan™Keputusan “baru
dan/atau” Tindakan~ Pejabat Pemerintchan atau * berdasarkan perintah
Pengadilan.

(4) Penetapan Keputusan-baru sebagaimana dimaksud padaayat (3) menjadi
kewajiban Pejabat Pemerintahan.

(5) 'Kerugian'yang- timbul~ akibat - Keputusan- 'danfatau~ Tindakan “yang
dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau'Pejabat Pemerintahan:

[
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Untuk . itu: -pencabutan..  suatu ; keputusan . berkaitan-- dengan --kewengan
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(bevoegheidsbeginse) . yang menentukan bahwa ' kewenangan itu_berasal dari

4
iy

peraturan ' perundang-undangan- dan “sudah ' ditentukan- ‘baik “mengenai ' ruang
lingkup; pejabat yang: berwenang, maupun, pertanggungjawabannya, atau- seperti
yang dikatakan oleh SF. Marbun, bahwa sifat pemerintah itu expressimplied, jesal

maksud ‘dan’ tujuannya,- terkait “pada ‘waktu- tertentu’ dan-tunduk pada batasan-

| REPOSITORY.UB,ACID |

batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis:}?
Kepatuhan- terhadap norma_hukum itu ditempuh, melalui .penegakan_hukum.

Baik “itu hukum*pidana, ‘hukum' administrasi, ‘maupun hukum perdata’ memuat

126.5F . Marbun, dalam-Ridwan, Op:cit., him. 74.
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

sarana-sarana-yuridis-yang dapat dipaksakan agar ada kepatuhan dalam, peristiwa
konkret atau memberikan hukuman ketika terjadi ketidakpatuhan.*?’

Pada ‘prinsipnya,-sanksi ‘pidana yang terdapat dalam ‘norma -administrasi’ itu
sifatnya sebagai pelengkap (aanvullen)..:, karena sifat sanksi administrasi dalam

hukum administrasi adalah premium remedium, sedangkan sanksi pidana bersifat
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ultimatum’ “remedium.!?® " 'Sehinggah “ketentuan' ‘hukum “pidana’ akan' " berlaku

3
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berdasarkan:  ketentuan -pengaturannya- yang ada 'dalam- undang-undang: atau
dimungkinkan . adanya . proses hukum _pidana_ sebagai_ lanjutan, . dari . sanksi
adminstrasi terhadap perbuatan yang dilakukan.

3:2. Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Dalam Menjalankan Tugasnya

| REPOSITORY.UB.AC.D |

3.2.1; Pengertian. Dan-Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati
Kewenangan sebagai implikasi dari hubungan hukum yang terjadi -antara
penguasa ‘sebagai ‘subyek yang memerintah dan’'masyarakat sebagai subyek yang
diperintah. -Adanya hukum: administrasi-adalah .untuk.:menjaga. agar kekuasaan

pemerintahan berada dalam - batas _hukum_yang melandasinya dan - dapat
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melindungi‘masyarakat dari' perbuatan penyalagunaan wewenang pemerintah.1%°

o
i

Kabupaten ‘Buton -Tengah sebagai- salahsatu daerah. otonom yang ada di

Propinsi - Sulawesi Tenggara, baru -akan mengikuti pemilihan kepala -daerah

| REPOSITORY.UB,ACID |

serentak di tahun 2017 saat itu, ‘maka pengangkatan-PLT Bupati dilakukan untuk

menjamin kelancaran’ pelaksanaan tugas kepemerintahandaerah-Buton Tengah.

Pada, Pasal .34 ayat (2), UU No.. 30 Tahun ;2014 tentang -Administrasi

127 C.M:A. ‘Michiels, dalam Ridwan, 1bid, hlm. 104

128 Ridwan, Ibid, him:111.

129 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerinteh: Kewenangan Dan Jabatan, Loc.cit., him.
52-53.
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Pemerintahan, PLT disebut ‘...Pejabat Pemerintahan yang -memenuhi persyaratan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

untuk bertindak sebagai pelaksana tugas™.
Berdasarkan-PP ‘No. 49 tahun 2008 tentang'perubahan ketiga atas PP.No: 6
tahun 2005 tentang ‘Pemilihan, -Pengesahan; Pengangkatan,- dan-Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat
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(3)" menyebutkan -bahwa ‘pengangkatan PLT “jika -terjadi' ‘kekosongan * jabatan

3
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Bupati danWakil:Bupati, secara-bersamaan:
Selanjutnya didalam Pasal 4 ayat, (1) PERMENDAGRI_No. 74.Tahun 2016
tentang Cuti’ Diluar Tanggungan Negara Bagi- Gubernur Dan "Wakil “Gubernur,

Bupati Dan"Wakil Bupati; Serta Walikota Dan Wakil Walikota. ' Menyebutkan:

| REPOSITORY.UB.AC.D |

“Selama .Gubernur. dan. Wakil Gubernur, Bupati, .dan Wakil Bupati, -serta
Walikota .dan Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur,
Pelaksana Tugas. Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya
masa kampanye..”

Kemudian, “PLT- diusulkan oleh™ Gubernur' dan' ditetapkan - berdasarkan

keputusan Menteri-(Pasal 7 Ayat (1)), PLT akan berakhir masa jabatannya apabila
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Bupati dan wakil Bupati telah selesai-menjalani cuti diluar tanggungan Negara, di

o
¢

tunjuknya’ pelaksana ‘harian baru, atau telah dilantiknya Bupati dan ‘Wakil Bupati

(Pasal 7 Ayat ' (2)).. Selanjudnya, Surat Kepala Badan:Kepegawaian Negara

| REPOSITORY.UB,ACID |

Nomor . K.26-20/V.24-25/99, Tanggal : 10 Desember 2001 tentang Tata Cara

Pengangkatan Pegawai Negeri  Sipil Sebagai Pelaksana  Tugas, menyebutkan

pengangkatan-PLT: sebagai' syarat untuk mengisi'kekosongan jabatan:-dan untuk
memenuhi. pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Lebih lanjud dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; K.26-

30/V.20-3/99, Tanggal :'5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana 'Harian
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

Dan | Pelaksana - Tugas, Dalam, Aspek. Kepegawaian, -menyebutkan. . bahwa

pengangkatan tersebut di dasarkan pada Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), dan
Ayat (7) UU ‘No. 30-tahun 2014. Yang kemudian dalam-menjalankan tugasnya
berdasarkan. -mandat- dari | pemerintahan - diatasnya. - Sebagai - daerah: otonom,

pengangkatan PLT Bupati Kabupen Buton Tengah juga berdasarkan Pasal 10

BRAWIJAYA
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Ayat - (2)" “‘Undang-Undang “Nomor 15 -Tahun’ 2014 ‘tentang’ Pembentukan

3
\:"!

Kabupaten Buton:Tengah Di Sulawesi-Tenggara; menyebutkan:

“sebelum_bupati-dan wakil bupati definitif sebagaimana dimaksud. padaayat
(1).terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mentri
dalam Negeri atas nama Presiden, mengangkat Penjabat Bupati. dari pegawai
negei sipil berdasarkan usulan Gubernur Sulawsi Tenggara dengen masa
jabatan paling lama 1 (satu) tahun.”

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Dimana 'pengangkatan 'tersebut sesuai kemampuan''dan-pengalamanjabatan
dalam ' bidang-pemerintahan (Ayat (3)); yang: kemudian  dilantik-oleh-Gubernur
(Ayat . (4)), dalam _perjalanan masa jabatan~ penjabat tersebut Gubernur
berkewajiban -~ memberikan -pendampingan- sebagai ‘bagian ' ‘dari-'pembinaan,

pengawasan, evaluasi-dan fasilitas terhadap penjabat bupati: (ayat, (6)), dan jabatan
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PLT ,akan berakhir setelah adanya bupati . definitif yang minimal dilakukan

2
i

pemilihan 2 tahun setelah ‘peresmian kabupaten Buton Tengah (ayat (1)).

Secara teoritis tentang pengisian jabatan dalam pemerintahan dapat dibagi

menjadi 2 (dua) bagian, Pertama pengisian jabatan dengan Pemilihan (elected)

| REPOSITORY.UB.ACID |

dan yang Kedua pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment). Pejabat

yang dipilih dengan model pemilihan (elected), dikategorikan sebagai pejabat
negara “political appointee”. Sedangkan pejabat yang pengisian jabatannya atas
dasar pengangkatan/penunjukan (appointment) atau dikarenakan murni karena

alasan administratif, dikategorikan sebagai pejabat negeri “administrative
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appointee”. Untuk itu, berbeda antara jabatan kepala daerah dengan PLT kepala

[ RePOSITORY.UB.ACID |

daerah dan juga berbeda kewenangan antar keduanya.
3.2.2. Tugas Dan Wewenang Pejabat Pelaksana Tugas Bupati
Seorang kepala -daerah - adalah ~pimpinan, yang - dapat- menentukan  untuk

memutuskan atau tidak memutuskan Kkebijaksanaan terhadap sesuatu  yang

BRAWIJAYA
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dianggap ‘dapat ‘mempengaruhi- jalannya sistem ' kepemerintahan ‘di “tempat “ia
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memimpin. Dikatakan hahwa: keputusan adalah *’pilihan nyata’,-ataupun keadaan
akhir, dari_suatu. proses. yang lebih- dinamis, yang diberi label -pengambilan
keputusan.®° ‘Namun’ kemudian" bahwa ‘keputusan berkaitan dengan ‘kekuasaan

yang dideskripsikan sebagai wewenang:sebagaimana yang dikatakan oleh Philipus

| REPOSITORY.UB.AC.D |

M. , Hadjon®! - untuk: . itu . penulis berpendapat. bahwa. baik - buruknya  suatu

pemerintahan akan bergantung-pada keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan:
Pada'/Pasal 65 ‘Ayat''(1) 'Undang-Undang 'Nomor /9 'Tahun 2015"tentang

Perubahan - Kedua. Atas . Undang-Undang - Nomor |23, -Tahun-. 2014 . tentang

Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah selain-sebagai wakil dari daerahnya,
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memimpin “pelaksanaan-pemerintahan; “membuat peraturan’ daerah, juga sebagai

o
i

yang bertanggungjawab untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat.
Tugas dan-wewenang PLT diatur pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan

Menteri Dalam ‘Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 74 ' Tahun 2016-tentang Cuti

| REPOSITORY.UB,ACID |

Diluar’ Tanggungan Negara -Bagi Gubernur: Dan Wakil Gubernur, Bupati: Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan;

(1)Pelaksana “Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan ‘Pelaksana
Tugas Walikota mempunyai tugas'dan wewenang:

130, 3, Salusu; Pengambilen Keputusen Stratejik: Wntuk Organisasi-Publikiden, Organisasi
Nonprofit, (Grasindo, Jakarta, 1996), hIm. 51.
1L Philipus M. Hadjon, “Tentang' Wewenang”,'Loc.cit., him. 1.
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a.. memimpin, pelaksanaan Urusan-Pemerintahan yang-menjadi-kewenangan
daerah. berdasarkan - ketentuan - peraturan | perundang-undangan-. dan
kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.: memelihara ketentraman.dan ketertiban masyarakat;

¢. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihgn.Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati. dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota: yang definitif serta
menjaga.netralitas Pegawai Negeri Sipil;

d., menandatangani_Perda tentang APBD dan  Perda tentang Organisasi
Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mentert;
dan

..melakukan ~pengisian “dan penggantian” pejabat berdasarkan ~Perda
Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan. tertulis dari Menteri.

(2)Dalam - melaksanakan - tugas . dan  wewenang . sebagaimana dimaksud
padaayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan
Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri. ™

[
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Batasan kewenangan PLT mengacu:pada Pasal 14-ayat (7)/UU No.;30 Tahun

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain itu mengacu pada Pasal 132 Ayat
(1)’ dan ' (2) Peraturan’ Pemerintah Republik Indonesia ‘Nomor 49 Tahun 2008
tentang ' Perubahan: Ketiga ' Atas Peraturan-Pemerintah. /Nomor 6 Tahun :2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah. yang menyatakan:
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(2)Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana
dimaksud-dalam:Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat'(4),
atau: yang “diangkat untuk mengisi -kekosongan . jabatan-kepala. daerah
karena:mengundurkan: diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon
kepala-daerahiwakil kepala daerah,-sertasKepala:daerah: yang diangkat
dari- wakil: kepala | daerah yang menggantiken - kepala, daerah -yang
mengundurkan diri; untuk mencalonkan/dicalonkan: sebagai calon kepala
daerah/wakil kepala daerah dilarang:

a.) melakukan mutasi.pegawai;

b. membatalkan: - perijinan - yang: -telah :dikeluarkan. -pejabat: sebelumnya
dan/atau - mengeluarkan-. perijinan,.yang . bertentangan.. dengan  -yang
dikeluarkan. pejabat sebelumnya;

¢.; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan
kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d.; membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan-dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

4
iy

| REPOSITORY.UB,ACID |
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(3)Ketentuan, -sebagaimana , dimaksud. -pada. - ayat . (1) -dapat - dikecualikan
setelahmendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri..”

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Dalam-Surat Keputusan‘Badan Kepegaiwaian Negara Nomor K26-30/V.20-
3/99 tertanggal 5 februari 2016, perihal-kewenangan Pelaksana Tugas disebutkan
bahwa, Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan

yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status -hukum-dan aspek
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kepegawaian, dan hanya bisa-mengambil keputusan dan/atau tindakan diluar. yang

3
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bersifat strategis.. Pada dasarnya perihal kewenangan yang.diberikan oleh PLT
telah “diatur ‘dengan “berbagai- kewenangan sampal pada batasan-nya. Hal- ini
ditujukan-agar tidak melampaui wewengan dari‘kepala ‘daerah definitif.

Namun. -kemudian-. .terdapat pandangan - tentang . beberapa :keterbatasan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kewenangan PLT Bupati berdampak pada efektifitas beberapa instansi daerah atau
yang ‘lainnya, sehinggah' membuat penyelenggaraan pemerintahan dan-pelayanan
publik berjalan: kurang-maksimal.**3-Pandang-tersebut. relevan -dengan. kondisi

yang.diperhadapkan dengan situasi rumit atas tuntutan antara batas kewenangan
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dan tuntutan -profesional ‘dalam jabatan, sehinggah 'terhadap penyelenggaraan

o
i

pemerintahan yang baik:(good governace) akan-kaku dengan posisi yang dilema.
3.3. Problematika Pemberhentian-, Sementara , Kepala Desa-, Tolandona

Matanaeo

| REPOSITORY.UB,ACID |

331 Kewenangan -Pejabat  Pelaksana: Tugas: Bupati ' Buton: Tengah Dalam

Memberhentikan Kepala Desa Tolandona Matanago

Philippe "Nonet dan ~Philip Selznick membedakan tiga “pernyataan-
pernyataan™ ' dasar- terkait'' hukum dalam-masyarakat ' (law=in-society):" hukum

sebagai - pelayan - kekuasaan -represif,> hukum: sebagai, : institusi. .tersendiri -yang

132 "Hartanti, Tinjauan Hukum ‘Pelaksanean Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt). Bupati
Dalam-Pelayanan Publik-Di-Kabupaten, (Jurnal unissula-09 feb'2016)
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mampu-menjinakan represi dan melindungi, integritas dirinya, dan hukum sebagali

[wa

fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial,3
Dalam kondisi-tersebut telah diatur dalam Pasal 65 ayat'(2) huruf d-dan e, UU
No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah -Daerah, yang menyatakan:

“Dalam_melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

daerah berwenang:

d.. mengambil tindakan tertentu. dalam.  keadaan mendesak .yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat,

e.. melaksanakan. wewenang lain = sesuai -dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”™

UNIVERSITAS
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Pada masa jabatan PLT Bupati kabupaten Buton Tengah bapak La Ode Ali
Akbar, telah terjadi persoalan di desa,Tolandona Matanaeo. Dimana terjadi aksi

protes ' yang “bermula “dari* kecurigaan--masyarakat ''terhadap ~penyalagunaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kewenang yang :dilakukan oleh: pak-Ardin: dan berujung pada: pemberhentian
sementara. Untuk dapat memberikan- jawaban. yang relevan .dan merujuk pada
kebenaran, untuk itu akan’ dijelaskan beberapa hal mengenai awal mula adanya

laporan masyaraka sampai pada dasar kewenangan penerbitan SK No. 307 tentang
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pemberhentian sementara kepala desa Tolandona Matanaeo.

4
iy

3.3.2. Laporan Masyarakat Mengenai Kecurigaan Penyalagunaan Kewenang
Oleh'Kepala Desa Tolandona Matanaeo
Kronologis dari kejadian- di-desa Tolandona-Matanaeo ;mengenai- kecurigaan

masyarakat terhadap Kinerja kepala desa, yaitu salah satu alasannya adalah bahwa

masyarakat jarang-dilibatkan' dalam rapat perencanaan ‘pembangunan’ desa dan

| REPOSITORY.UB,ACID |

selain itu BPD juga jarang dilibatkan.*** Sebagaimanaryang:suda penulis jelaskan

133"Raisul Muttagien, terjemahan’dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.cit.,’hIm
18.

134 Ervin, Munandar, Kuesiongr-Penelitian, Program-Studi Magister-limu-Hukum, Fakultas
Hukum, Universites Brawijaya (Persepsi Anggota BPD Desa Tolandona Matanaeo Mengenai
Pemberhentian’ Sementara‘ Kepala® Desa Tolandona'' Matanaeo' ‘Berdasarkan® Surat' ‘Keputusan
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secara singkat. mengenai. penyalagunaan-kewenang: yang dilakukan: oleh kepala

[ RePOSITORY.UB.ACID |

desa Tolandona Matanaeo pada judul sebelumnya, bahwa pak Ardin saat itu
dinilai telah°-melakukan 8 (delapan) bentuk ‘penyalagunaan wewenang.
Selain pada-BPD:masyarakat juga melaporkan kecurigaan-penyalagunaan

wewenang pak Ardin kepada pihak berwajib/berwenang diantaranya kepada pihak
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Kepolisian 1(satu kalt) dan Kejaksaan 2 (dua) kali yaitu pada tahun-2016 1(satu)

3
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kali 'dan' 2017 -1(satu): Kkali, dari -pihak -Kejaksaan sendiri baru ~dilakukan
pemeriksaan setelah terbitnya SK pemberhentian sementra pak:Ardin.
Yaitu pada tanggal 17 Mei 2017 dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Negeri

Buton dengan-Nomor surat R= ... /R3:18/Dek.3/05/2017; pihak BPD adalah:salah

| REPOSITORY.UB.AC.D |

satu yang . menerima-surat:panggilan:dari. Kejaksaan, tersebut. Namun. sebelum
dilakukan pemberhentian sementara _dan adanya pemeriksaan dari Kejaksaan,
terlebi 'dahulu ' dilakukan-nya 'pemeriksaan™oleh’ pihak/ Inspektorat Kabupaten
Buton Tengah karena adanya-desakan masyarakat kepada pemerintah-daerah.

Namun, sebelumnya BPD telah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3
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(tiga)-kali ‘dan' telah-melakukan' hearing ‘antara’ kepala ‘desa 'dan perangkatnya,

o
i

BPD, Babinkantipmas; serta-masyarakat desa di-kantor, desa. Hal ‘ini-dilakukan
BPD, untuk mendengarkan. pendapat Kepala desa terkait banyaknya laporan

masyarakat-mengenai- penggunaan ADD ‘dan DD tahun anggaran 2015 dan 20186,

| REPOSITORY.UB,ACID |

hearing tersebut dilakukan pada tanggal-21:Agustus 2016.

Kemudian adanya_demonstrasi yang. dilakukan oleh masyarakat. yaitu pada

tanggal 10 April 2017 yang dilanjudkan dengan hearing di DPRD “kabupaten

Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Buton - Tengah Nomor.307 Tertanggal 16 Mei-2017), Nara Sumber
Dalam Wawancara Tersebut Adalah BPD Desa Tolandona Matanaeo. Wawancara Dilakukan
Sabtu, 13 Juli-2029:
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Buton Tengah.'?® Berdasarkan hasil thearing masyarakat desa jbersama Komisi. |

[ RePOSITORY.UB.ACID |

DPRD. Kabupaten Buton Tengah,'* menghasilkan 3 (poin) penting diantaranya:
1. ' DPRD-akan-merekomendasikan “kepada ‘Badan' Pemberdayaan ‘Masyarakat
Kabupaten iButon Tengah .untuk’ melakukan audit  penggunaan; danadesa

Tolandona Matanaeo.
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2. ' DPRD akan' membentuk ' panitia  ‘khusus (PANSUS) ' untuk’ melaksanakan

3
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peninjauan lapangan sehubungan-dengan penggunaan-Dana:Desa Tolandona
Matanaeo Kecamatan Sangia Wambulu.
3. ” DPRD akan 'merekomendasikan  kepada pihak BPMD Kabupaten ‘Buton

Tengah:untuk: tidak “mencairkan ‘Dana 'Desa ' Tolandona Matanaeo tahun

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

anggaran 2017.

Audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Tengah
yaitu' pada ‘tangal 26-April 2017 yang diketuai 'oleh 'La’ Tanuru,**" dimana dari
pernyataan -singkat. ketua . Inspektorat-terdapat penggunaan keuangan ADD dan

DD tahun 2016 yang ada di desa Tolandona Matanaeo tanpa dibarengi dengan
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pembukuan/jurnal pertanggungjawaban pemakaian anggaran. Adnya pernyataan

o
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tentang penggunaan keuangan ADD dan DD yang tidak ada dalam pembukuan
administrasi desa, hal ini relevan dengan pertanyaan nomor 19 (sembilan belas)

dalam lembaran wawancara penulis.

| REPOSITORY.UB,ACID |

13_Rido, “Jumaddin 'Arif, Gara*GaraADD, Kades Tolandona’ Matanaeo Didemo! Warga,
https://inilahsultra.com/2017/04/10/gara-gara-add-kades-tolandona-matanaeo-didemo-warga/,
diakses pada tanggal 18 september 2018.

1361 _embaran-Surat’Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah, Kesimpulan
Rapat._Kerja>Komisi=: | -Bersama: Pengurus—-BPD- Dan' /Masyarakat- Tolandona:' Matanaeo
Kecamatan Sangia Wambulu, Labungkari 10-April 2017.

137 Anton, “Hasrin 1lmi, Merespon Demonstrasi” Masyarakat Desa Tolandona ‘Matanaeo
Terhadap Dugaan Penyalagunaan ADD dan‘DD; Proses 'Pemeriksaan-Keala Desa Dilakukan
Di Kantor Desa dan di Saksikan Oleh Masyarakat Desa,
https://baubaupost.com/2017/04/27/inspektorat-buteng-periksa-kades-toladona-matanaeo/, .di akses
pada tanggal 18 Setember-218.
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Bahwa adanya dokumen laporan pertanggungjawaban ADD.dan DD dari.desa

Tolandona Matanaea yang di copy paste dari laporan pertanggungjawaban desa
lain. Dalam' lembaran ‘catatan penulis saat' melakukan' wawancara ‘dengan ketua
BPD, dari 8 (delapan) poin penyalagunaan kewenang yang dilakukan kepala-desa

Tolandona Matanaeo salah satunya dapat penulis uraikan sebagal berikut:
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Adanya pembangunan Rumah Ibadah yang tidak masuk-dalam perencanaan
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pembangunan-desa, yang dimana pembangunan: Rumah Ibadah ini menggunakan

DD yang sebenarnya-tidak diperbolehkan. Hal ini disebutkan oleh Marwan Jafar

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Saat

berdialog dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Aparat Desa di

Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan bahwa "Tidak
boleh buat tempat ibadah. Dana desa buat pembangunan jalan atau irigrasi,” 138

Di sisi lain adanya pernyataan Bupati Kabupaten Tabalong, yang
menyebutkan bahwa “Kebijakan yang saya ambil, minimal 5 persen dari

pembangunan dana desa untuk rumah ibadah di pedesaan setingkat Langgar atau
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Mushalla desa, ”. Hal ini berdasarkan kebijakan Bupati dimana pertimbangannya

2
i

bahwa dengan DD yang di terima tiap desa di kababupaten Tabalong berkisar

paling sedikit Rp1,3 miliar dan paling tinggi Rp1,8 miliar pada tahun 2016.°

Berdasarkan-PP-No. 43 Tahun 2014 -dan-PERMENKEU “93/PMK.07/2015

disebutkan -secara -eksplisit bahwa DD: bisa digunakan untuk penyelenggaraan

| REPOSITORY.UB.ACID |

pemerintahan _desa lainnya dengan syarat setelah kegiatan prioritas.terpenuhi.

18 Erik Purnama Putra, Dana Desa tak Boleh Buat Bangun Tempat lbadah,
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/13/nul806334-dana-desa-tak-boleh-buat-
bangun-tempat-ibadah, diakses pada tanggal 18 september 2018.

139 Kusnadi, 5 Persen Dana Desa Untuk Rumah Ibadah, http://infopublik.id/read/186800/5-
persen-dana-desa-untuk-rumah-ibadah.html, diakses pada tanggal 18 september 2018.
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Namun-pelru -ada persetujuan. Kepala: Daerah: Tingkat 1l yang dapat -diwakilkan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).
Pembangunan-rumah'ibadah di desa Tolandona Matanaeo yang berdasarkan
catatan penulis, -bahwasanya pembangunan- rumah | ibadah  tersebut: selain -tidak

terdaftar dalam rencana pembangunan desa juga tidak,ada PERBUB mengenai hal
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UNIVERSITAS

tersebut ‘serta tidak’ mendapatkan' persetujuan dari'BPMPD:.' Pembangunan rumah

3
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ibadah di desa tersebuthanyalah-berdasarkan kehendak sepihak kepala desa.
Sehingga. sisa anggaran dari ;pembangunan ; rumah__ibadah yang. tidak
terselesaikan dikarenakan adanya upaya dari ‘masyarakat untuk menghentikan

pembangunan-tersebut, kurang lebih 120 Juta dialihkan pada pembangunan:rabat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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|

beton kantor desa, tandon (penampungan air bersih), dan per-pipaan.

Dari. 3 (tiga) perencanaan tersebut hanya rabat beton yang terselesaikan,
sedangkan ‘pengadaan 'tandon ‘'dan per-pipaan-untuk’penyaluran- air ‘bersibagi
masyarakat- desa  tidak -terselesaikan sampai ;pada jpemberhentian untuk: kedua

kalinya. Disini penulis hanya ‘mengambil salah satu. poin yang di rincikan dari
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beberapa ‘poin'penyalagunaan “kewenang -yang ' suda ‘disebutkan- sebelumnya

o
i

mengenai persoalan yang ada di desa Tolandona Matanaeo.

Adapun penyalagunaan: kewenang yang -dilakukan. kepala desa dalam poin

| REPOSITORY.UB,ACID |

lainnya seperti pengalihan‘pembangunan fisik ‘yang tidak sesuai perencanaan, hal

ini: berkaitan dengan pembangunan gedung sanggar 'seni dan-budaya yang dalam

perencanaannya. . adalah = gedung baru__namun, pada. _realisasinya hanya
merehabilitasi- rangka dan atap’ gedung lama. Oleh karena penulis  bukanlah

penyidik yang berwenang, sehinggah cpendekatan kasus<-ini dilakukan'sekedar
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memberikan -gambaran -sebagai -penjelasan, sebab-musabab - adanya persoalan di

[ RePOSITORY.UB.ACID |

desa Tolandona Matanaeo.
Menurut chakrabarty'dan’chand,***“mengenai interaksi-masyarakat sehari-hari
dengan pemerintah. Terdapat interaksi yang dilakukan secara terpisah atau secara

berjenjang, sampal pada tingkat dimana emosional masyarakat diaplikasikan
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dengan demonstrasi yang terkadang membuat berbagai kerusakan dengan tujuan
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untuk menegur ‘pejabat-pemerintahan: yang-telah dianggap mengabaikan proses
interaksi - sebelumnya., Hal itu pula-lah yang telah terjadi pada masyarakat desa
Tolandona Matanaeo yang menginginkan pemberhentian kepala desa-nya.

3.3.3. Problematika: Kewenangan Pejaat ‘Pelaksana' Tugas Bupati' Untuk

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Memberhentikan. Sementara Kepala Desa

Adanya Kualitas yang dibutuhkan dari kinerja-pemerintah menjadi suatu tolak
ukur ‘apakah’kemudian ‘sistem/pemerintahan ‘itu’ telah dijalankan-sesuaiharapan
masyarakat sebagaimana, ketentuan Pasal, 20 undang:undang. tentang pemerintah

daerah, bahwa asas “tugas pembantuan™ menjadi . pedoman penyelenggaraan
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pemerintah-daerah; yang dimana tujuan-dari “tugas’ pembantuan” ‘adalah untuk

o
i

menciptakan -pemerataan pelayanan oleh -pemerintah. Ditegaskan-dalam: Pasal 58
bahwa. penyelenggaraan pemerintahan memastikan, adanya . kepastian hukum;

tertib-penyelenggara negara; kepentingan -umum; Keterbukaan; proporsionalitas;

| REPOSITORY.UB,ACID |

profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.

Jika didasarkan -pada kewenangan kepala daerah dalam. mengambil suatu
kebijakan terkait persoalan yang terjadi dalam lingkup daerah™kepemerintahan-

nya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya:

140 Chakrabarty dan Chand (2012) dalam Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Op.cit., him.
111
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1., Bahwa- pemerintah-.perlu. memahami- kondisi dari. lingkungan: sekitar. dan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

kondisi perkembangan masyarakat, hal ini ditentukan dari kebiasaan dan
pemahaman masyarakat mengenai-peraturan yang berlaku.
2., Bahwa-pemerintah perlu-membedakan antara masalah- subtantif -dan masalah

politik,2*! pembedaan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektif-nya
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dalam ber-negara. Hal ini secara umum-digambarkan-dalam ketentuan ‘Pasal

3
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65 Ayat (1) huruf /b, UU:No. 9 Fahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
UU. No, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, .dimana_disebutkan
“b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;”

Hal tersebut-relevan dengan: slogan: yang di buat oleh-Sjahran Basah, bahwa

| REPOSITORY.UB.AC.D |

“memang.kemakmuran dibutuhkan, akan tetapi keadilan lebih:dibutuhkan .
Penulis berpendapat bahwa keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban,
dimana’ kewajiban “dari “pemerintah -memaksimalkan—pelayanan. ‘Kemudian
hak.dari masyarakat adalah dapat.menikmati-hasil-dari. pelayanan; sebaliknya

masyarakat berkewajiban mendukung tujuan pemerintah dan hak pemerintah
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adalah~ 'mendapatkan''dukungan “tersebut. ' Jika ''antara'“maSyarakat - dan

o
i

pemerintah tidak terdapat:sirnergisitas akan menyebabkan ketidak patuhan.
3.~ Bahwa pemerintah perlu lebih fleksibel, efisien, responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, “sehinggah ‘dapat memberikan solusi' konkrit* dalam' ‘berbagai

| REPOSITORY.UB,ACID |

persoalan-yang dihadapi-masyarakat dan bukan' sekedar:solusi transaksional.

Seperti._pendapat, bahwa _organisasi _publik, akhirnya  terdorong.  untuk
meningkatkan kreativitas; “lebih “responsif terhadap tuntutan “masyarakat,

sekaligus memperbaiki kualitas untuk menjawab. tuntutan tersebut; 42

141 Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu'Juwono, Loc,cit., him. 98,
142 Amy Y-S -Sri-Rahayu, Vishnu Juwono, ‘Loc:cit.; hIm. 108.
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Namun.bagaimana jika untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam. lingkup

[ RePOSITORY.UB.ACID |

daerah kepemerintahan-nya, kepala daerah tersebut tidak memiliki kewenangan
atau dengan kata lain-adanyakewenangan ‘'yang terbatas/dibatasi. Sebagai contoh,
pemerintahan -kabupaten: Cianjur**® yang -dinilai- jalan ditempat/stagnan, selama

beberapa bulan, hal.yang mendasari penilaian- tersebut adalah tidak adanya

BRAWIJAYA
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aktifitas' pembangunan “oleh~pemerintah- kabupaten- Cianjur dan dari ‘berbagai
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perencanaan: yang- ada  dalam laman- Layanan Pengadaan: Secara: Elektronik
(LPSE) hanya satu yang terealisasi itu-pun masih sebatas seleksi.
Stagnasi kinerja pemerintahan di kabupaten Cianjur berawal dari Bupati

Cianjur yang ‘terkena Operasi ' Tangkap: Tangan (OTT) KPK, yang kemudian ‘di

| REPOSITORY.UB.AC.D |

gantikan .oleh. .PLT.pertanyaan-nyakemudian..apakah . stagnasi jpemerintahan
kabupaten Cianjur disebabkan karena 'kepala™ daerahnya yang berstatus PLT
ataukah ' ketidak “siapan-dinas ‘terkait' dalam''menjalankan 'sistem ‘pemerintahan
Cianjur?; hal-ini-menjadi polemik dalam sistem-pemerintahan.kabupaten Cianjur.

Terkait kasus yang menjadi bahasan penulis, dalam undang-undang tentang
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Pemerintahan-Daerah, Pasal 65 ayat (2) huruf e disebutkan-bahwa salahsatu‘tugas

o
¢

kepala -daerah: adalah - “‘melaksanakan- wewenang |lain  berdasarkan -ketentuan
peraturan perundeng-undangan”. - .Mengenai - ketentuan .. tersebut penulis

berpendapat bahwa maksud Pasal 65 ayat(2) diatas berhubungan dengan‘Pasal 40

| REPOSITORY.UB,ACID |

ayat (3) undang-undang- tentang desa-bahwa sahnya sanksi- administratif tentang

pemberhentian akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, namun apakah status kepala

daerah sebagai PLT tidak dapat menjalankan perintah-undang-undang tersebut?.

143\ Wawan, Pemkab DinilaiJalan di Tempat, Apa Saja Sih-Kewenangan'Plt Bupati Cianjur,
http://maharnews.com/berita/detail/pemkab-dinilai-jalan-distempat-apa=saja-sih=kewenangan=plt=
bupati-cianjur, diakses pada tanggal 20 juli 2019
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Poin: dari-pengaturan tentang penyelenggara negara adalah untuk-terciptanya

[ RePOSITORY.UB.ACID |

kepatuhan dan ‘“untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat;’’ -dengan- “prinsip, demokrasi, pemerataan, keadilan, dan-kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan:Republik-Indonesia;” Dari beberapa

aturan yang mengatur.secara umum tentang PLT yaitu diantaranya:
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Berdasarkan-undang-undang tentang-administrasi pemerintahan (UU No. No.

3
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30" tahun' 2014) -Pasal; 14 Ayat (1), Ayat>(2) huruf b, undang-undang tentang
pemerintah daerah (WU No; 23 tahun 2014) Pasal 86 Ayat (3),; Ayat.(5), undang-
undang tentang Pembentukan - Kabupaten Buton Tengah Di Sulawesi Tenggara

(UU No: 15 tahun 2014) Pasal 10 Ayat (2); Ayat (3), Ayat (4), Ayat (6), Peraturan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan. Pengangkatan, -Dan.Pemberhentian
Kepala Daerah Dan Wakil -Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) Pasal 131
Ayat'3, PERMENDAGRI'No. 74 tahun"2016; Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal'7
Ayat|(1); dan-yang terakhir. Surat Kepala Badan. Kepegawaian Negara Nomor. :

K.26-30/V.20-3/99, Tanggal : 5 Februari 2016, dalam angka 2 (dua) huruf a.
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Dalam-aturan-yang-telah disebutkan diatas ‘secara’ umum ‘disebutkan ' bahwa

o
i

pengangkatan- PLT - Bupati-, dikarenakan, - terjadi | kekosongan- pada . jabatan
Bupati/Wakil -Bupati, dimana kekosongan tersebut dikarenakan adanya

pemberhentian 'sementara’ atau’ pemberhentian‘tetap “atau’ adanya otonomi daerah

| REPOSITORY.UB,ACID |

baru.. Selanjudnya: pengangkatan tersebut <berdasarkan cusulan- Gubernur; dan

ditetapkan oleh MENDAGRI untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Pembatasan ‘kewenangan PLT atau dengan kata lain larang bagi PLT dalam

menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah-telah diatur dalam:
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UU, No. 30 tahun 2014 Pasal 14 ayat (7); PP. No. 49 tahun 2008 Pasal 132

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Ayat (1), Ayat (2), Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2), PERMENDAGRI No. 74
Tahun 2016 Pasal* 9~ Ayat (1) ‘dan ‘ayat'(2), SK' Badan“Kepegaiwaian  Negara
Nomor K26-30/V.20-3/99 | tertanggal -5, februari 2016, Dalam aturan-aturan

tersebut secara. umum_memberikan larangan bagi PLT untuk tidak melakukan
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“keputusan-dan/atau tindakan yang bersifat strategis”, namun keputusan/tindakan
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tersebut diperbolehkan jika mendapatkan persetujuan tertulis dari:menteri.
Alasan  dari_ pembatasan  kewenangan tersebut. dikarenakan rjabatan PLT
merupakan jabatan 'mandat. Namun apakah untuk’mengambil keputusan' strategis

sebagaimana yang- dimaksud: wajib menunggu persetujuan tertulis dari'menteri

| REPOSITORY.UB.AC.D |

sebelum :adanya tindakan?: dan, berapa. lama. untuk. mendapatkan: persetujuan
tersebut setelah ‘adanya” usulan penggunaan keputusan dan/atau tindakan yang
bersifat strategis?. Lalu bagaimana jika ada tindakan PLT ‘yang tanpa persetujuan
tertulis dari-menteri?; Penjelasan mengenai pertanyaan tersebut:tidak diatur, secara

tegas. dalam semua peratur yang mengatur tentang PLT.
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Pengecualian 'yang-di' ‘berikan kepada PLT ‘setelah-mendapat 'persetujuan

o
i

tertulis dari-mentri” sebagaimana yang.diatur dalam PP No; 49 tahun 2008 Pasal
132A ayat (2) dan PERMENDAGRI No. 74 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (1) huruf d

dan huruf'e, penulis berpendapat dalam rumusan tersebut tidak berkaitan dengan

| REPOSITORY.UB,ACID |

pemberhentian kepala desa:

Pada. intinya _bahwa seorang PLT.  dilarang mengambil . kebijakan yang
bertentangan dengan pejabat - sebelumnya, “dimana hal-hal" yang " dikecualikan
tersebut’ hanya 'berkaitan dengan mutasi kepegawaian, membatalkan: perijinan

dan/atau mengeluarkan perijinan, membuat kebijakan;pemekaran daerah baru.dan
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yang terakhir-adalah-tentang penggantian pejabat berdasarkan: Peraturan Daerah

[ RePOSITORY.UB.ACID |

(PERDA). Mengenai penggantian pejabat berdasarkan PERDA, kurang lebih-ada
9 Pasal dalam-UU Desa yang menyebutkan “pengaturan lebih lanjud-diatur dalam
PERDA?. Tetapi; tidak -ada satu, Pasal-pun-yang menyebutkan: pengturan -lebih

lanjud mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam PERDA.
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Selain “itu’ problem-lainnya“ada pada PERMENDAGRI-No 74-tahun 2016,
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Pasal 9:ayat:(1) huruf b, dimana disebutkan:

“(1). Pelaksana Tugas. Gubernur; Pelaksana Tugas. Bupati, dan Pelaksana
Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;”

Jika dikaitkan-dengan apa yang menjadi-bahasan-penulis; untuk-tindakan dari

| REPOSITORY.UB.AC.D |

PLT | memberhentikan--sementara kepala desa rtidak perlu. lagi 'mendapatkan
persetujuan_menteri.-Sebab sikap tindak PLT untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban' masyarakat dengan’ dasar membuktikan “laporan -masyarakat ‘terlebih
dahulu melalui pemeriksaan Inspektorat. Tetapi merujuk pada apa yang dikatakan

oleh Indraharto,}** bahwa tanggungjawab kewenangan atas dasar -mandat _masi
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tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

o
i

Dan atas dasar: Pasal 14 ayat (7) UU No. 30 tahuni2014:tentang administrasi
pemerintahan,. dengan rumusan.yang:lebih luas bahwa PLT.atau pejabat.yang

mendapatkan wewenang secara mandat tidak berwenang mengambil keputusan

| REPOSITORY.UB,ACID |

dan/atau 'tindakan ‘yang-strategis' yang berdampak’ pada perubahan ‘status’hukum

pada | aspek- organisasi. -Maka  pemberhentian :kepala desa. Tolandona-Matanaeo

tidak boleh dilakukan, sebab berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferior.

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Loc,cit., him.-104.
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Pada  dasarnya ‘ketika -suatu peraturan : perundang-undang- dipertanyakan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

efektivitas-nya . dalam penerapan di. kehidupan® sosial, maka akan ada dua
kemungkinan -yang menjadi sebab dari peraturan perundang-undangan' tersebut
kurang efektiv, Pertama; peraturan tersebut dirumuskan dengan:baik:namun-pada

pelaksanaannya. terdapat kelalaian dari pihak.yang menjalankan aturan tersebut
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dan yang Kedua, adalah terdapat kekeliruan ‘atau kekurangan dalam perumusan
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noerma hukum:dari-suatu peraturan perundang-undangan itu-sendiri.
Mengenai dua sebab tersebut, terdapat berbagai alasan yang mendukungnya.
Salah satu “diantaranyan ' yang “dapat’ penulis ‘sebutkan' yaitu terdapat ketidak

sepahaman:baik dalam- perumusan ‘norma:atau" dalam. proses ‘pelaksanaannya

| REPOSITORY.UB.AC.D |

sendiri - sehinggah. rmenyebabkan konflik. ‘kepentingan. ..antara - kepentingan
demokrasi dan kepentingan politik. Kekeliruan -penempatan. kata dalam suatu
pasal.-dalam' ‘undang-undang' ‘akan memberikan implikasi “yang berbeda atau
terdapat tafsiran yang-meluas. Batasan-kewenangan PLT yang diatur secara umum

tidaklah dapat menjawab tantangan bagi administrasi pemerintahan.
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I-Nyoman' ‘Nurjaya'® ' mengatakan' bahwa hukum''sebagai' ‘alat’ perekayasa

o
i

sosial, 'yang, mengandung  arti -bahwa- perundang-undangan 'bukanlah ; sekedar
mencari . Ketaatan dari rakyat namun perundang-undangan dibuat -~ untuk

menciptakan kepastian “juga“keadilan: Sehinggah jika merujuk pada‘apa“yang
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dikatakan oleh John Stuart Mill (1986)1¢ “Keadilan bukan: hanya-berisi apa yang

benar . untuk _dilakukan,  atau, tidak. dilakukan, nhamun _juga . sesuatu. yang

memperbolehkan orang Tain mengklaim dari Kita sesuatu sebagai hak moralnya.”

145°1' Nyoman Nurjaya, dalam Perkuliehan Hukum Dan'Perubahan Sosial, telah menjelaskan
bahwa. tujuan-dibuatnya hukum/ sebagai alat untuk membentuk atau’ mengatur-perilaku 'manusia,
(Magister limu Hukum, Universitas-Brawijaya; semester 2:.;maret 2018).

146 “John Stuart Mill dalam Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, di terjemahkan dari’ Six
Theoris of'Justice' (1986), cetakan ke'5; Op.cit:; him.21.
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Oleh karena-itulah-bahwa mengenai sah tidaknya pemberhentian kepala desa

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Tolandona Matanaeo, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan satu sudut
pandang saja, atau-dengan kata lain diperlukan kajian-lagi mengenai-alasan-alasan
pemberhentian 'sementaranya.. Hal ini- diperlukan | untuk. /menjawab tantangan

pemerintahan selama dijabat oleh PLT, sebab adanya PLT bukan sekedar mengisi
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kekosongan ‘jabatan -namun-dia harus 'mampu’ menutup- berbagai- celah “yang
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melemahkan kinerja administrasi:pemerintahan.
3.4. Tindakan Pemerintahan Dalam Prespektif Keadilan
34:1. Pengertian Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum: atau’ pendukung

| REPOSITORY.UB.AC.D |

hak. dan kewajiba.. Ada. beberapa tindakan.yang dilakukan. pemerintah. sebagai
subjek hukum, baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum
(rechtshandelingen). — Tindakan- nyata adalah’ ' tindakan-tindakan " yang -tidak
memiliki: . relevansi- dengan: hukum, wuntuk. itu-tindakan ini-tidak menimbulkan

akibat-akibat hukum.*’
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Sedangkan ' tindakan'‘hukum adalah“tindakan-tindakan ' 'yang - berdasarkan
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sifatnya, dapat - -menimbulkan -akibat hukum, -tertentu;, - atau -tindakan  -yang
dimaksudkan untuk -menciptakan hak dan kewajiban.}*® Akibat -hukum yang

ditimbulkan dari‘tindakan hukum administrasi menimbulkan penciptaan -hubungan
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hukum baru; perubahan atau pengakhiran hubungan hukum-yangada. Hal tersebut

terjadi. karena peraturan hukum bergerak mengatur. atas. peristiwa_hukum*°

dengan syarat yang telah ditentukan dan ada pada peristiwa tersebut.

17 C1J.NVersterden dalam'Ridwan' HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta:
Raja Grafindo-Persada; 2011), him.-109.

148 R.J.H.M. Huisnan dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, |bid, him. 110.

149'Qatjipto Rahardjo, Hmu'Hukum; Cetakan-Ketujuh;-Loc.cit., hIm. 35:
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Maka dengan demikian bahwa pertanyaan:hukum atas persoalan yang muncul

[ RePOSITORY.UB.ACID |

tidak sekedar mengharapkan tindakan nyata, namun lebih dari itu bahwa keadilan
dengan 'berbagai -pertimbangan-pun “jadi- -poin » utama’ “dalam - menyelesaikan
persoalan terebut.**® Untuk itu akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen) nya;*>!

1. - Jika menimbulkan perubahan pada hak, kewajiban dan kewenangan yang ada.
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2. 7 Jika menimbulkan perubahan hukum bagi seseorang atau-objek yang ada.

3
ﬁ"!

3. Apabilah-terdapat hak-hak, kewajiban; -kewenangan ataupun status: tertentu
yang ditetapkan.
Oleh karena dari pernyataan sepihak ‘'yang dilakukan oleh organ pemerintahan

sebagai tindakan-hukum;, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung

| REPOSITORY.UB.AC.D |

cacat; seperti kekhilafan. (dwaling), penipuan. (bedrog), paksaan (dwang) .dan lain
sebagainya yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah.

Tindakan® hukum "administrasi yang “bersifat mengikat™2" dapat mengikat
warga negara tanpa perlu, ada persetujuan. terlebih dahulu dari warga:negara yang

bersangkutan. Sebab hubungan hukum publik itu bersifat sub ordinatif, bahwa
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pemerintah-yang-dilekati dengan kekuasaan publik- memiliki'kewajiban mengatur.

o
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342! Unsur:Dan Macam-Macam Tindakan-Hukum Pemerintah
Tindakan yang dilakukan pemerintah atau administrasi. negara dalam hal

mengatur dengan maksud  untuk ‘menimbulkan ‘akibat-akibat' hukum, untuk itu ‘ada

| REPOSITORY.UB,ACID |

nnsur-unsur:-yang harus dipenuhi-oleh-pemerintah atau administrasi negara: Dalam

hal ini_disebutkan ole Muchsan, unsur-unsur. dari,tindakan hukum pemerintah

yaitu sebagai berikut:

150°3atjipto Rahardjo, Op.cit., him. 170.

151 H.DY/ van-Wijk/Willem 'Konijnenbelt ‘dalam’'Ridwan' HR, Hukum' Administrasi Negara,
Op:citl, him. 111.

152 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011),-him.112.
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1., Perbuatan: itu, dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagali

[ RePOSITORY.UB.ACID |

penguasa maupun sebagai alat pelengkap -pemerintah . (bestuursorgance)
dengan-prakarsa ‘dan tanggungjawab sendiri;
2. Perbuatan: ' tersebut, . dilaksanakan. - dalam rangka menjalankan.  fungsi

pemerintah;
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3. Perbutan “tersebut  dimaksudkan ' sebagai sarana-untuk’ menimbulkan' akibat

3
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hukum-di-bidang-hukum administrasi negara;
4. Perbuatan ..yang- bersangkutan . dilakukan_ dalam . rangka jpemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat.'®

Sebagai negara hukum yang menjunjung:tinggi asas legalitas bahwa apa yang

| REPOSITORY.UB.AC.D |

dikatakan . Muchsan -perlu : memiliki-dasar.. hukum idari . peraturan. perundang-
undangan yang memungkinkan perbuatan tersebut. Untuk itu penulis mencoba
membuat ' kerangka “tindakan 'hukum “PLT ' 'kabupaten’/‘Buton “Tengah'' dalam
perspektif . kewenangan, . bahwa . apakah- kemudian kewenangan PLT, .tersebut

relevan dengan tindakan  hukum-nya vyang telah = dituangkan . dalam ‘SK
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pemberhentian 'kepala ' desa Tolandona-Matanaeo. Tindakan hukum'pemerintah

o
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dikatakan -tanpa -dasar- kewenangan -apabila tanpa dasar peraturan. perundang-
undang, adapun. kerangka yang dilihat dari prespektif kewenangan yaitu sebagai

berikut!®*:
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1. Tidak berwenangan dari segi wilayah (onbevoegdheid naar tijd);

Hal ini berkaitan.dengan penempatan kewenagan PLT dalam suatu wilayah,
terlepas  dari pengertian ~pengangkatan PLT untuk mengisi ~Kekosongan

jabatan-sebagaimana yang diatur-dalam-UU No. 30 tahun:2014, PP’/ No. 49

153 Muchsan dalam Ridwan HR, Ibid, him..113.
14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Loc.cit., hIm.-113.
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tahun ,2008:dan PERMENDAGRI No.. 74 tahun 12016. Berdasarkan -UU, No.

[ RePOSITORY.UB.ACID |

15 tahun 2014, bahwa terdapat kewajiban untuk mengangkat PLT kabupaten
Buton “Tengah ‘sebelum- dilakukannya- pemilihan “2°' (dua)- tahun " setelah
diresmikannya kabupaten, Buton Tengah.

Hal ini_menunjukan bahwa kewenangan bapak La Ode Ali Akbar sebagai
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PLT bupati Buton Tengah didasarkan-pada’ UU-No. ‘15-tahun 2014 tentang
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Pembentukan ‘Kabupaten:Buton Tengah:di PropinsiSulawesi. Tenggara; dan
kedudukan desa Tolandona Matanaeo di wilayah kabupaten Buton Tengah.
2. - Tidak berwenang dari segi-waktu (onbevoegdheid ratione temporis)

Dalam:konteks waktu 'yang menjadi: subtansinya adalah 'masa jabatan PLT

| REPOSITORY.UB.AC.D |

dan.persoalan yang sedang dihadapi saat.itu. Kewenangan menjabat hapak. La
Ode Ali Akbar dari tanggal 20 september 2016 sampai tanggal 21 mei 2017,
pemberhentian: kepala 'desa Tolandona Matanaeo 'yaitu' 16 mei 2017 'Secara
waktu kewenangan-nya telah sesuai-karena-masih; dalam: masa jabatannya,

jika dibuat dalam skema ‘tertentu. Maka_ini tidak hanya dilihat dari masa
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jabatannya, namun dapat dilihat dari hal-hal 'yang ' mendukung diterbitkan SK

o
i

No..307 tanggal 16 mei 2017 tentang pemberhentian sementara tersebut.
Sebagaimana yang dikatakan oleh John Stuart Mill*™> bagaimana kemudian

prespektif ' kewenangan “ini- dapat -dimaknai - keadilan ' yang- sesuai * dengan

| REPOSITORY.UB,ACID |

tindakan yang: memaksimalkan kemanfaatan: untuksemua; baik rpemerintah

daerah,. desa dan.masyarkat di. kabupaten Buton Tengah. ;Secara tidak

langsung - sudut “pandang “yang ' digunakan' disini “adalah® sebab akibat

155" John Stuart Mill _dalam Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, di_ terjemahkan dari’ Six
Theoris of Justice' (1986), cetakan ke'5; Loc.cit:; him:236.
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diterbitkan ‘dan tidak. diterbitkannya SK ;pemberhentian: tersebut, untuk itu

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dapatlah penulis uraikan sebagai berikut:
a. Dalam-ruang lingkup yang lebih kecil telah terjadi penyegelan kantor desa
Tolandona Matanaeo pada tanggal 23 april 2017. Penyegelan kantor-desa

memberi konsekuensi pada kinerja pemerintah desa yang akan terhenti, hal
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ini" berdasarkan “waktu' ‘berhentinya ~aktifitas' pemerintahan-desa ‘dalam
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jangka-waktu-beberapa hari, minggu atau beberapa -bulan. -Maka: bukan
tidak _mungki- berapa . lamapun_terhentinya , aktifitas pemerintahan desa
Tolandona Matanaeo akan berhubungan dengan berbagaiaktifitas lainnya.

b. Dalam: ‘ruang: ' lingkup ' ~yang- debih- 'luas, ' dapatlah 'dilihat ~dari: aksi

| REPOSITORY.UB.AC.D |

demonstrasi yang telah. terjadi-sebelum: penyegelan kantor.desa yaitu pada
tanggal 10 april 2017. Konsekuensinya berkaitan dengan informasi yang
meluas; walaupun'dalam-skala Provinsi‘saja.. Namun yang-perlu’ diketahui
adalah. terdapat 15  kabupaten: dan-2:kota serta 1953 -desa: di. provinsi

Sulawe Tenggara.'® Akses informasi dari-media bukan lagi sesuatu yang
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sulit; dimana - akan' ‘ada berbagai ' penilaian’ ' yang -~akan ‘menimbulkan
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keraguan dari kinerja pemerintah.itu sendiri:
Penilaian tersebut dalam pandangan intelektual maka alasan sederhananya

akan merujuk-dari‘pengaturan kewenangan PLT yang-ada dalam’peraturan
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perundang-undangan. - Kemudian rdari pandangan masyarakat: yang -lebih

mudah_menyerap. opini. dan mengembangkan opini, akan menimbulkan

penilaian‘untuk meragukan kinerja pemerintah. Dalam skala dunia minat

156 Jumlah 'Kabupaten/Kota''dan,/'Desa di.‘Provinsi ‘Sulawesi' Tenggara-Dapat’ Dilihat’ Pada
Websaid Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara,
https://sultra.bps.go.id/statictable/2018/01/23/118/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-
kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2016.html,-diakses pada-tanggal 29 ‘agustus 2019:
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baca. masyarakat, Indonesi hanya-0,001% hal ini. berdasarkan -hasil riset

[ RePOSITORY.UB.ACID |

yang dilakukan oleh- UNESCO" perbandingannya dari 1 juta masyarakat
Indonesi‘hanya satu yang-minat membaca.
Artinya hal: inirjelas dalam tataran masyarakat, pengembangan informasi

akan menjadi penilaian yang sensitif mengenai Kinerja pemerintah, dalam
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pandangan - yang ' lebih~ sederhana ~mengenai penilaian’ ‘sensitif -~ oleh
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masyarakat-dapat penulis: katakan yaitu, bahwa masyarakat febih menilai
bagaimana keadilan bagi mereka dengan kondisi mereka.
Oleh karena fungsi administrasi negara untuk memberi pelayanan kepada

masyarakat. Maka kata pelayanan dalam konteks menyelesaikan persoalan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

berkaitan dengan fungsi peradilan yang akan dijalan administrasi
pemerintahan. Hal ini pun dapat merujuk pada Pasal 3 UU No. 30 tahun
2014, bahwa tujuan undang-undang administrasi adalah menciptakan
kepastian - hukum; , (huruf b) memberikan pelindungan, -hukum. kepada

warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; (huruf e). memberikan
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pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat (huruf g).

o
i

Dalam pandangan penulis bahwa kewenangan PLT:Bupati-kabupaten Buton
Tengah dalam segi waktu telah. tepat untuk mengambil tindakan hukum

memberhentikan-sementarakepa* desa ‘dengan -dasar- pertimbangan kondisi

| REPOSITORY.UB,ACID |

yang telah terjadi, bahwa “syarat tertulis” dari undang-undang yang dikatakan

oleh Satjipto Raharjo sebagai pengerak untuk mengatur-pun telah terpenuhi.

157 Evita/Devega, TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos
TEKNOLOGI  Masyarakat Indonesia:  Malas Baca Tapi Cerewet di  Medsos,
https://kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-
cerewet-di-medsos/0O/sorotan-media; diakses'pada-tanggal 29 agustus'2019.
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Hal ini-pun untuk membuat output dari pemerintah kepada masyarakat bahwa
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fungsi peradilan dijalankan sehinggah stagnast pemerintahan tidak terjadi.
Perintah dalam Pasal 40-ayat (3) UU'No. 6'tahun'2014; secara-lagal formal
merupakan | - kewajiban - bagi Bupati/Walikota  untuk : ~memberhentikan

sementara - kepala desa sebagai, bentuk pemberian sanksi .administratif.
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Kemudian kewajiban tersebut dapat-merujuk pada Pasal 40 ayat (2), bahwa
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kepala-desa -diberhentikan sementara “karena” salah satunya: dalam: huruf-d
“melanggar. larangan sebagai kepala desa.”
Penggunaan kata “karena™akan merujuk'pada penilaian dari perbuatan kepala

desa, . penilaian " tersebut:' dasarnya  adalah  hasil" pemeriksaan ' Inspektorat

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kabupaten :; sebagai. . .lembaga pengawas .. intern. . pemerintah. . .Kemudian
Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 40 ayat (3) sebagai
syarat sah-nya pemberhentian sementara kepala desa juga tidak dibatasi hanya
boleh dilakukan oleh bupati definitif saja.

3. * Tidak berwenang dari segi- materi (onbevoegdheid ratione materi)
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Dalam-UU 'No. ‘30 tahun 2014, Pasal’ 14 telah-menjelaskan- bahwa' jabatan

o
i

PLT adalah jabatan,mandat (ayat (1)), dan,terdapat larangan. baginya untuk
“...mengambil Keputusan “dan/ateu tindakan yang bersifat strategis yang

berdampak ‘pada perubahan status hukum...”” (ayat' (7)), namun-kewenangan

| REPOSITORY.UB,ACID |

tersebut tidak terbatas disitu. Artinya bahwaada kewenangan-lain yang harus

dijalankan untuk, dapat memberhentian sementara kepala desa_yaitu akan
merujuk pada’ Pasal ‘40 -ayat (3), karena *“pemberhentian” kepala desa...

ditetapkan oleh Bupati/WaliKota™.
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Hal ini.-sebagai - konsekuensi dari. kewenangan -pemerintah daerah  untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud dari Pasal 115,
bahwa “pemerintah - daerah ~kabupaten “mengawasi" pengelolaan “Keuangan
Desa dan-pendayagunaan: Aset Desa;” (huruf g) dan ‘memberikan sanksi atas

penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai.dengan_ ketentuan
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peraturan perundang-undangan.” (huruf n).
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Dengan: kata lain bahwa:undang-undang desa ' memberikan kewenangan:bagi
kepala daerah tanpa .membatasi kewenangan ;atribusi, . delegasi ataupun
mandat untuk dapat menjalankan ‘tugas yang diberikan ‘oleh undang-undang

desa 'sebagai’ hubungan ‘kausal (sebab akibat). Hal tersebut sesuaiwdengan
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Pasal 1 angka 2-UU. No., 30 tahun. 2014, mengenai ‘‘fungsi pemerintahan”
untuk mengatur, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan ayat (2) bahwa:

“(1); Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-
Undang iniimeliputi-semua aktivitas:

a.1 Badan.dan/atau-Pejabat Pemerintahan- lainnya: yang :menyelenggarakan
Fungsi.. Pemerintahan.: yang disebutkan: Undang-Undang. . Dasar. . Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau-undang-undang.

(2)..Pengaturan -Administrasi Pemerintahan sebagaimana. dimaksud pada
ayat. (1)._mencakup. tentang hak  dan kewajiban pejabat. pemerintahan,
kewenangan . pemerintahan, diskresi,. penyelenggaraan. —administrasi
pemerintahagn, - prosedur  administrasi pemerintahan, -, keputusan
pemerintahan, upaya  administratif, pembinaan dan pengembangan
administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.”
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Terdapat pendapat ‘bahwa ada perbedaan antara’ konsep hukum dan konsep
undang-undang, konsep ‘undang-undang- berorientasi’pada’ asas legalitas dan
konsep.hukum berorientasi-.pada: asas negara hukum yang.tidak. legalistik

dalam cara pandang ontologis legal positivism.
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Pendapat- tersebut - dikemukakan oleh- Roscoe Pound- “...: tuntutan . keadilan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

yang harus, lebih diutamakan dari pada undang-undang yang  orientasinya
lebih 'ke arah-membatasi tindakan-subjek hukum'dalam'rangka peace and
order”1*8-<oleh ‘karena -itu-dalam-hubungan, fungsional keduanya, hukum

harus menjadi dimensi etis atau, moral dari undang-undang agar undang-
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undang- tidak jatuh~pada’ kesewenang-wenangan... otorisasi oleh ‘hukum' ini
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dapat -membenarkan  tindakan -pemerintah meskipun: tidak  berdasarkan
undang-undang”>®
Ada dua macam tindakan hukum pemerintah yaitu' tindakan' hukum publik

dan tindakan hukum privat, sebagaimana yang suda disebutkan dalam penjelasan
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sebelumnya. . Tindakan.  .hukum. publik . merupakan - tindakan. dari - kehendak
pemerintah, dalam hal ini tindakan yang‘didasarkan kewenangan untuk mengatur
atau tindakan-hukum 'sepihak 'atas dasar'tugas pemerintahan-yang'dijalankan.
Sedangkan tindakan hukum perdata lebih kepada hak) perseorangan ratau, tindakan

hukum bersegi dua yang mengutamakan kesepakatan antar pihak.
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Kemudian bahwa pemaknaan kewenangan tidak dapat dilihat-sebatas konteks

o
¢

PLT sebagai wakil-dari badan hukum-pemerintah (lichaam); yang-oleh Ridwan'®°
dikatakan bahwa pemerintah bertindak bukan  dalam kapasitasnya sebagai

pemerintah atau dengan katalain ada perjanjian kerja dalam jangka pendek yang
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disebut;oleh E: -Utrecht:  Untuk itu jika:pemerintah menjalankan fungsi- atau

bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, maka wewenang itu tidak akan

terbatas pada jabatan mandat. Sebab konteks yang-dilihat “adalah kapasitasnya

158 Krishna' Djaya"Darumurti, "DISKRESI(Kajian Teori. Hukum, ‘Dengan Postscript' dan
Apendiks), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016),-him. 11.

159 Krishna Djaya Darumurti, Ibid, him. 12.

160 Ridwan-HR; Hukum Administrasi Negara, Op.cit,.. him. 115.
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sebagai-wakil-dari jabatan pemerintahan. (overheid). Sehinggah: kewenangan yang

dijalankan adalah kewenangan sebagai kepala daerah dan sebagai unsur yang

melaksanakan fungsi-pemerintahan sesuaiPasal 1 angka 2 UU No. 30 tahun 2014.
3:5. Preasyarat Pemberhentian:Sementara Kepala Desa

3.5.1, Prosedural Pemberhentian Sementara  Kepala Desa -, Tolandona
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Matanaeo
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Berkaitan:  'dengan - pemberhentian " sementara ' kepala ' desa, | ditetapkan
berdasarkan . ketetapan/keputusan Bupati/Walikota _sebagaimana _ketentuan
undang-undang tentang desa Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 54 ayat (4) PP No. 47

Tahun 2015 'tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang ‘peraturan
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pelaksanaan . UU. No...6. Tahun 2014 . tentang. .desa:. Jo. Pasal 10 ayat. (1)
PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala' Desa. - Prasyarat untuk’dapat" diberhentikan-nya’ sementara kepala desa
adalah sebagai berikut:

1. © Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2)
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bahwa kepala~desa diberhentikan karena berakhir ‘masa’ jabatannya, ‘tidak

o
i

dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak lagi

memenuhi syarat, sebagai calon kepala desa, dan karena melanggar larangan
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sebagai kepala'desa. Lebih lanjud ' mengenai pemberhentian‘sementara kepala

desa dilakukan ‘apa bila kepala: desa telah  dinyatakan 'sebagai terdakwa

dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun (pasal 41) atau ditetapkan
sebagai tersangka kasus “korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana

terhadap keamanan negara.” (pasal 42).
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2. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun

[ RePOSITORY.UB.ACID |

2014 tentang peraturan pelaksanaan UU. No. 6, Tahun 2014 tentang desa,
Pasal 54 ‘ayat (1) 'dan ayat-(2) jo Pasal 8 PERMENDAGRI No.-82 Tahun
2015 tentang, pengangkatan-dan pemberhentian kepala desa: Secara prinsip

tidak ada perbedaan pengaturan tentang pemberhentian kepala. desa, hanya
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terdapat’ penambahan ‘tentang syarat pemberhentian ‘kepala -desa“yaitu jika

3
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“Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;”
Dari: uraian mengenai. prasyarat; pemberhentian kepala desa diatas, uraiyan
prosedural ‘pemberhentian -kepala desa’ Tolandona Matanaco dapat penulis

jelaskan sebagai berikut:

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Sesuai Pasal 63 huruf ¢ dan huruf d.undang-undang tentang desa, BPD-desa
Tolandona Matanaeo, telah menjalankan kewajiban-nya yaitu “c. menyerap,
Menampung, menghimpun, dan- menindaklanjuti 'aspirasi- masyarakat Desa; “d.
mendahulukan; kepentingan ~umum -di -atas' kepentingan -pribadi,  kelompok,

dan/atau golongan, . Hal ini sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada judul
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sebelumnya mengenar “laporan masyarakat”.

o
i

Jika dilihat ~dari’ pelanggaran yang dilakukan, 'dapatlah dikatakan bahwa
kepala: desa Tolandona Matanaeo telah melanggar larangan sebagai. kepala desa

sebagaimana ketentuan Pasal 29 undang-undang tentang desa. Dari delapan poin

| REPOSITORY.UB,ACID |

penyalagunaan kewenangan yang dilakukan; maka dapat penulis rekonstruksikan

dengan penjabaran sebagai berikut:
Bahwa kepala desa Tolandona Matanaeo telah merugikan kepentingan-umum
(huruf @), dengan cara menyalagunakan wewenang '(huruf ¢) yang ada padanya,

dan, bertindak.sesuka kehendaknya untuk-mendapatkan keuntungan pribadi (huruf
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

b), /berawal. -dari, merangkap.  jabatan lain. (huruf 1), sebagai bendahara -desa,
sehinggah meresahkan sekelompok masyarakat Desa (huruf e), dan secara tidak
langsung kepala desa Tolandona Matanaeo telah ‘melanggar sumpah/janji‘jabatan
(huruf k) nya:

Dari. rekonstruksi tersebut, ketika merujuk pada Pasal 77 undang-undang
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desa, -terkait' dengan-pengelolaan kekayaan-milik Desa ‘'yang dilaksanakan-oleh

3
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kepala desa:Tolandona Matanaeo tidak:lagi berdasarkan asas kepentingan umum,
fungsional, keterbukaan, akuntabilitas,. dan. kepastian . nilai ekonomi. (ayat 1).
Sehinggah pengelolaan kekayaan milik Desa yang seharusnya untuk peningkatan

kesejahteraan ‘dan taraf hidup-masyarakat desa serta peningkatan pendapatan-desa

| REPOSITORY.UB.AC.D |

tidak:dapat dicapai (ayat 2).

Dengan demikian bahwa asas keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai
kepemerintahan yang-baik tidak terpenuhi-lagi. 'Sebab' masyarakat 'sebagai-salah
satu stakeholder-yang- merupakan unsur, dari -kekuatan sinergisitas: yang: harus

terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan®* sudah tidak sinergi lagi dengan
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pemerintahan desa yang disebabkan oleh perbuatan dari'kepala desa.

o
i

Terkait: ketentuan rsanksi; administrasi sebagaimana. yang ' disebutkan dalam

Pasal 30 ayat (1) yaitu: “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana

| REPOSITORY.UB,ACID |

dimaksud" dalam- Pasal 29 dikenai ' sanksi-administratif- berupa teguran “lisan

dan/atau teguram ‘tertulis;”’ Hal ini telah dilakukan oleh-BPD:desa Tolandona

Matanaeo  dan  juga-pemerintah daerah kabupaten melalui BMPD, untuk itu
tindakan pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 ayat

(2),jo.Pasal 40 ayat (1) huruf ¢, ayat«(2) huruf d, barulah dapat dikatakan'sah

161 Sadjijono, ‘Loc:cit,, ‘him’233;
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ketika pemberhentian-sementara tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati
(ayat.(3)).

Secara prosedural ‘bahwa dari pasal yang dilanggar oleh-kepala-desa sampai
pada pasal yang menjadi: dasar, pemberhentian sementara kepala desa Tolandona

Matanaeo telah terpenuhi sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, selain
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itu bahwa bentuk dari' pelanggaran yang- dilakukan oleh kepala desa Tolandona
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Matanaeo sangat: tidak -mencerminkan-perilaku: kepemimpinan: dan rdibutuhkan
langkah tegas dari pemerintah tingkat kabupaten untuk memberikan sanksi atas
pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 115 undang-undang tentang desa.

Catatan: bahwa saat itu kabupaten ‘Buton Tengah sebagai daerah otonomi baru

| REPOSITORY.UB.AC.D |

yang dipimpin.oleh PLT Bupati dan selain itu adanya pandangan bahwa kebijakan
yang dibuat oleh PLT tidak ‘dapat dipertanggung- jawabkan, karenan jabatan
mandat ' tidak> memberi pelimpahan ‘tanggungjawab1°2" Meskipun “demikian,
sebagaimana-dalam penjelasan sebelumnya mengenai prespektif, tindakan, hukum

PLT yang jika dipandang dari sisi PLT sebagai wakil yang menjalankan fungsi
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pemerintahan dan dengan kesesuai secara-prosedural yang telah dijalankan.

o
i

Mulai: ~dari --menampung  aspirasi- -atau ' -informasi ~yang -diberikan - oleh

masyarakat tentang penyalagunan kewenangan kepala desa Tolandona Matanaeo,
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sampai  dengan ‘adanyahasil’ pemeriksaan  ditingkat desa 'yang -dilakukan-oleh

BPDesa dan yang dilakukanoleh Inspektorat di tingkat kabupaten. Maka hukum

bagi ;SK. No. 307 tentang pemberhentian sementara. kepala. desa_ Tolandona
Matanaeo, yang"telah diterbitkan oleh PLT Bupati kabupaten Buton Tengah

sebenarnya telah sesuai dan tidak: cacat subtansi.

162 "Ramadhani, Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana, Tugas Kepala Daerah,. (Jurnal
Hukum, Universitas‘Brawijaya; Agustus 2017).
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Selanjudnya-, -mengenai -, poosisi. - kosong - -dalam . jabatan- publik dapat

[ RePOSITORY.UB.ACID |

menciptakan kondisi yang tidak stabil dalam administrasi pemerintahan, namun
pengisian posisi publik sementara dinilai tidak dapat pulah berjalan ‘'secara efektif
dan efisien.® Karena ada kelemahan dari;sisi posisil yang ganda. Di satu sisi:PLT

hanya jabatan sementara yang dibatasi kewenangannya dan di sisi lain PLT juga
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sebagai kepala daerah yang ‘harus memenuhi- kebutuhan ‘masyarakat.-Untuk' itu
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penulis'mencoba memberikan:gambaran:lebih lanjud dalam: bahasan selanjudnya;
3.5.2, Pertimbangan -Pemberhentian. Sementara . Kepala :Desa . Tolandona
Matanaeo

Merujuk pada-apa yang dikaktakan oleh-Max Webert®* bahwa negara sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.D |

repersentasi. dari suatu. sistem yang dibangun untuk suatu.tujuan, dimana; tujuan
tersebut tercermin dari perbuatan sosial yang nyata. Kemudian untuk menghindari
adanya' penyalagunaan’ kewenangan ataupun- perbuatan 'sewenang-wenang, maka
setiap /perbuatan-atau, tindakan -dari ‘pemerintah, atau -administrasi ;negara: harus

didasarkan pada ketentuan' peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
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dengan kata'lain-penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan-tunduk-pada

o
i

ketentuan hukum-(rule of law) yang berlaku,
Sesuai Pasal 1 angka (1) KUHP disebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak

dapat-dipidana, “kecuali berdasarkan* kekuatan ketentuan ‘perundang-undangan
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pidana yang: telah-ada.” Atau lebih dikenal: dengan 'sebutan: asas legalitas yaitu

tidak, ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana

sebelumnya (Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali).” Ada

183 Dewi ~Triwahyuni: Fugoha,, Efektivitas- Jabatan -Pejabat.Pelaksana- Tugas-(PIt) | Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, (Jurnal Administrasi Negara, VVolume 3, Nomor 2, April 2015).
164 Raisul ‘Muttagien, Op.cit.; him; 271.
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juga asas praduga tak:bersalah (pasal 66 KUHAP)®® |“Presumption of innocent”,

[ RePOSITORY.UB.ACID |

asas ini bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir.
Namun-jika merujuk pada sistem hukum Pancasila 'yang bersifat-prismatik;2®
maka_hal ini-memungkin adanya suatu-penciptaan aturan baru yang sebelumnya

belum ada atau belum diatur dalam perundang-undangan. .Seperti kebijakan
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diskresi 'yang bersifat alternatif dengan-berbagai’ prasyarat untuk penggunaannya
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sebagaimana <yang diatur, dalam undang-undang  tentangradministrasi' negara.
Dalam, konteks: permasalahan yang menjadi fokus penulis, maka terkait tindakan
diskresi cukuprelevan dengan satu asas yangada dalam KUHAP.

Dimana asas tersebut bersifat “deskriptif faktual” yang di-sebut ‘oleh ‘Eddy

| REPOSITORY.UB.AC.D |

0.S. Hiariej'®’: sebagai.asas. praduga: bersalah- “presumption of - guilt’”, dimana
seseorang dapat dianggap bersalah sebulum adanya putusan pengadilah. Hal ini
dapat.dilihat “pada ketentuan ' Pasal 17 KUHAP' yang'/menyatakan -““Perintah
penangkapan dilakukan terhadap seseorang-yeng. diduga keras melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
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Penggunaan asas-asas tersebut sebagai ‘bentuk pembenaran dari-pihak kepala

o
i

desa | yang -telah diberhentikan dan- pihak. pemerintah  kabupaten: yang -telah
menerbitkan SK pemberhentian sementara. Selain, itu. ada satu asas lagi yang

sangat penting yang ‘dikenal ‘dalam hukum-administrasi, yaitu ‘Asas-Asas Umum

| REPOSITORY.UB,ACID |

Pemerintahan< 'yang- r Baik - 'sebagai - tolak ' -:ukur |- untuk: - menilai; » kualitas

penyelenggaraan_pemerintahan. Hal tersebut relevan dengan apa yang diKatakan

165°A. 'Saiful ‘Aziz, Rekonseptualisasi Tafsir ‘Asas Praduga Tak Bersalah, Jurnal 1QTISAD,
(Volume 4 Nomor 1:2017).

185 Syofyan, Hadi; Mengkaji Sistem-Hukum- Indonesia(Kajian, Perbandingan Dengan: Sistem
Hukum. Lainnya), DiH Jurnal llmu Hukum, (Volume 12 Nomar 24 Agustus 2016).

17 Eddy O.S: Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga; 2012), him. 30-50.
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Sedarmayanti, %8 bahwa terwujudnya aspirasi masyarakat dalam.mencapai tujuan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dan cita-cita bangsa. dan negara maka terselenggaranya prinsip kepemerintahan
yang baik(good governace) merupakan syarat utama.
Jika tindakan-hukum PLT-dalam-memberhentikan sementara kepala -desa

Tolandona Matanaeo. yang dihungkan dengan kebijakan diskresi, . maka dapat

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

penulis jelaskan: Bahwa oleh ‘karenadiskrest ' (freies ermessem)-hanya. ‘dapat

3
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dilakukan  oleh' -pejabat pemerintahan: - (Pasal ' 1 'angka:9) ' yang r berwenang
sebagaimana._yang disebutkan dalam-Pasal 22 ayat (1) UU_No. 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

Pertama-tama yang-perlu-dipahami-adalah ' mengenai fungsi dari pemerintahan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

itu. sendiri, kata fungsi’’ merujuk pada maksud dari UU. No. 30 Tahun 2014, Pasal
1 angka 2 vaitu “Fungsi - Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan
Administrasi’' “Pemerintahan-' yang “meliputi'“fungsi’ ' 'pengaturan, ' pelayanan,
pembangunan, - pemberdayaan, dan perlindungan. 7 | Kemudian, dalam, angka 3

disebutkan bahwa “Badan dan/atau_Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
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melaksanakan ' Fungsi “Pemrintahan,” “baik- dilingkungan ' pemerintah “ maupun

o
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penyelenggara negara lainnya .
Kemudian .. mengenai “fungsi” pengangkatan, \PLT terlah jelas, -bahwa

pengangkatan PLT untuk tetap menjaga stabilitas sistem kepemerintahan karena

| REPOSITORY.UB,ACID |

sedang terjadi:kekosongan jabatan. Oleh karena: fungsi tersebut; -patut dikatakan

PLT bupati kabupaten Buton Tengah berwenang menggunakan, kebijakan, diskresi
(freies ermessem) “selama ‘unsur-unsur yang membenarkan' tindakannya tersebut

terpenuhi atau-dengan kata lain terpenuhinya maksud dari Pasal 22 ayat:(2).

168.Sudarmayanti-dalam'Safri Nugraha, Loc.cit.,'hlm. 258:
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Meskipun. tidak ~dijelaskan secara .tegas :siapa Saja. yang -termaksut dalam

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Kategori “‘Pejabat Pemerintahan yang berwenang”; tetapi penulis berpendapat jika
pemaknaan- berwenang ‘merujuk pada ‘tanggungjawab- ' menjalankan" ' sistem
kepemerintahan: -Maka -dimungkinkannya  PLT runtuk menggunakan  kebijakan

diskresi dapatlah dijalankan. Kemudian prasyarat yang harus dipenuhi dalam
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penggunaan ' diskresi- disebutkan dalam'-Pasal- 24 ‘undang-undang-administrasi
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pemeritahan, yang-menyebutkan:

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi Syarat:
a.sesuai dengan-tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak
menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakuken dengan iktikad baik. ”

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Mengenai tujuan-penggunaan diskresi‘(freies ermessem)-oleh-PLT kabupaten
Buton | Tengah, : telah> penulis . jelaskan .dalam -pembahasan--sebelumnya. : Sesuai
undang-undang administrasi pemerintahan, yang pada pokoknya adalahuntuk

memberikan ' kepastian ‘hukum' (Pasal* 22 ‘ayat (2) huruf ¢) kepadakepala-desa

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

Tolandona Matanaeo karena adanya desakan-dari-masyarakat-(Pasal 25 ayat (3).

Hal .ini_pun didasarkan pada asas ‘“‘persumtio. justea Causa” hahwa demi

o
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kepastian "hukum;, ~setiap ' keputusan tata usaha 'negara yang dikeluarkan ‘harus

dianggap benar' menurut hukum, karenanya: dapat dilaksanakan -terlebih dahulu

| REPOSITORY.UB,ACID |

selama . belum . dibuktikan . sebaliknya _dan . belum _ dinyatakan -oleh  Hakim

Administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.*6°

Sebagaimana' yang dikatakan oleh Eri,’° dimana sikap-tindak dari tugas yang

dijalankan oleh aparat .administrasi berwujud: “trifungsi” yang:diantara, membuat

169 Penjelasan-Dalam Pasal67; Ayats (1) Undang-Undang Nomor| 51/ Fahun: 2009: Tentang; Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
170Eri'yulikhsan; Loc.cit., him. 34.
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peraturan. dalam -arti-materil-dan berderajat dibawa undang-undang, melakukan
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tidakan nyata dan aktif, serta menjalankan fungsi-peradilan, namun_bukan dalam
arti’ “triaspolitica-montersquien”. Tapi-dalam' pengertian ‘menjalankan ' fungsi
pemerintahan yang:tidak dilakukan oleh badan yudikatif maupun-badanlegislatif;

Pada dasarnya penggunaan diskresi (freies ermessen) dikarenakan semua hal
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tidak ‘dapat-diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Untuk ‘itu-salah satu
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tolak' ukurnya: adalah ““keadaan; mendesak’: yang dilaksanakan -dalam keadaan
tertentu, maka hal ini-akan dapat merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Jo pasal 22 ayat
(1) UU No. 5" tahun 2015 “tentang Pemerintah ‘Derah, terkait prinsip terhadap

pembagian urusan konkuren.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

99 ¢C 2

Dimana “‘prinsip-akuntabilitas” “prinsip.efisiensi” dan. “prinsip ieksternalitas
memperhitungkan setiap dampak yang ' ditimbulkan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.- Dampak “yang dimaksud’ adalah”dampak ‘negatif, ‘sehinggah-pada
ayat berikutnya -(ayat. 3. .dan. 4) menyebutkan dampak. -itu.:bisa flintas, daerah

kabupaten/kota = atau. pada satu daerah saja.” Sehinggah “Daerah berhak
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menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.”

o
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Selanjudnya;, -masih  .dalam: penjelasan. untuk| ‘‘’keadaan;-mendesak”, bila
merujuk .pada apa yang dikatakan oleh Marcus Lukman,!™ unsur-unsur yang

harus-dipenuhi adalah 'sebagai berikut sebagai berikut:
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1. Persoalantersebut muncul berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam konteks ini, adanya tuntutan dan demonstrasi serta penyegelan kantor

desa akan berimbas pada-pelayanan publik yang tidak bisa maksimal atau

Marcus-Lukman dalam Eri yulikhsan, Op.cit,-hlm.-41.
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macetnya- sistem: -pemerintahan-desa Tolandona, Matanaeo. jika, tidak  di
selesaikan secara cepat.-Meskipun dilakukan oleh masyarakat desa sendiri.

2./ Munculnya secara tiba-tiba.
Terlepas dari-proses yang-telah- di- jalani, untuk, menyelesaikan - persoalan

antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat, desa serta dirasa lambatnya
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respon - dari- pihak~ berwajib terkait -laporan ‘masyarakat. -Mengakibatkan
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persoalan: ini- muncul -tiba-tiba ~bagi: pemerintah daerah ‘dengan  aksi
demonstrasi yang dilakukan masyarakat,. dengan tuntutan_agar pemerintah
daerah “dapat ‘mengambil- fangkah ‘tegas dan “cepat untuk “menyelesaikan

persoalan-yang ada di'desa Tolandona Matanaeo.
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3.... Adanyan kebebasan untuk menyelesaikannya atas inisiatif sendiri.
Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki PLT Bupati -Buton
Tengah dengan pembatasan’ yang ‘cukup' ketat.. Meskipun ada pengecualian
bagi: PLT wuntuk: -mengambil keputusan: -atau; tindakan,: namun-, demikian

pengecualian tersebut pun-tidak dapat menjawab tantangan bagi administrasi
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pemerintahan dalam menghadapi berbagai persoalan'yang dapat terjadi kapan

o
i

Saja atau-dapat- menjebak-administrasi, pemerintahan dalam posisi:yang dilema

antara menjalankan dan tidak menjalankan.
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4. ) Prosedur tidak dapat diselesaikan menurut-administrasi yang normal, atau jika

diselesaikan::menurut,  prosedur -administrasi: yang mormal- justru: kurang

berdayaguna dan-berhasil guna.
Terdapat 2 (dua) cara untuk menyelesaikan ‘persoalan yang terjadi di desa
Tolandona Matanaeo: berdasarkan cadministrasi .normal, -Pertama ‘menunggu

penetapan. status-hukum. kepala desa. oleh pihak; berwajib. berdasarkan.hasil
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laporan. masyarakat, dalam hal ini-kepolisian atau.kejaksaan, hal ini-telah
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dilakukan masyarakat namun respon dari_pihak berwajib dirasa lambat oleh
masyarakat dan ‘dapat’dibuktikan dari-tanggal penerbitan surat-pemanggilan
dari kejaksaan.

Dimana surat tersebut dikeluarkan setelah SK pemberhentian sementara
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kepala desa lebih-dulu-diterbitkan serta surat pemanggilan dari' kejaksaanbaru

3
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sekedar: ;permintaan: keterangan -yang artinya: Semua-yang: menerima -surat
termaksud kepala desa masi berstatus saksi, kemudian_masih-butuh. waktu
lama untuk dapat menentukan status"hukum lanjutan'bagi kepala desa Karena

hal ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Kedua, . menunggu . pergantian pejabat. dari, PLT . Bupati.. menjadi . Bupati
definitif. Mengenai hal-ini bukan hal yang tidak mungkin, sebab jika dilihat
tanggal” penerbitan ‘SK' pemberhentian’ sementara’ kepala 'desa 'yaitu'16 mei
2017, dan-Bupati-definitif baru akan-di-lantik tanggal 22 :mei 2017, artinya

menurut pendapat penulis minimal masyarakat bisa menunggu samapai 7 hari

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

setelah-pelantikan untuk mendapatkan keputusan-dari Bupati-definitif.

o
i

Namun: ternya halitu -pun dapat dirasa, tidak efektif A atau- tidak dapat
memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat, sebab sebelumnya yaitu

pada ‘tanggal “10 ' april “masyarakat - melakukan 'demonstrasi ‘sampai “pada

| REPOSITORY.UB,ACID |

tanggal- 23 aprir 1 2017 ~telah terjadi ) penyegelan 'kantor desa Tolandona

Matanaeo dimana masyarakat menyatakan “Makanya Kita segel Kantor Desa
hari ini (Selasa — red) karena kita masyarakat sangat kecewa kepada pihak
pemerintah yang tidak menindak lanjuti kasus ini, padahal kami masyarakat

sudah sangat resah dengan masalah ini,” selain itu masyarakat juga
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mengatakan “Dimana letaknya hukum kalau ada kasus seperti ini hanya mau

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dibiarkan begini?”'"?
Dari' kedua ‘prosedur ‘administrasi-normal ‘tersebut 'yang jika dijalankan-akan
tergambar betapa kakunya administrasi,pemerintahan; apa bila terhadap suatu

perseolan yang dihadapi “pemerintah tidak cepat ditanggap. Hal ini akan
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berdampak “pada’ “semakin’ tidak -percayanya  publik ‘terhadap * kinerja
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pemerintah ' daerah -kabupaten Buton: Tengah dan ' :akan -berdampak -pada
daerah_kabupaten sekitarnya dalam artian sebagai contoh. yang-kurang baik
bagi daerah-daerah Tainnya.

5.7 Rersoalan-tersebut tidak diselesaikan dengan cepat; maka akah menimbulkan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kerugian bagi kepentingan umum:.

Dampak positif yang akan timbul jika prosedur pemberhentian kepala desa
Tolandona ' Matanaeo ' dijalankan ““sesuai “prosedur’ “normal- yaitu' dengan
menggunakan.salah. satu cara prosedur-yang sudah penulis -sebutkan :diatas

adalah akan memberikan kemerdekaan bagi kepala desa, dalam artian bahwa
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penegakan'asas praduga-tak: bersalah ‘telah dijalankan- atau dengan kata lain

o
i

bahwa penegakan hukum:sesuai maksud-dari-Pasal 1 angkat.1. KUHP.
Dampak_negatifnya jika ‘prosedur pemberhentian. kepala desa Tolandona

Matanaeo-dijalan-sesuai prosedur normal 'yang sudah penulis sebutkan diatas,

| REPOSITORY.UB,ACID |

maka -akan:;tergambarkan: kakunya)-administrasi - pemerintahan. dalam

menyelesaikan persoalan, memperhambat untuk  terwujudnya- peningkatan
pelayanan, serta manfaat' yang ditimbukan ‘kurang berdampak ‘baik “pada

efektifnya penyelesaian persoalan:

172 Hasrin ~ Ilmi, Warga Segel Kantor Desa  Tolandona  Matanaeo,
https://baubaupost.com/2017/04/26/warga-segel-kantor-desa-tolandona-matanaeo/, diakses pada
tanggal 18 september 2018.
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

6., Harus dapat dipertanggung jawabkan.
Untuk pertanggungjawaban mengenai keputusan sikap-tindak dari PLT
Bupati - Buton- Tengah ~dalam “memberhentikan ''kepala “desa ' Tolandona
Matanaeo, /| ~sebenarnya; . telah - terjawab, - dalam - penjelasan-penjelasan

sebelumnya yaitu tentang penyalagunaan kewenang yang dilakukan oleh
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kepala-desa ‘Tolandona Matanaeo, laporan-masyarakat ' mengenai kecurigaan
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penyalagunaan. kewenang  oleh kepala ‘desa danproblematika kewenangan
PLT untuk memberhentikan sementara kepala desa.
Namun untuk membertegas penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka penulis

akan ' menguraikan isi ~dari SK - pemberhentian ''sementara = kepala - :desa

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Tolandona:: Matanaeo .. Nomor 307 tertanggal ;.16. mei .2017. . Pertama,
pertimbangan  di terbitkannya SK™ ‘tersebut  dimana disebut ‘“bahwa
berhubungan' kepala 'desa’ Tolandona ‘Matanaeo.'sedang-dalam pemeriksaan
khusus- Inspektorat . Kabupaten Buton, Tengah; berdasarkan -laporan; tokoh-

tokoh masyarakat desa  Tolandona Matanaeo Kecamatan Sangia Wambulu
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Kabupaten Buton ‘Tengah terindikasi ‘penyalagunaan ‘Dana Desa yang-tidak

o
i

berdasarkan APBDesa dan tidak tepat sasaran.”

Kedua, dalam keputusannya memutuskan. dalam poin pertama bahwa “sambil

| REPOSITORY.UB,ACID |

menunggu proses lebih lanjut,.. dan-dikemudian hari tidak terbukti melakukan

penyalagunaan wewenang, maka yang bersangkutan akan dikembalikan-pada

jabatan semula;>-dan di poin ketiga disebutkan bahwa ‘hal-hal-yang bersifat
prinsip- dikonsultasikan “pada Pejabat “Bupati Buton Tengah;” “selain- itu
mengenai- jawaban PLT saat di wawancarai oleh media di Rumah Jabatan

Bupati mengenai alasan memberhentian kepala desa Tolandona Matanaeo
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yaitu dikatakan “Sebelum saya terbitkan SK pemberhentian sementara, saya

[ RePOSITORY.UB.ACID |

tanya dulu Inspektorat terkait hasil pemeriksaannya terhadap pengelolaan
dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Tolandona Matanaeo. Ada indikasi
9173

dugaan penyimpangan dan penyelewengan didalamnya,

Dari _penjelasan diatas, maka dapat diketahui maksud dari_penerbitan SK
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pemberhentian’ sementara’ kepala' desa-Tolandona ‘Matanaeo ‘adalah untuk
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memberikan:kepastian hukum (pasal 22-ayat (2) huruf.c). kepada kepala desa
Tolandona . Matanaeo. . Karena, _terdapat. . penilaian .. adanya indikasi
penyelewengan keuangan-desa dari-hasil -audit” investigasi yang" dilakukan

oleh'Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Dalam_konteks ini, bisa.merujuk:-pada apa.yang dikatakan.oleh Eddy, O.S.
Hiariej bahwa ada yang disebut “ius punendi™ dan “sundraCes principle”
yaitu'secara filosofis'maksud dari-hukum formil adalah ‘untuk ‘mengontrol
penegak hukum untuk tidak berbuat sewenang-wenang, serta penegak hukum

juga. harus bertindak cepat untuk memberikan kepastian hukum terhadap
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seorang terduga.t™
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Selain -itu jika -dinilai -dari maksud - Pasal. 58/ -undang-undangan . tentang
Pemerintahan Daerah, -terkait penyelenggaraan pemerintahan nnegara: maka

tujuan “dari-“pemberhentian- sementara tersebut- adalah untuk -menertibkan

| REPOSITORY.UB,ACID |

kondisi: ‘Bahwa perbuatan yang dinilai salah: berdasarkan ‘hasil-pemeriksaan

terlebih _dahulu —haruslah  dihukum, dan untuk meredam _konflik “antara

173 Butonpos,  Kades  Tolandona  Matanaeo  Diberhentiken  Sementara,
http://butonpos.fajar.co.id/kades-tolandona-matanaeo-diberhentikan-sementara/  diakses  pada
tanggal 18 september 2018.

174 Eddy, O.S. Hiariej, Ujian Reformasi, Diskusi Dalam-Acara Televisi. Mata Najwa di Trans7
yang Tayang Pada Tanggal 25 September 2019.
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pemerintah: desadan. masyarakat: desa -maka  kebijakan- untuk-memutuskan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

diambil oleh PLT dengan dasar yang tepat.
Dari penjelasan diatas, bahwa pemberian sanksi atas penyimpangan yang
dilakukan adalah semata-mata untuk menjelaskan bahwa dari sistem pencegahan

yang telah membatasi perbuatan seseorang yang jika dilewati maka akan ada
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sanksi baginya. Jika di pandang dari sisi hukum pidana hal ini jelas bahwa
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penegakan asas praduga bersalah “presumption of guilt’’sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 17. KUHAP baik dalam-hal untuk menghindari: penghilangan atau
pengrusakan' barang bukti,  ‘melarikan diri, atau’ juga bisa untuk menghindari

pengulangan  dari tindakan'tersebut untuk itu adanya sanksi 'sebagai jperingatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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sebagimana ketentuan dalam Pasal 21.

Dalam konteks hukum- administrasi, dapatlah dikatakan bahwa tujuan -dan
maksud ' dari ‘pemberhentian-'sementara’ tersebut adalah bentuk “penegasan- atas
pengabaian-sanksi teguran lisan ataupun. tertulis yang dilakukan sebelumnya serta

dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang mendukung dilakukannya.
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Terlebih lagi bahwa dari sisi‘prosedural-yang diatur dalam-UU 'No. 6 tahun 2014,

o
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telah jjelas bentuk: pelanggaran atau bentuk dari-penyalagunaan: kewenangan.yang

dilakukan oleh. kepala desa  Tolandona Matanaeo sebagaimana. yang telah

| REPOSITORY.UB,ACID |

dijelaskan dalam-pembahasan diatas.

3.5:3. Fungsi-Administrasi'Negara Yang Kaku

Ketika jabatan ‘PLT hanya dimaknai . sebatas, pelengkap jabatan  dalam
pemerintahan atau hanya sebatas mengisi kekosangan jabatan, maka apa bedanya
PLT kabupaten Buton Tengah dengan-bendahara desa' Tolandona-Matanaeo-yang

hanya idijadikan . pelengkap. sturktural?,, dan..apa. makna, fungsi, ketika . itu.yang
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terjadi?;, .dan-bagamana  ia bisa, menjalankan: tugas isebagai. wakil -dari. jabatan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

pemerintahan?.. Sedangkan pengangkatannya berdasarkan ... kemampuan dan
pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan... .
Dengan r tuntutan; -perkembangan’ .zaman: -yang | semakin:-kompleks; ' maka

penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidaklah dapat dipertahankan secara
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kaku,-selama ‘Asas-asas-Umum Pemerintahan yang Baik 'masih ‘menjadi landasan
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dari penyelenggaraan-administrasi pemerintahan:dengan memperhatiakan subtansi
dari suatu, persoalan-yang. dihadapi. Setidaknya hal, tersebut,dapat dilihat dari
putusan Mahkamah “Konstitusi “yang  menyebutkanbahwa *..kita tidak- boleh

dipasung oleh-procedural juctice dan mengabaikan substantivejustice,. .71’ untuk

| REPOSITORY.UB.AC.D |

itulah bahwa keadilan .itu. sendiri dapat menjadi. dasar. tindakan. dari. pemerintah
atau administrasi negara manakala undang-undang tidak memberikan preskripsi
bagi tindakan ‘secara jelas.®

Selain -itu -dikatakan, ,pulah untuk -menghindari- penerapan. cara, pandang

lagalistik dari penggunaan asas legalitas itu sendiri yang memiliki implikasi lebih

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

banyak negatifnya dari ‘pada-positifnya (generalitas'dan uniformitas).**” Dimana

o
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implikasi . negatif -tersebut ' seperti kelambanan- (lambat) -karena —posisi. -yang
dilematis atas kekuasaan bertindak cepat dan. keterbatasan kewenangan. Hal itu

karena asas legalitas masih dalam pemaknaan yang sempit bahwa tindakan subjek

| REPOSITORY.UB,ACID |

hukumharus: berdasarkan ' undang-undang <yang -berlaku- sebelumnya, ' padahal

dalam kenyataannya selalu ada perubahan dalam undang-undang untuk menjawab

setiap persoalan yang belum bisa terjawab oleh undang-undang itu sendiri.

175 Penjelasan’ lcebih “LLanjud Dapat Dilihat Pada ' Kesimpulan/ Dalam~Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik-Indonesia; Nomor-27/PUU-V11/2009.

176 Krishna Djaya Darumurti, Op.cit,. hlm. 19.

7 Krishna Djaya Darumurti; Ibid, him. 20:
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Maka seharusnya-ada nilai yang dapat menjadi standar.bagi hukum, dalam hal

[ RePOSITORY.UB.ACID |

ini- antara fakta normatif "dan fakta empiris dapat saling membantu - untuk
menyelesaikan 'suatu-persoalan ‘pada tataran standar “mendesak™ yang ‘meminta
ketegasan untuk menyelesaikan bukan-sekedar menambah persoalan.

Syarat bagi kedua fakta tersebut untuk saling menyesuaikan terhadap
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persoalan yang  dihadapi’ ‘secara umum:-adalah’ telah "jelas—di- sebutkan dalam
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PANCASI yaitu “keadilan sosial-bagi-seluruh rakyat Indonesia’” dimana

“Tujuan._akhir keadilan. sosial ~adalah - untuk, menciptakan. struktur yang
harmonis dan tertib di- masyarakat... Ini_merupakan kewajiban pemerintah
memberdayakan  dan " berkewajiban - untuk menjamin kesejahteraan- untuk
semua —orang... -Prinsip- kelima “dari- Pancasila 'jelas-terkandung’ makna
tentang:kesetaraan hak asasi manusia_dan kewajiban:.: Tujuan akhir prinsip
iniradalah untuk-mewujudkan tingkat kondisi layak....:Keadilan sosial harus
diterapkan:.di.setiap . bidang kehidupan: :sosial-ekonomi : dan politik : tanpa
diskriminasi, "1

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Lalu ' /bagaimana: nilai dtu- dapat:membenarkan  'suatu ' ‘perbuatan’ hukum
pemerintah. terkait. mengatur dan. menyelesaikan persoalan yang sedang. dihadapi,
hal ini telah jelas dalam undang-undang administrasi ataupun dalam undang-

undang ' 'tentang’ - pemerintah’~'daerah’ " bahwa " AUPB "' adalah " dasar  dari
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penyelenggaraan. . - sistem, ;- pemerintahan. - Selanjudnya.. - bagaimana. . . dengan

o
i

kewenangan PLT vyang jelas terbatas atau  dibatasi kewenangannya, apakah

kemudian ia ‘mampu- memberikan keadilan' dalam-setiap ' kondisi-dalam ‘masa

| REPOSITORY.UB,ACID |

jabatannya? Sebagaimana kondisi yang terjadi di kabupaten. Buton-Tengah,

Jawabannya adalah bahwa konsep dari. nilai keadilan tidak .melihat pada

tataran status seseorang untuk menerapkan konsep tersebut, bahkan dalam konteks

antar_individu-pun: kita diberi- kewajiban -untuk  bersikap- adil: antar sesama.

178 Yunie-Herawati, iIKonsep; Keadilan Sosial dalam, Bingkai; Sila- Kelima (Pancasila, (The
Concept Of Social Justice Within' The Fifth' Principle” Framework Of Pancasila), Jurnal:
Volume 18,‘Nomor-1, Januari 2014
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Kemudian, Kketika, kembali. pada, kewenangan; PLT| hal. ini-akan merujuk-pada

[ RePOSITORY.UB.ACID |

fungsi. yang dijalankan -dan itu_ akan memberikan pemahaman bahwa
sesungguhnya batasan kewenangan mandat bukanlah-alasan yang dapat membuat
seorang, PLT tidak dapat, mengambil: langkah tegas 'terhadap: persoalan konkrit

yang sedang dihadapi. Dimana disebutkan dalam sebuah artikel bahwa:
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“Dasar ' diterbitkannya keputusan- -diskresi “adalah = adanya' “~“keadaan
mendeSak”’ dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh"Pengadilan Tata
Usaha Negara dilakukan tidaek dengan -menggunakan-peraturan perundang-
undangan yang ‘berlaku; melainkan -dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik (4AUPB). "™
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Selain . itu- pemaknaan: dari. “dalam  kenyataannya . selalu, ada, perubahan

dalam undang-undang” adalah bahwa selain ‘kewenangan dan_ pembatasan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

kewenangan' dari -PLTyang 'telah "ditentukan' dalam'‘undang-undang ' tentang
administrasi. pemerintahan dan aturan:lanjutannya yaitu. aturan dibawah undang-
undang, . haruslah — dapat -diseimbangkan ~dengan persoalan. mengenai
pemberhentian kepala’'desa.

Hal, tersebut- diperlukan:karena -aturan-yang  ada; tidak- lagi- sesuai. dengan
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lahirnya undang-undang tentang desa yang memberikan kewajiban secara khusus

o
¢

bagi “kepala “daerah tingkat - Kabupaten/Kota, kewajiban - tersebut - mengenai

pengawasan;, pembinaan-dan pemberian-sanksi'atas penyimpangan-yang dilakukan

| REPOSITORY.UB,ACID |

oleh  kepala .desa. Selain . itu, juga-diatur -mengenai.. sah-nya. pemberhentian

sementara ataupun pemberhentian tetap bagi kepala desa, akan ditetapkan melalui

keputusan Bupati/Walikota tanpa ada pembatasan bahwa hal tersebut hanya boleh

dilakukan oleh Bupati/\Walikota definitif saja.

179 Rahmad, Tobrani, Pengujian Keputusan-Oleh-Pengadilan- Tata Usaha-Negara Terhadap
Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan,” Jurnal. Hukum: Samudra Keadilan,
Volume 13,"Nomor-1, Januari-Juni2018.
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[ RePOSITORY.UB.ACID |

3:5.4. Dasar Pengujian Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Di Pengadilan
Dalam kehidupan sosial, tidak selamanya apa yang di lakukan itu bernilai
positif atau dinilai positif bagt yang lain. Terkait hal tersebut, pada dasarnya setiap
perbuatan yang -dilakukan oleh setiapindividu' dalam: artii-maSyarakat atau

pemerintah dapat diuji_kebenarannya. Secara konstitusi apa yang menjadi sikap-
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tindak ‘dari- PLT bupati' ‘buton “tengah- bukanlah’ berarti “dikatakan-tanpa ‘cacat
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prosedur atau-cacat subtansi: Maksudnyaradalah kepala desa Tolandona Matanaeo
mempunyali. hak untuk menguji tindakan PLT dengan mengajukan gugatan
keberatan atas keputusan PLT Bupati Buton Tengah di PTUN.

Konstruksi pengujian unsur-penyalahgunaan wewenang-terhadap Keputusan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

dan/atau ;. tindakan.. Pejabat;: Pemerintahan . merupakan. .wewenang :PTUN -yang
didasari atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 4 Tahun 2015
(Peraturan MahkamaAgung R1).18 Untuk ‘menilai keputusan' dan/atau’ tindakan
Pejabat-Pemerintahan: ada. unsur. penyalahgunaan. wewenang-atau- tidak, ini-akan

berkaitan dengan subjek permohonan. serta objek permohonan yaitu Keputusan

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

dan/atau tindakan'Pejabat Pemerintahan tersebut. '8!

o
i

Kewenangan: - PTUN, ~untuk ~menguji . (memeriksa; ' -mengadili - dan

menyelesaikan . sengketa tata” usaha. negara. pada tingkat pertama) terhadap

| REPOSITORY.UB,ACID |

keputusan PLT “‘Bupati Buton Tengah"juga-didasarkan pada’ ketentuan Pasal 50

Undang:Undang:No. 51 Tahun-2009: Tentang Perubahan- Kedua Atas Undang-

Undang. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 47

Undan-Undang No. 30 tahun‘2014 tentang Administrasi Negara.

180 Eirna/Novi: Anggoro, Pengujian Unsur:-Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan
Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan;Oleh, Ptun, Jurnal llmu Hukum-(Molume 10,: Nomor
42016),

181 Eirna Novi-Anggoro; 'lbid:
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Pada Pasal -1. angka 10 Undang-Undang -No. /51 Tahun. 2009 Tentang

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa:

“Sengketa Tata ‘Usaha Negara adalah-sengketa yang timbul dalam bidang
tata 'usaha negara ‘antara, orang ‘atau-badan hukum ‘perdata dengan badan
atau' 'pejabat tata 'usaha negara, baik di pusat-maupun- di-daerah, sebagai
akibat “dikeluarkannya' keputusan®tata- usaha ' negara,- termasuk’ 'sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
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Dalam_. perkembangannya, ..Undan-Undang . No; . 30. tahun. 2014  tentang

3
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Administrasi “Pemerintahan,  akan memperluas - Kewenangan  absolut  PTUN.
Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1-angka 18 ' disebutkan-bahwa “*Pengadilan
adalah -Pengadilan Tata Usaha, Negara.” Kemudian. dalam: Pasal- 21 ayat (1)

sampal ayat (6) menyebutkan:
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(1)Pengadilan-berwenang ' menerima, ‘memeriksa, dan 'memutuskan'adaatau
tidak ‘ada-unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan-oleh'Pejabat
Pemerintahan:

(2)Badan-danfatau-Pejabat: Pemerintahan dapat mengajukan permohonan
kepada: ' ‘Pengadilan- untuk < cmenilai " adaatau- tidak —ada unsur
penyalahgunaan-Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.,

(3)RPengadilan-wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) -paling - lama 21 (dua puluhsatu)hari kerja- sejak -permohonan
digjukan.

(4)Terhadap putusan Pengadilan-sebagaimana dimaksud padaayat, (3) dapat
digjukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha -Negara.

(5)Pengadilan- Tinggi, Tata. Usaha- Negara  wajib . -memutus —permohonan
banding sebagaimana.dimaksud-padaayat. (4) paling-lama 21, (dua: puluh
satu) hari kerja sejak permohanan banding diajukan.

(6)Putusan :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5):bersifat final dan-mengikaz. ”
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Adanya ' penambahan’ ' kewenangan - yang- diberikan'oleh’ “undang-undang
sebagaimana; -diatur —dalam - undang-undang ' administrasi: -pemerintahan, -;agar

semakin lengkaplah fungsi dari PTUN-terkait kontrol yuridis terhadap pemerintah.
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Lintong. Oloan: Siahaan'® menyebutkan; jika: terdapat ;kesalahan bertugas-yang
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dilakukan oleh pemerintah sebagai . pelayan (public server) yang memiliki
kekuasaan (power) untuk''itu’ akan' berakibatfatal- dari-segi~hukum. ‘Hal' ini
bertujuan. untuk -menghindarkan: atau- setidak-tidaknya, mengurangi-sikap-tindak

pemerintah dari_penyalagunaan kekuasaan, perbuatan sewenang-wenang atau
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yang lainnya.
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Terkait: dengan - persoalan SK- pemberhentian: kepala'-desa r Tolandona
Matanaeo dapat dicabut berdasarkan ketentuan Pasal, 64 UU No. 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, apabilaterdapa cacat wewenang, prosedur,

dan/atau subtansi: (ayat (1)), kemudian-yang dapat mencabut SK"atau keputusan
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tersebut adalah :pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan itu sendiri, atasan
pejabat yang menetapkan Keputusan atau perintah pengadilan (ayat (3)).
Mengenai: pengujian dari ‘Suatu keputusan_yang dipersoalkan 'Indroharto,*®

mengatakan. ada 2 (dua) hal yang.dapat dibedakan untuk pengujian-tersebut yaitu;

1. © Pengujian yang lengkap, artinya pengujian ini dari aspek kebijaksanaan yang
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ditempuh- dimana ‘akan-'diuji seberapa ' efektif ' 'dan‘ efisien-kah- ketetapan
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kebijaksanaan- yang, ditempuh tersebut.. Selanjudnya- pengujian - dari  aspek

hukum yang diterapkan, dimana akan diuji apakah penerapan hukumnya telah
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tepat atau-kah tidak:

2. Pengujian: yang ‘Semata-mata dari-aspek ‘hukum ryang diterapkan, dimana

terhadap. pengujian yang semata-mata_dari_aspek hukum ini dapat dilakukan

oleh peradilan yang bebas (hakim) pada umumnya.

182 1 intong Oloan Siahaan dalam Eri yulikhsan, Op.cit., him. 59.
183.Indroharto-dalam Eri yulikhsan,tbid, him. 61.
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BAB. IV
KESIMPULAN'DAN SARAN
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4.1. Kesimpulan
Dari’ ‘pembahasan “dan “hasil dalam -tulisan' penulis  terkait problematika

kewenangan ' - Pejabat: - Pelaksana ~Tugas: '‘Bupati 1 Buton' Tengah. untuk
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memberhentikan sementara Kepala ;Desa . Tolandona Matanaeo, yang. .menjadi
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kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:
1. Adanya 'persetujuan tertulis dari. ‘MENDAGRI sebagai ' pengecualian- dari
tindakan PLT hanya sebatas mutasi pegawai dan pejabat dalam ruang lingkup

PERDA yang tidak berhubungan dengan pemberhentian sementara kepala

| REPOSITORY.UB.AC.D |

desa, tetapi berlaku-asas “Lex Superior Derogat-Legi Inferior”’ yang merujuk
pada. Pasal -14 rayat. (7). UU No.~30: tahun| 2014 tentang ~Administrasi
Pemerintahan, maka PLT kabupaten Buton, Tengah tidaklah memiliki
kewenangan-memberhentikan sementara Kepala desa Tolandona Matanaeo.

2. Meskipun: seorang PL.T tidak memiliki kewenangan bardasarkan-pengaturan
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pembatasan_kewenangannya, tetapi dapat dibenarkan tindakan- hukum PLT
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Bupati Kabupaten Buton Tengah' dalam memberhentikan ‘sementara kepala

desa Tolandona Matanaeo, ‘karena- PL.T-menjalankanfungsi -dan: tujuan: dari
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pemerintahan yang diatur. pada Pasal 1 angka 2 yang.dipertegas dalam Pasal 4

ayat (1) dan"(2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan tidak mengabaikan putusan-MK-No: 27/PUU-VI11/2009 *“./.bahwa kita
tidak. . -boleh .. dipasung. . oleh >procedural . rjuctice .- dan. rmengabaikan

substantivejustice,...”.
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3., Secara prosedur yang diatur.dalam UU No. 6 tahun.2014 tentang Desa; PLT

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Bupati Kabupaten Buton® Tengah memiliki - kewajiban untuk memberikan
sanksi “atas penyimpangan ‘yang dilakukan'kepala desa 'yang -diatur' dalam
Pasal /115  huruf:n. Oleh karena kepala desa Tolandona; Matanaeo -telah

melanggar  ketentuan Pasal 29, maka pemberhentian sementara dilakukan
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sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf ¢, ayat(2) huruf-d, ayat (3).
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4:2. Saran
Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan kepada. Pejabat Pelaksana
Tugas, meskipun tu bersifat -'sementara’ namun ‘perlu ada kejelasan“ mengenai

batasan yang ‘konkrit-dengan: pertimbangan-pertimbangan-akan-adanya berbagai

| REPOSITORY.UB.AC.D |

hal yang akan terjadi.. Oleh: sebab itu-lah-yang menjadi saran dari penulis:adalah

sebagai berikut:

1./ Jabatan’ PLT tidak bisa sekedar dimaknai'sebagai jabatan 'sementara; 'namun
hal yang perlu-diperhatikan adalah bagaimana untuk menjawab tantangan saat

seorang PLT menjabat agar administrasi pemerintahan tidak terlihat kaku atau
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stagnan.
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2. Diperlukan pengaturan; tambahan: mengenai-pengecualian atau-hal-hal -yang
dikecualikan dari-tindakan jabatan mandat atau yang disebut PLT yang diatur

pada Pasal 14 ayat (7)'dalam Undang-Undang Nemor 30 Tahun-2014 tentang

| REPOSITORY.UB,ACID |

Administrasi:Pemerintahan, yang: diatur: secara' kKhusus: pula -dalam:Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 atau Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksana” Undang-Undang ‘Nomor 30" Tahun 2014 tentang “Administrasi
Pemerintahan “dengan. tetap: tanggungjawab ' berada ‘pada - pemberi’'mandat

terlebih. mengenai pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh PLT:
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3., Dari keseluruhan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PL.T,

hanya memberikan definisi pembatasan yang, meluas . dan.memberikan
pengecualian atau’ perluasan’ kewenangan yang-terbatas-pada pengisian dan
penggantian pejabat berdasarkan PERDA.: Seharusnya kepada seluruh pejabat

atau penyelenggar negara lainnya atau dengan tanpa ada pengecualian selama

BRAWIJAYA
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tindakannya dapat dibuktikan kesalahannya.
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4. Seharusnya -mengenai ijin; tertulis ; untuk seorang PLT: Bupati.' sebagai

pengecualian atas tindakannya tidak hanya boleh diberikan.oleh MENDAGRI

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

saja, atau dengan kata lain-perlu adanya ijin-tertulis dari MENDAGRI melalui

Gubernur- bagi ‘PLT /Bupati dengan: beberapa alasan: atau standar -yang

diperbolehkan.. Sebab untuk mendapatkan. .ijin jtersebut tidak- diatur -lebih
lanjud mengenai kapan minimal atau” maksimal waktu untuk mendapatkan
persetujuan ‘tersebut 'setelah adanyapengajuan 'atau ' setelah“permaohonan

diterima.
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BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang ¢ @ bahwa berhubung kepala Desa Tolandona Matanaeo sedang
pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Buton
Tengah berdasarkan laporan tokoh-tokoh masyarakat Desa
Tolandona Matanaeo Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten -
Buton Tengah terindikasi penyala gunaan Dana Desa yang s
tidak berdasarkan APBDesa dan tidak tepat sasaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas maka 2
saudara ARDIN diberhentikan sementara sebagal Kepala Desa
Matanaeo Kec. Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah; S5

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud e
pada a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan )
Pejabat Bupati Buton Tengah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuvangan Negara (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 1
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kellma

(Lembaran Negara 11 Tabun 2014 Nomer 172, Tambata

g :,Ambmn Negara LI Namor 5562); 2

ndang-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemorintahay
Dawrah (Lembaran Negara Repubilik Indonests Tahun 014
Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tertang Dana
Desa yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan lulehnln
Negarn (Lamburan Negara Republik Indonesta Tahun 2014
Nomor 168, Tambahun Lembaran Nogara Nomaor 6558),

MEMUTUSKAN |

- Sambll menunggu proses leblh lanjut, memberhentikan sementara

saudara ARDIN sebagal Kepala Desa Tolandona Matanaeo
Kecamatan Sangla Wambuly Kabupaten Buton Tengah dan apabila
dikemudian harl tdak terbukti melakukan penyslagunsan
wewenang, maka yang bersanghutan akan dikemballkan pada
Jabatan semula;

Mengangkat saudara ASMAN, AMd Camat Sangla Wambulu sebagal
pelaksana Kepala Desa Tolandona Matanaco Kecamatan Sangla
Wambulu Kabupaten Buton Tenga;

¢ Hal-hal yang bersifat prinslp dikonsultasikan pada Pejabat Bupati

Buton Tengak;

. Segala blaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
Kabupaten Buton Tengah dan atau Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton
Tengah Tahun Anggaran 2017,

. Keputusan Ini mulal berfaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian harl ternyata terdapat
kekellruan dalam keputusan Inl akan diadakan perubahan dan
perbaikin sebagal mana mestinya;

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal € Mei 2017

Pl BIPAL BUTON TENGAH,
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Désa(BPD) -desa Tdlandona; Matanaco friengenai- pemberhentian, sementara kepala, desa,
Toldndons Matinaeo berdasarkan Surat Keputusan-Pejabat Pelaksana-Tugas- Bupati Buton
Tengah Norror 307:terfanggal’ 16 Mei 2017, Hasid kuesioner ini tidak untik; dipublikasikan,
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Dokumen . Wawancara

KUESIONER PENELITIAN
Program Studi Magister Tlmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur - 65145, Telp. +62 34] 553898 Fax, +62 341 566505

Ervin Munandar - 176010100111015

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian hukum, dalam hal ini
saya sebagai mahasiswa Fakuitas Hukum sedang mengadakan peneiitian tugas akhir.
Kuesioner ini berhubungan dengan persepsi anda sebagai anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) desa Tolandona Matanaeco mengenai pemberhentian sementara kepala desa
Tolandona Matanaeo berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Buton
Tengah Nomor 307 tertanggal 16 Mei 2017. Hasil kuesioner ini tidak untuk dipublikasikan,
melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesedian waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasi.

Nama . kA ope muNaw iR, S.ip

Jabatan [WAKIL KeTuAa  (3pD

Hari/tanggal :SABTU, (3 -JUL( - 2019

Lokasi . O€sa TOoLANDOMYA MATANAED

Petunjuk pengisian: berikan tanda ( v ) pada jawaban yang dipilih atau tuliskan jawaban
anda sesuai pertanyaan yang ada dan kosongkan jika tidak ada jawaban yang dipih atau di isi.

Pertanyaan:

l. Adanya isu yang beredar di masyarakat desa Tolandona Matanaeo tentang
penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa Tolandona Matanaeo (Pak
Ardin), apakah anda perna mendengar isu tersebut ?
wYa o Tidak o Tidak tau

2. Apakah masyarakat desa Tolandona Matanaeo perna melaporkan kecurigaan
penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pak Ardin kepada pihak Badan
Permusyawaratan Desa (RPD) ?

¥vYa o Tidak o Tidak tau

3. Apakah pihak BPD pernah melakukan teguran secara lisan atau tertulis kepada pak Ardin
terkait isu penyalagunaan wewenang yang beredar dimasyarakat ?
wYa o Tidak O Tidak tau

4. Apa bentuk teguran yang dilakukan dan berapa kali teguran tersebut dilakukan ?
Jawaban: TeguaaN TeERTULIS seRaNYAK 3 KAL|
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5. Dalam setiap perencanaan pembangunan di desa Tolandona Matanaeo apakah

10.

1.

12.

13:

masyarakat dan BPD sering dilibatkan atau terlibat dalam rapat perencanaan
pembangunan tersebut ?
oYa o Tidak w'Tidak tau

. Apakah pak Ardin rutin memberikan laporan terkait pelaksanaan APBDes kepada pihak

RDI 2
AJA A

oYa o Tidak w'Tidak tau

. Pada tahun berapakah masyarakat melaporkan kecurigaan penyalagunaan wewenang

yang dilakukan oleh pak Ardin ?
Jawab: TaHUN 2017

Pilih salah satu atau beberapa dari bentuk penyalagunaan wewenang yang ada dibawah

ini yang menjadi laporan masyarakat kepada BPD desa Tolandona Matanaeo ?

vl Pengalihan pembangunan fisik vang tidak sesnai perencanaan

wlidak ada transparansi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

 Pembangunan yang tidak terselesaikan namun anggarannya telah habis.

' Penggunaan anggaran yang tidak diketahui alokasinya.

0O Adanya pergantian bendahara yang tidak diketahui.

o Pengadaan barang dan jasa yang fiktif.

 Selama menjabat keuangan desa hanya diketahui oleh kepala desa.

v Adanya pembangunan fisik salah satu bangunan yang menggunakan anggaran dana
desa namun tidak jelas kepemilikannya.

Apakah ada tindaklanjut terkait laporan masyarakat berdasarkan wewenang yang
dimiliki BPD ?
@Ya o Tidak o Tidak tau

Adakah perbedaan antara laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan BPD ?
oYa ' Tidak o Tidak tau

Apakah hasil pemeriksaan BPD pernah dilaporkan kepada pihak pemerintah Kecamatan
setempat ?
v'Ya o Tidak o Tidak tau

Apakah hasil pemeriksaan BPD pernah dilaporkan kepada pihak pemerintah daerah
Kabupaicn Buton Tengah ?

Z'Ya o Tidak o Tidak tau

Dari yang anda ketauhui, apakah selain di BPD masyarakat juga melaporkan kecurigaan
tersebut kepada pihak berwajib/berwenang, dalam hal ini Kepolisian/Kejaksaan ?
wYa o Tidak o Tidak tau
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

23,

24.

Berdsarkan pertnyaan nomor 13 (tiga belas) di atas, apakah pihak BPD pernah
mendapatkan panggilan dari pihak berwajib/berwenang pada saat itu ?
v'Ya o Tidak o Tidak tau

Sebanyak berapa kali-kah pihak berwajib/berwenang melakukan pemanggilan kepada
pthak BPD ?
Jawaban: KElagaaN | Kali DAN kepoLisiaH | kall

Pernahkah Inspektorat Kabupaten Buton Tengah melakukan pemeriksaan penggunaan
ADD dan DD di desa Tolandona Matanaeo ?
Ya o Tidak o Tidak tau

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Tengah

apakah hal tersebut berdasarkan laporan BPD atau-kah masyarakat langsung ?
Jawaban: LAPORAN - MasSYARAKAT  metatul (3pD

Benarkah adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Desa (RPJMDes) yang tidak diketahui oleh BPD maupun masyarakat ?
vYa o Tidak o Tidak tau

Benarkah semasa pak Ardin menjabat, beliau pernah melakukan copy paste laporan
pertanggungjawaban ADD dan DD dari desa lain yang kemudian diketahi oleh pihak
BPD ?

wYa o Tidak o Tidak tau

Benarkah masyarakat pernah melakukan penyegelan kantor desa tolandona matanaeo ?
¥Ya  oTidk o Tidak tau

. Dari yang diketahui oleh pihak BPD, kapan dan apakah alasan masyarakat dalam

melakukan penyegelan kantor desa ?

Jawab: penA TaHuw 200, PapA SAAT paic  ARDIN

DI AcTiFkanN keMBAL Mmen)aDl Kepala pesA

Renarkah bendahara desa pada masa jabatan pak Ardin tidak mengetahui tentang
keuangan desa, karena semua keuangan desa dipegang oleh kepala desa ?

wYa o Tidak o Tidak tau

Benarkah masyarakata pernah melakuan demonstrasi di desa Tolandona Matanaeo dan di
Ibu Kota Kabupaten dengan tuntutan pemberhentian pak Ardin dari jabatannya ?
vYa  oTidak o Tidak tau

Mengenai panggilan oleh pihak berwajib/berwenang yang diterima oleh pihak BPD,

anakah herlanind samnai nada nroses nersidanoan ?
anakah berlaniud sampai pada proses pe g

oYa wTidak 0 Tidak tau
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25. Dari yang anda ketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib/berwenang,

apakah status hukum pak Ardin yang ditetapkan oleh pihak berwajib saat itu ?
Jawab: [ReLum ppa

26 Apakah anda pernah menerima panggilan dari pihak pengadilan nntuk menghadiri Qidang

putusan pengujian penyalagunaan wewenang yang dilakukan pak Ardin ?
oYa WTidak o Tidak tau

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

27. Apakah pemberhentian sementara pak Ardin setelah adanya pemeriksaan oleh pihak
berwajib/berwenang ataukah sebelum itu ?
Jawab: BEXIM spa  pemerRicsaaN

3
-
e

28. Setelah pengaktifan kembali pak Ardin sebagai kepala desa yang berdasarkan putusan
pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2017/PTUN Kdi, adakah salinan dokumen
hasil putusan yang menjadi arsip oleh pihak BPD ?
oYa  wTidak 0o Tidak tau

}’E}OSIYORYQB ACID |

29. Mengenai pemberhentian sementara kepala desa tolandona matanaco apakah anda setuju
dengan pemberhentian sementara tersebut dengan di terbitkan SK Pemberhentian Nomor
307 tertanggal 16 Mei 2017 oleh Pejabat Pelaksana Tugas Bupati ?
vYa  oTidk o Tidak tau

30. Bagaimana tanggapan anda terkait SK pemberhentian sementara kepala desa yang
diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Bupati tersebut ?

Jawaban: [CARENA  TUNTUTAN  MASYARAKAT — YANG MENGINGANKAN
PEMRERHENTIAMN — cemenTarza Kepalg DesA
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Rapat tersebut melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya, Babinkantibmas masyarakat
Tolandona Matanaeo, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah
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Warga Segel Kantor Desa Tolandona Matanaeo
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Dalam aksi unjuk rasa yang digelar saat itu, massa menuntut agar pihak DPRD Buton Tengah sebagai
perwakilan rakyat segera mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Kepala Desa Telandona
Matanaeo, Ardin yang diduga telah menyelewengkan penggunaan anggaran Alokasi Dana desa (ADD) dan
Dana Desa (DD) tahun 2016 lalu.

Selain itu, Mmasyarakat juga menginginkan agar pihak DPRD Kabupaten Buton Tengah sesegera mungkin
mengeluarkan rekomendasi kepada pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindaklanjuti
dugaan penyelewengan ADD dan DD tahun 2016 tersebut.

Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat bisa semakin menaruh kepercayaan terhadap para
penyelenggara pemerintahan maupun aparat penegak hukum melalui asas transparansi anggaran dan
pelaksanaan penyaluran anggaran yang bersih dan akuntabel.

Salah satu tokoh masyarakat yang enggan dikorankan namanya kepada media ini mengatakan bahwa,
tindakan warga dalam menyegel Kantor Desa tersebut, merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap
pihak-pihak terkait yang seakan menutup mata atas kasus dugaan peny.

h gunaan anggaran yang ada di
Desa Tolandona Matanaeo.

“Makanya kita segel Kantor Desa hari ini (Selasa — red) karena kita masyarakat sangat kecewa kepada pihak
pemerintah yang tidak menindak lanjuti kasus ini, padahal kami masyarakat sudah sangat resah dengan
masalah ini,"katanya.

BRAWIJAYA

Apalagi, kasus ini sudah disampaikan di Kantor BPM,Kantor Bupati dan terakhir aksi demo di Kantor DPRD.
MNamun kenyataannya, sampai hari ini pemerintah tetap menutup mata dengan kasus ini.

“Dimana letaknya hukum kalau ada kasus seperti ini hanya mau dibiarkan begini?” ungkapnya dengan nada
bertanya. (*)

&l SUARA ~ METRO BAUBAU POLITIK SPORTIVO NASIONAL CHANNEL
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A ODE ALI AKBAR DIDAMBIN.
ORAT LA UMBO MENERI

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI - Pj Bupati Buton Tengah
(Buteng) La Ode Ali Akbar akhirnya mengambil langkah tegas

dengan memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades)
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Tolandona Matanaeo, Kecamatan Sangia Wambulu Ardin atas
dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2016.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades tersebut. bupati
menunjuk Camat Sangia Wambulu Asman sebagai pelaksana
tugas (PIt) Kades Tolandona Matanaeo. Pemberhentian dan
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penunjukan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat
Keputusan (5K) Bupati Buteng Nomeor: 307 Tahun 2017,
tertanggal 16 Mei 2017.

SK tersebut diterbitkan setelah bupati mendapat desakan
puluhan masyarakat Desa Tolandona Matanaeo yang
mendatangi Rujab bupati, Selasa (16/5). Selain itu, adanya
laporan dari Inspektorat yang mengindikasikan Kades Ardin
melakukan dugaan penyalahgunaan dana desa 2016.

“Sebelum saya terbitkan SK pemberhentian sementara, saya
tanya dulu Inspektorat terkait hasil pemeriksaannya terhadap
pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 di Desa
Tolandona Matanaeo. Ada indikasi dugaan penyimpangan dan

penvelewengan didalamnya,” ungkap Ali Akbar ditemui di
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